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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik .(Lembaran N e_gara Republik Indonrsia Tahun 

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

'Nornor 11 Tahun 2008' Terrtang Irrformasi dan Transaks! 'Elektrontk 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952; 

4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4846); 

a. bahwa dalam rangka Meningkatkan Kualitas, pelayanfn Publik 

ketaatan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat 

serta untuk melaksanakan ketentuan pasal I ayat (1) Peraturan 

'MentertPerrdayagunaan AparaturNegara Ncr.15 Tahurr 2&1:-4 Terrtarrg 

Pedoman Standar Pelayanan Publik. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaaan 

Negara yang besih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

'(Lerrrbaran Negara Republik Indonesia Tahun ·2001 ·~·omor '93', 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724; 
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12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 21Q}; 

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Lembaran Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

r 

I 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang IPelayanan 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan I Lembaran 

'Negara Republik Indonesia 'Norn or '62'!5}; 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041J.; · 

Kabupaten Buton Tengan di Propinsi Sulawesi Tenggara [Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172); 

7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor -S-587} 'Sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 

tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

'5'601J sebagaimana 'telah dtubah dengan Undang-undang Nomor ·r1 

Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara, Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaya11an Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

·t(l Peraturan Pemerintah 'NornorLzTahun 2017' TerrtangPernbinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republtk 'Indonesia Tahun ·2tlt}~· Nornor tU, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan 

5. 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Pedoman 'Organisasi dan Tata 'kerja 'Unit Pelayanan Perizinan Terpadu 

di Daerah; 

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah 

dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atau Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 

"I'ahun 2'015 'tentangPerrrberrtukan ProdukHukum Daerah: 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 13 tahun 2009 tentang peningkatan kualitas 

Pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi 'NornorLf 'fahun·2'014'tentang pedoman standar pelayanan: 

19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 

Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penilaian kinerja Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Kiner]a Percepatan Pelaksanaan Berusaha 1emerintah 
Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian 

Lembaga Negara; 

20. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 43 tahun 2021 Tentang 

Pelirnpahan Pedelegasian Kewenangan Pelayanan Perizin n dan Non 

Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah; 

- -- 



. . . 
ditetapkan sesuai dengan peraturan da~rah. atau peraturan perundang-¥,ndangan 

lainya: 

,. . 
• 

Pelayanan perizinan terpadu adala~ kegiatan ~enyelenggaraan perizinan ran non 

perizinan yang -proses pengelolaanya mulatdart tahap permohonan sampai f e tahap 

terbitnya dokumen dilakukan melalui satu tempat dan satu pin tu; j 

Biaya pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun yang , . 
dikeluarkan oleh pemohon, untuk .memperoleh dokumen yang dikeluarkan oleh 

penyelenggara pelayanan· yang besarnya dan tatacara pembayaran yang telah 

• 

_.; 

• Perizinan berusaha adaJah legalitas yang diberikankepadapelaku usaha untuk 

memulai dan mempelajari-usaha dan kegfatanya: . 

• Non Perizinan adalah segala Bentuk Kemudahan Pelayanan Fasilitas Fiskal dan 

Informasi Mengenai Penanaman Mod,al dan Perizinan termasuk Penfnganan 

Pengaduan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan: 

tertentu; 

memulai dari yang menjalankan usaha atau kegiatanya: 

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan 

Daerah atau Peraturan Lainya yang' merupakan bukti legalitas menyatakan atau 

diperbolehkan seseorang 'atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha 

• 

Pintu Kabupaten Buton Tengah; . I 
. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan Kepadapelaku usaha untuk • 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: · 

• Daerah adalah Kabupaten Euton Tengah; 

• Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
4 . . 

daerah yang memimplii pelaksanaan .. urusari 'pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom; 

• Bupati adalah Bupati Buton Terigah; 

• Organisasi Perangkat Da~rah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerlntah Kahupaten Buton Tengah; 

• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selapjutnya 

disebut DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

c • 

Pasal 1 

BAB I, 
KETENTUAN UMUM 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH 
. . PENYEMPURNAAN STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL Mengingat 

MEMUTUSKAN: . :, 

't 



~ I 

j 

I 
. j 

Sektor Kesehatan 

1) Izin praktek tenaga kesehatan 

2) Izin kerja tenaga kesehatan . 

2. 

Ruang lingkup standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
• " I 

Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah (Perizinan.dan Non Perizinan) Meliputi: 
,. . . •• t 

A. Pelayanan Administrasi bidang Perizinan 

1. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 

1) Izin pendirian atau.satuan pendjdikan 

2) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Noriformal 

PASAL3 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

-~ 

I 
Mewujudkan p~layanan yang cepat, rmrrah, mudah, transparan, pasti, ter(a!1grau dan 

tepat waktu · . : . · 
• 

Mewujudkan terselenggaranya pelayanan berkualitas • 

dan tolak ukur bagi aparatur, seluruh pihak termas~k.bagi yang berkebutuhan [khusus 

( disabilitas ), kelompok dan badan hukum .. atau penerima pelayanan dalam proses 

penyelenggaraan pelayanan administratif di Dinas .Penanaman Modal dan Pe}ayanan 

Terpadu Satu Plntu kabupaten Buton Tengah. ·. 

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan (SP) adalah untuk: 

• Memberikan kepentingan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh 'pelayanan 

perizinan dan pengaduan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah. 

PASAL2 

Maksud ditetapkannya staiictar Pelayanan (SP) '~d~ah sebagai pedoman perizinan 
\ : 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN . 

. 
•.. Pelayanan Publlk adalah' kegiatan atau rang~aian kegiatan dalarn rangka 

pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan . . 

penduduk 
I 
atau suatu barang, jasa -dari atau pelayanan administrasi .' yang di 

selenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik; 

• Pengaduan masyarakat adalah penyampian keluhan, informasi ketidakpuasan oleh 

perorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan di penanarnan modal 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehubungan 

dengan adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar 

oprasional prosedur yang berlaku di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu. 
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5. Sektor Perikanan 

6. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 

7. · Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan 

8. .. Sekor perhubungan 

9. Penyelenggaraan angkutan orang 

10 .. Sektor pertanian 

. I 

Izin PembukaanKantor Cabang Pembentukan koperasi simpan pinjam 
·. I 

Izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam. . . 

Izin koperasi simpan pinjam 

Izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam 

.1) 

•it 2) 

3) 

4) 

usaha jasa 

6) Izin operasional pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 1Beracun 

(Limbah B3) 

7) Izin Pembuangan lirnbah 

4. .Sektor koperasi dari usaha kecil dan menengah 

Izin Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) Untuk ' . . 

Sektor Lingkungan Hidup 

Izin Lingkungan 

3) 

4) 

S) 

i, ' 
' . 

Sertifikat produksi usaha kecil dan mikro tradisional 
. ' 

Sertifikat produksi perusahaan rumah tangga, alat kecantikan 

Izin penyelenggaraan optikal . 

Surat terdaftar penyaldt tradisional . ·· 

Izin usaha tukang gigi 

Izin Usaha salon kecantikan 

3. Sektor pekerjaan umum dan penataari ruang 

1) Izin Persetujan Bangunan Gedung (PBG). 

2) Sertifikat Laik Fungsi. 

,' .. 

Izin operasional rumah sakit· 

Izin operasional klinik 

Izin operasioanl laboratorium klmik umum dan khusus 

Izin apotek 

Izin toko kesehatan 

Izin Toko Obat 

Sertifikat Higienis sanitari pangan 

Izin penyelenggaraan pengedallan sektordan binatang pembawa penyakit 

Sertifikat produksipangan inductor rurriah tangga 

.,. 
· '· Izin mendirikan rumah sakit · 3) 

~- 
4) 

S) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 
15) 
16) 

17) 

18) 



' . 
a. Persyaratan adalah syci.~at (dokumen atau hal lain] yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan masing-masing jenis perizinan: . . 
b. Sistem, ~ekanisme. da~.Prosedur, ad~l~h tata cara pelayanan yang dil~~an bagi 

pernberi dan penenma pelayanan penzman: . :· ·.. j 

c. Jangka waktu pelayanan adalah jangka. waktu yang diperlukan untuk 
' . 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dan setiap jenis perizinan; ' I- 

d. Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kep~da penerima layanaf dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari setiap jenis perizinan; 

e. Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu berupa dokumen perizinan; 

f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

Pasal4 
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan 

(set delivery) meliputi; . , 

1. 

BAB IV 
KOMPONENSTANDARPELAYANAN 

I • 

,. 
I 25. Pembukaan kantor cabang 

26. Izin Tanda Daftar Rekomendasi. 

\ 

' 

·, 

21. Sektor komunikasi dan informatikai 

22. Izin Penyelenggaraan Reklame 

23. Pelayanan Administrasi Bidang Non Perizinan 

24. Penanganan pengaduan 

11. Izin Usaha Perkebunan 

12. Izin Usaha Tanaman Pangan 

·13. Sektor Perdagangan 

14. Izin Usaha Perdagangan 

15. Tanda Daftar Gudang 

16. Sektor Perindustrian 

17. Izin Usaha Industri 

18. Izin Usaha Depot Air Minum lsi Ul~ng .. 

19. Sektor Pariwisata 

20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

J 

., . 

.' .~ 
( . 

•' 



l' 

standar pelayanan. . . . . . . ·. l 
b. Pernyataan memberikan pelay~nanan sesuai dengan kewajiban djn akan 

melakukan perbaikan secara terus menerus. , 

c. Pernyataan kesediaan untuk menerima, memakai, dan atau memberikan 

kornpensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar . . 

. . 
a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

Pasal 5 
1. Sebelum Menerapkan Standar Pelayanan kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton .Tengah wajib Menentukan dan 

Menetapkan maklumat pelayanan. 

2. Maklumat pelayanan sebagimana dimaksud pada · ayat 1 merupakan pernyataan 
. . 

tertulis yang berisi kesanggupan dan .kewajiban Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupate~ ButonTengah. · 

3. Maklumat pelayanan seba9aimana di111a'~ud pada ayat (2), Memuat: 

. - 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 'dari peraturan Bupati Buton . I 
Tengah. · ~ 

BABV 
MAKLUMAT PELAYANAN 

. 
3. Evaluasi kinerja pelaksanaan, adalah- penilaian untuk mengetahui seberapa [auh 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Staridar Pela~anan 

4. Uraian Komponen Standar Pelayanan urituk maslng-masing jenis perizinan dan non 

perizinan sebagaimana dimaksud pada · ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam 
'• . 

standar pelayanan; 

. (' 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman; 

d. Pengawasan Internal, adalah sistem _pengendalian internal dan pengawasan 

langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung 

pelaksana. 

e. Jumlah pelaksana adalah tersedianra- pelak:5aan untuk masing-masing jenis 

pelayanan perizinan sesuai dengan bahan ke a;· . 

f [aminan pelaksana adalah mernberfkan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai . . 

a. Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi daerah 

penyelenggaraan pelayanan masing-masing J~qis_perizinan. 

b. Sarana Prasarana dan · atau fasilitas adalaf peralatan dan fasilitas yang di 

perlukan dalam penyelenggaraan pelayanan: 

c. Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan adalah kemampuari yang harus dimiliki oleh 

..! 
,• ·· .. internal organisasi meliputi : 

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dalam proses pengelolaan pelayanan di 



Pasal 8 1 

1. Dalam rangka penilaian atas pencapaian kinerja pelayanan sebagai Il~rbaikan 

berkelanjutan sesuai standar pelayanan, dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk 

mendukung peningkatan kualitas pelayanan public 

2. Pemantauan dari evaluasi dilakukan dengan memperhatikan Pengaduan .Pelayanan 

publik yang diperoleh dari Survei Kepu.asan,Masy~~akat (SKM). 

BAB VIII 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal7 
Pengembangan kapasitas dapat berupa peningkatan k~mampuan sistem aplikasi ~erizinan 

. I 
berbasis elektronik, peningkatan kelembagaan, s1:!Uber .: daya manusia (SDjM), dan 

keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku, 

BAB \T.11 
PENGEMBANGAN KAP ASITAS 

> I 
. . .. berlaku. 

Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas mengacu standar pelayanan 

yang berkelanjutan dilaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan 

pengendalian oleh Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan 

pelayanan secara umum yang secara operasional dikoordinasikan oleh asisten 

administrasi umum secara teknis dibantu oleh bagian organisasi dan tata laksana 

sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

. 
Buton Tengah untuk Monitoring, Evaluasi,danPengembangan Dinas Penanaman . , '. 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ·.. : 

Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana .di maksud Ayat 2, sebagai b~han Bupati 3. 
Sekretaris Daerah ... · 

. terhadap penyelenggaraan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan. 

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Satu Pintu Menyampaikan Iaporan 

kinerja tahunan Penetapan Standar Pelayanan kepada Bupati Buton Tengah melalui 

PASAL6 
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab -, 

BAB VI 
PENGORGANISASIAN DAN PENGENDALIAN 

Maklumat pelayanan yang telah disusun wajib dipu{?likasikan secara luas jelas dan 

terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh 

masyarakat 

4. 

' . 



ERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 
3NOMOR L/88 

UTONTENGAH 

Ditetapkan di Labungkari 
·p-aoo·ranggal- -;):. ·Mar-et 2023 

-~ 

Dalam rangka penyusunan, penerapan, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring, 

evaluasi, pemberian, pengawasan, pengembangan sistem dan pengembangan kapasitas 

untuk mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah di perlukan biaya yang 

dibebankan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton 

Tengah. 

Pasal 9 

BABIX 
·PEND1\NMN· 



1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) 
2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS 

5. Produk 
Layanan 

Tidak ada biaya (Gratis) . 4. Biaya Tarif 

5 (hari) Jam (kerja Pelayanan) 
Senin s.d Kamis 08:00 s.d 15.30 Wita 
[um'at 08:00 s.d 15.30 Wita . 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan 
komitmen izin melalui system Oss.qo.id atau langsung ke 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 

2. Pernohon menyetor. berrkas permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen izin ke petugas Front Office untuk 
pemeriksaan permohonan, · apabila lengkap danmemenuhi 
persyaratan, pemohon rnenertma tanda terima berkas 
sebagai bukti pendaftaran i~in ; : I 

3. Pemrosesan . persetujuan pernenuhan komitmen I izin 
oleh petugas . dan tirn teknis untuk di~e~~kan 
rekomendasi/perttmbangariteknts: I 

4. Penerbitanataupenolakanizinmelalui Oss.qo.id; · 
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat penolakan 

melalui petugas Front Office. 

2. Sistem 
Mekanisme 
dan Prosedur 

1. Surat permohonan berrnaterai.: 
2. N omor Induk Berusaha (NIB);; 
3. Izin Usaha dari ass (Online Single Submission); 
4. Notifikasi perizinan dan Fasilitas dari OSS (Online Single 

Submission); 
5. Surat kuasa dari pemilik atas Pengurusan Izin [Ilka . dikuasakan ); 
6. Surat P.emyataan bermaterai dengan kesanggupan menaati 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
7. SK penetapan Kepala Sekolah: 
8. Fotokopi ijazah calon tenaga kependidikan (Keprek, 

Guru/Pengasuh dan Tenaga Administrasi) Minimal 1 Orang; . . 
9. Fotokopi kartu tanda penduduk seluruh tenaga 

kependidikan (Kepala sekolah, guru dan tenaga 
administrasi ); 

10. Nomor I;Ip Whatsapp aktif 
11. Email aktif 
12. Pas Photo 4 x 6; 
13. Map Snalhekter Plastik. , 

1. Persyaratan 
Pelayanan 

..,- 

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN ·. .. . 
PENDIDIKAN NON FORM41, 

PROD UK 
LAYANAN 

NO 

ST~NDARPELAYANAN 
SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

:.STahun ZQZ3· 
;). · fvi(rr,t- Tah im 2 0 2 3 

STANDAA PELAYANAN PERRIZINAN DAN NON PERIZINAN t . 

Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

Peraturan Kabupaten Buton Tengah ., Lampiran 
.: 



,, . . . 
. i':: 

pedoman standar pelayanan: , 

1. Undang-undang Nornor 20 tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional;. 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pela)(anan 
Publik; ,, 

I. I 
3. Undang-undang Nomor ·. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah: 
4. Peraturan Pemerintah Repu~lik Indonesia NomorZd Tahun · 

2018 tentang pela~anan. perizinan berusaha te~ii:trgrasi 
secara elektronik; .'. 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 
2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendiqikan; 

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 
ten tang pedoman pendirian sekolah: 

7. Peraturan MenteriPendidikanNasional Nomor24 Tahun 
2007 tentang · standar ·. sarana dan prasarana 
sekolah/madrasah pendidikan umum; . 

8. PeraturanMenteriPendidikandan Kebudayaan Nomor 81 
Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan Non. 
formal; . 1 

9. Per~tµ.ran Menteni Pendayagunaan Aparatur N egarf dan 
',Refo:rmasi Birokrasl Nomor 15 Tahun 2014 tintang. 

Dasar Hukum 7. 

. '~ 
b. Mediasi 
c. Koordinasi dan eek lokasi Sanksi. .. 

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan ~ '; 

adalah: 
a. Verifikasi aduan 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis mela1ui surat 
yang ditunjukan keP..ada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan · Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah _.Jln. 
Gersamata N o.5 Kabupaten Buton Tengah; = 

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; 
a. Telepon: 

< 
b. Fax •. : - ' 
c. SMSJWA: 082352058440 .- 
d. Email : butengdpmptsp~gmail.com 
e. Facebook: Buteng DPMPTSP 
f. Instagram : buteng_dpmptsp 
g. Twitter: @buteng_'.dpmptsp 
h. Website : dpmptspbutcntengah.com 

3. Wakfu penyelesaian 'aduan 3 (tiga) hari; 

6. Penanganan 
pengaduan, 
sarana dan 
rnasukn 

6. Surat keterangan yarig men~rangkan dalam proses layanan 
perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha 

3. Pelayanan Bantuan layanan Sijernpol . 
4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Blmtek yang 

bekerja sama dengan Kemitra~n dan Perbankan 
5. Perbitan Surat Permintaan Rekornendasi Teknis oleh OPD 

Teknis 



undangan. 
6. Petugas informasi; 
7. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 
8. Petugas teknis: - 
9. Petugas pencetak dan penerbit izin; 

1. Memahami tugas d~ fungsi pelayanan publik yang balk : 
2. Bimbingan teknis PTSP; · . I 
3. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Offiae; 
4. Memiliki skill . pengoperasian sistem berbasis informasi 

teknologi (IT); .. . 
5: Memiliki kemampuanrnenganaltslsmaksud dan tujuan 

pelayanan melalui aplikast dan peraturari perundang- 

... 

10. Prosedur, 
system dan 
mekanisme 

1. Front Office harus berijazah ·sMA maupun 03 ataupun S1 
yang sederajat ' 

2. Harns memiliki · kemampuan mengoperasikan 
Computer /Paham IT 

3, Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengemb'angan 
Penanaman Modal secara Berjehjang 

4. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Ber basis Resikc) 

c. Ruang berrnain anak; 
d. Lah~n parker; · 
e. Ruang ti.m teknis. 

f. Formulir; 
g. CCTV; 
h. TV; .. , 

i. AC; • 
j. Loket Informasi; 
k, N omor Antrian Non Elekttonik; 
l. Buku registrasi; ' 

'r 

9. Kompetensi 
Pelaksanaan 

,· .· 
,, 1. Sarana: . . · ': , . . 

a. Kendaraan rcda 2 dan roda-t: 
b. Meja dan kursi; · · 
c. Kornputer dan kelengkapan: 
d. Aplfkasi pelayanan: 
e. Alat tulis kantor; 

Sarana dan 
Prasarana atau 
Fasilitas 

m. Buku peraturan perundang-undangan; 
2. Prasarana dan fasilitas.. . 

a. Loket pelayanan. 
,. b. Ruang konsultasi · dan pengaduan; I 

c. Ruing pendampingan layanan prtontas ; 
d. Toilet; I 

; 

e. Ruang menyusui ; 
3. Fasilitas disabilitas; I 

a. Mushola: 
b. Ruang tunggu: 

8. 

10. Peraturan Menterf Pendidikan Nasional Nomor36 
Tahun~.-014tentangpedomanp.ehdirian,perubahan . . dan 
penutupan satuan pendidikan .dasar dan menengah. 

· .. . 



\', 

,· 

. 
': . 

·:;, '. 
. . - .. 

1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ; 
2. Evaluasi Sistem Akuntabtlitas Kinerja Pemerintah: 
3. Sistem Informasi Perizinan; ·. 
4. Rapat Evaluasi yang .' dilaksanakan secara berkala; 
S. Kotak saran dan kotak pengaduan . 

14. Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksanaan 

1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya .tanda 
tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; · · . ' 

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan · sangat 
diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 

13. Jaminan 
keamanan dan ,. 
keselamatan 
pelayanan 

Penanaman 

Dilakukan oleh : 'i- 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah: 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan; 
3. Kepala Bidang 'Kepala -, 'Bidang Pengembangan .lklim 

Penanaman Modal;' 
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan 

Modal, 
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem 
6. Informasi Penanaman Modal. 

12. Pengawasan 
Internal 

I· 

Setiap pernohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur 
tetap yang .diberikan oleh petugas yang berkompeten sesuai 
waktu pe.nyelesaian izin dengan perilaku pelayanan . . . 
ramah, cepat, tepat dan santun. · 

11. Jaminan 
pelayanan 

10. Petugas pencatatan Izin: 
11. Pejabat penandatanganan izin/. 
12. Petugas loket penyerahan izin. ,, 

:. 



.. I ·, 

1. Penerbitan N omor lnduk (NIB) 
2. Persetujuan Kornitmen melalui Izin OSS · 
3. Pernbeian Bantuanlayanan Sijempol 
4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Blmtek yang 

bekerja sama dengan Kernitraan dan Perbankan 
5. Perbitan Surat Penmintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 

Teknis i 

I Produk Layanan 5. 
I Tidak ada biaya (Gratis) , Biaya Tarif 4. 

5 (hart) jam (kerja Pelayanan) 
Senin s.d Kamis ··08:00 s.d 15.30 Wita 
[um'at ·08:00 s.d 15.30 Wita 

J angka Waktu 
Pelayanan 

3. 

persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas 
sebagai bukti pendaftaran izln; 

3. Pemrosesan . persetujuan pernenuhan kornitmen izin 
oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan 
rekoJ?_endasi/pen;i:mbang~:1 teknis; 

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui Oss.qo.id; 
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat penolakan 

melalui petugas Front: Office. 

1. Pemohon mengajukan perrnohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen i_~in rnelalui system Oss.go.id atau 
Iangsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

2. Pemohon menyetor berrkas permohonan persetujuan 
pe~enuhan komitmen izin ke petugas Front Office untuk 
perneriksaan permohonan, apabila lengkap dan memenuhi . . 

Sistem 
Mekanisme dan 
Prosedur 

2. 

administrasi ); ·; 
10. Pas Photo 4 x ?; · 
11. Map Snalhekter Plastik, 

1. Surat permohonan bermaterai;; 
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);; 
3. Izin Usaha dari O~S (Online Single Submission); 
4. Notifikasi pertzinan da~ Fasilitas dari OSS (Online Single 

Submission); 
5. Surat. kuasa dari pemilik atas Pengurusan Izin Qika 

dikuasakan ); 
6. Surat Pernyataan berrnaterai dengan kesanggupan 

menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
7. SK penetapan Kepala Sekolah; 
8. Fotokopi ijazah calon -tenaga kependidikan (Kepsek, 

Guru/Pengasuh dan Tenaga Administrasi) Minimal 1 
; 

Orang; 
9. Fotokopi kartu '. tanda penduduk seluruh .tenaga 

kependidikan (Kepala "sekolah, guru clan tehaga 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN . . 
PENDIDIKAN NON FORMAL 

PROD UK 
LAYANAN NO 

STANDAR PELAYANAN 
SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 



l 
I 

9. Peraturan Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
I • 

Reformasi Birokrasi Nornor 15 Tahun 2014 tentang 
pedoman standar pelayanan: 

10.'Per~turan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 
2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan 
penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah, I .· ~ ,. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 24 
Tahun 2018 .'t~ntang pelayanan perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik: . . 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N omor 66 
Tahun 2020 te_ntang pengelolaan dan penyelenggraan 
pendidikan; · . 

6. Keputusan MenteriPendidikan Nasional Nomor 060/? 002 
tentang pedoman pendirian sekolah; 

7. Peraturan Menteri Pendtdikan Nasional Nomor 24 Tahun 
2007 tentang standar sarana dan pras.~rana 
sekolah/rnadrgsah pendidikan umum, 

8. Peraturan Menteri Pendidikan clan Kebudayaan Nomor 81 
Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidika:1·1 Non 
formal; 

Pemerintahan Daerah: 

1. Undang-undang Nornor 20 tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional; 

2. Undang-undang Nomor zs· Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
I I ,.,; I • 

Publik; · · ' 
3. Undang-undang Nomor · 23 Tahun 2014 tentang 

Dasar Hukum 7. 

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalut .surat .. 
yang ditunjukan-kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengan Jln. 
Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah; 
Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via.-, . •.,., 

a. Telepon : 08?352·058440 .... 
b. Fax - ~ 1 

i. SMS/WA :082352058440 
c. Email : butei;igdpmptsp.@gmail.com 
d. Facebook : Buteng DPMPTSP 
e. Instagram : buteng dpmptsp 
f. Twitter : @bu~ng_dpmptsp 
j. Website: dprnptspbutontengah.corn 

3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) harl: I 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan 

adalah: 
a. Verifikasi aduan 
b. Mediasi 
c. Koordinasi dan eek lokasi Sanksi. 

Surat keterangan yang menerangkan dalam proses 
layanan perizinan bagi yangmemerlukan Pelaku Usaha 

6. 

6. Penanganan 1. 
pengaduan, 
sarana dan 
masukn 

2. 



·, 

8. Petugas teknis: 
9. Petugas pencetak'dan penerbit izin; 
10. Petugas pencatatan Izin; · 
11. Pejabat penandatanganan izin; 
12. Petugas loket penyerahaii izin, 

6. 
7. 

5. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan 
pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang- 
undangan. . I 
Petugas Informasi: 
Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik : 
2. Bimbingan teknis PTSP; 
3. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office; 
4. Memiliki skill pengoperasian sistem berbasis informasi 

teknologi (IT); 

10. Prosedur, 
systemdan 
mekanisme 

- mengoperasikanCon;iputer/Pah'am IT 
3. Harus berijazah/SerttfikatPelatihan Bldang Pengembangan 

Penanaman Modal secara Berjenjang 
4. Mempunyai sertiflkat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) 

.. , ·~ .. 
:· ,· • < 

', (. 

8. Sarana dan 1. Sarana; " . 
.. . 

Prasarana atau a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; ·' 
Fasilitas b. Meja dan kursi: ' ' , ' . 

c. Komputer dan kelengkapan: .·' .. 
d. Aplikasi pelayanan; 
e. Alat tulis kantorx 
f. Formulir; '· 

" g. CCTV; 
h. TV· ,. 

I ' 
i. AC; 

; 
j. Loket Informasi; ., . 

·k Nornor Antrian N.op Elektronik; 
I. Buku registrasi; . . 
rn. Buku peraturan perundang-undangan; : 

2. Prasarana dan fasilitas: · 1' 

... 
,. a. Loket pelayanan; .. 

b. Ruang konsultasi dan pengaduan: 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas ; 

' d. Toilet; ·, 
e. Ruang menyusui ; . 

3. Fasilitas disabilitas; 
., 

a. Mushola; 
b. Ruang tunggu; . 
c. Ruang berrnain anak; . . . d. Lahan parker; 

Ruang tim teknis. .. e. 
9. Kompetensi 1. Front Office harus' berijazah SMA maupun D3 ataupun S1 

Pelaksanaan yang sederajat 
2. Harusmemiliki kemampuan 



. :· ·1 

1: IKM.(Indeks Kepuasan Masyarakat) ; 
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pernerintah; 
3. Sistem Informasi Perizinan; 
4. Rapat Evaluasi y~ng dilaksanakan secara berkala; 
5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 

14. Evaluasi Kinerja 
Pelaksanaan 

sangat 

1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya 
tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

• 2. Keselamatan dan kenyamanan 'dalam pelayanan 
diutamakan dan bebas daripungutan 'liar. 

13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

' 5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem 
6. lnformasi Penanaman Modal. · . 

Penanaman Modal; 
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman . . . 

Modal: 

Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM~PTSP Kabupaten Buton Tengah; 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinani 
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim 

12. Pengawasan 
Internal 

Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan 
prosedur tetap yang· diberikan 'oleh petugas yang berkornpeten 
sesuai waktu penyelesafan izin dengan perilaku pelayanan . . 
ramah, cepat, tepat dan santun. · 

11. Jaminan 
pelayanan 



2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS 
I 

3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol ; 
4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Bimtek 

I 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) , Prociuk Layanan 5. 
Tidak ada biaya (Gratis) Biaya Tarif ~· 

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) 
Senin s.d Karnis . 08:00 s.d 15.30 Wita 
Jum'at : 08:00 s.d 15.30 Wita 

J angka Waktu 
Pelayanan 

3. 

1. Pemohon ~engajlikan permohonan per~Ttujuan 
pernenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau 
langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

2. Pemohon . m~nyetor berkas permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda 
terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin _; 

3. Pemrosesan perse~juan pemenuhan komitmen izin 
oleh petµgas dan tim teknis untuk diberikan 
rekomendasi/ pertiI:1bangan teknis: 

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui Oss.go.id; 
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat 

penolakan melalui petugas Front Office. 

Sistem mekanisme 
dan prosedur .. 

2. 

1. ~urat perrnohonan bermaterai;; 
2. • Nomor Induk Berusaha (NIB);; 
3. Izin Usaha dart OSS (Online Single Submission); 
4. Notifikasi perizinan dan Fasllitas' dari OSS (Online Single 

Submissions; · 
5. Surat kuasa .dari pemilik atas Pengurusan Izin (Ilka 

· dikuasakan ); . 
6. Surat Pernyataan bermaterai dengan kesanggupan 

· menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
7. ~K penetapan.Kepala Sekolah; 
8. Fotokopi ij~z~.h calon tenaga kependidikan (Kepsek, 

Guru/Pengasuh dan Tenaga Administrasi) Minimal 1 
.Orang: 

9. 'F.otokopi kartu tanda penduduk seluruh tenaga 
kependidikan · (Kepala sekolah, guru dan tenaga 
adminis~si ); 

10. Fotokopi Nornor Pokok Sekolah Nasional (NPSN); 
11. Dokumen Rericana Induk Pengernbangan (RIP) Minimal 

3 tahun. •· · 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

IZIN P.ENYELENGGARAAN .SA TUAN . 
PENDIDIKAN NON FORMAL 

PRODUK LAYANAN NO 

STANDARPEL,AYANAN 
SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN· 



' 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. Peraturan Pernerlntah Republik Indonesia Nornor 24 
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi 'Secara Elektronik; -, 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 201~ tentang pelayanan perizinan berusaha 
terintegrasi secai:a elektronik; I · 
Peraturan Pemerirltah Republik Indonesia Nomor 66 
tahun 2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan 
pendidikan; 
Keputusan .Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah: 
Peraturan . ., Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 
Tahun 2007 ten tang standar sarana dan pi asarana 
sekolah/ madrasah pendidikan umum; . . . 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
81 tahun 2013 te?tang pendirian satuan pendidikan 
Non formal: 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 
Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
' Pelayanan Publik: 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerlntahan Daerah. 

DasarHukum 7. 

1. Pengaduan ·dapat dilakukan secara tertulis melalui surat 
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan -Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah 
J~n. Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah; 

2. P~ngaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; 
a. Telepon: 082352.058440 - 
b. Fax 
c. SMS/WA: 08235205B440 
d. Email : butengdpmptsp@gmail.com .. 
e. Facebook: BUTENG I;)PMPTSP 
f. Instagram : @bute~dpmptsp 
g. Twitter: @buteni_d.pmptsp .. 
h ... Website .dpmptspbutontengah.corn 

3. Waktu penyelesaian ;duan 3 (tiga) hari; : 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan I 

masukan adalah : · : 
a. Verifikasi aduan 
b. Mediasi 
c. Koordinasi dan eek lokasi Sanksi 

Penanganan 
pengaduan, sarana 
dan masukn 

6. 

~ .. 

• yang bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan 
5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh 

OPD Teknis 
6. Surat keterangan yang. menerangkan dalam proses 

layanan perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha 



1. Memahami tuga~ dan fungsi pelayanan publik yaJJ-9 baik : 
a. Bimbingan teknis PTSP; . . . 

.. b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office ; 
2. Memiliki skill pengol?erasian system berbasis informasi 

teknologi OT); , 
3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dah tujuan 

· ~elayanan melalui aplikasi · dan peraturan perundang­ 
undangan. 

10. Prosedur, system 
dan mekanisme 

2. Harns memiliki kemampuan rnengoperasikan 
Computer /Paham IT 

3. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang 
Pengembangan Penanaman Modal secara Berjenjang 

14. · Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis 
Resiko) r 

1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun Sl 
yang sederajat' 

Kompetensi 
IPelaksanaan 

9. 

b. Ruang tunggu; 
c. Ruang bermain anak: 
d. Lahan parkir; , 
e. Ruang tim teknis; 

, f Jaringan Will; 

e.. Ruang menyusui ;' 
3. ·· Fasilitas disabilitas: 

a Mushola; 

I. Buku registrasi; . 
m. Buku peraturan perundang-undangan, 

. , 2 . Prasarana dan fasilitas: · 
a. Loket pelayanan; 
b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas ; 
d. Toilet; .. 

j. Loket Informasi; 
k, Nomor Antrian NorrElektronik; 

i. AC; 

1. Sarana: 
a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
b. Meja dan kursi; 
e: Komputer dan keiengkapan; 
d .. Aplikasi pelayanan; 
e. Alat tulis kantor: 
f. Formulir; 
g. CCTV; .. 
h. TV; 

Sarana dan 
Prasarana atau 
Fasilitas 

8. 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
.,:te11tang pedoman standar pelayanan: ' 

11 .. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 36 
-tahun 2014 tentang _pedoman pendirian, perubahan 
dan penutupan satuan pendidikan dasar dan. 



.. 
I 

.; 

" i 

1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 
3. Sistem lnformasi Perlzinan: 
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
s. Kotak saran dan kotak pengaduan. 

Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

14. 

1. Keamanan produk -dijamin keaslianya dengan adanya 
tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 
d.iutamakan dan bebas dari pungutan liar. 

[aminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

13. 

Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan: 
3. Kepala BidangKepala.Bidang Pengembangan Iklirn 
4. Penanaman Modal; 
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan 

. •' ·• ' 
Penanaman Modal; 

6. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem .. lnformasi 
Penanaman Modal. . . 

12. Pengawasan 
Internal 

1. Petugas informasi; ; 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 
3. Petugas teknis; 
4. Petugas pencetak dan penerbit izin: 
5. Petugas pencatatan lzin; 
6. Pejabat penandatanganan izin: 
7. Petugas loket penyerahan izin. 

• • ·! 

Jumlah pelaksana 11. 

. . . . ' 



t. ' 'I 
. ·.· 

. . 

5. Produk Layanan 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) 
2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS 
3. Pemberian Bantuan layanan Sijempol 
4. Pemberian peningkatan pelaku us,aha melalui Bimtek :, 

yang bekerja sarna dengan Kemitraan dan Perbankan 
5. Penerbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh 

OPD Teknis 
6. .Surat keterangan · yang menerangkan dalamJproses 

layanan perizinan bagi 'yang rnemerlukan Pelaku Isaha 

4. Biaya Tarif Tidak ada biaya (Gratis) · . 

3. Jangka Waktu 5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) 
Pelayanan Senin s.d Karnis : 08:00 s.d 15.30 Wita 

[um'at : 08:0o·s.d 15.30 Wita 

1. Pemohon mengajukan perrnohonan persetujuan 
pernenuhan komitmen [zin melalui sistem oss.qo.id atau 
langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan .. 
Terpadu Satu Pintu: 

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan 
pemenuhan kornitmen-Izm kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda 
terima berkas sebagai bukti pend~ftaran izin ; 

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitme\1- izin 
oleh petugas · dan tim teknis untuk diberikan 
rekomendasi/ pertimbangan teknis: I 

4. Penerbitan atau penolakan-izin melalui oss.qo.id; '. , 
5. Pengambilan atau Penyerahan ·· surat izin jsurat 

. penolakan melalui petugas Front Office. 

Sistem mekanisme 
dan prosedur 

. 2. 

1. Surat permohonan bermaterai.: ' 
2. Izin Usaha dari OSS (Online Single-Submission); 
3. Izin Komersil/Operasfonal dari OSS (Online Single 

Submission); . ., 
4. Notifikasi Perizinan dan Fasilitas dari OSS (Online Single 

Submission); .. 
5. Akta Perjanjian Kerjasama apoteker pengelola 

apotek dangan pemilik sarana apotek; 
6. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP); 
7. Fotokopi NPWP Apoteker: 
8. Fotokopi S'I'Ryang maJih berlaku dan dilegalisir: 
9. Daftar sarana/prasarana peralatan; ·:· 1 

10. Fotokopi Surat Izln Apotek sebelumnya 
11. Pas Photo 4x6; . - -, 
12. Map Snalhekter'Plastik 

Persyaratan 
Pelayanan 

1 .. 

IZIN APOTEK" . .. 
STANDAR PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN. ,· 

Produk Layanan 



.. Daerah: 

5. Peraturan Pemerintah Nornor 51 Tahun 2009. Tentang 
Pekerjaan Kefarmasian;. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2018 -.tentang_; pelayanan perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik; , 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
pedoman standar pelayanan; I 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahunl 2015 
tentan peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan 
I?elaporan narkotlka: 

10. Peraturan Meirteri Keshatan Nomor 73 Tahun 2016 
Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik; 

11. Peraturan Menter! Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
9 Tahun 2017 TentangApotik: 

12. Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 13_8 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sant Pintu 

Kesehatan; 

Kesehatan; 
3. Undang-Undang' .Norrior' 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 
4. Undang-Undang NomorSe Tahun 2-014 Tentang Tenaga 

T~ntang 

1. Undang-undang Nomor-~5 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik; 

2. Undang-undang ,' Nornor 36 Tahun 2009 

DasarHukum 7. 

a. Verifikasi aduan: 
b. Mediasi; 
c. Koordinasi dan eek lokasi: 

5. Sanksi. ' 

·,. 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat 
yang di tujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpa~u. Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jln. 
GersamataNo.S Kabupaten Buton Tengah. 

2. Pengaduan, Saran dan '~asukan Secara Langsung via; 
' a .. Telepon: 082352058440 

b, 'Fax • 
c. SMS/WA: 082352058440 
d. Email : butengdpmptspCDgmail.com 
e. Facebook: BUTENG DPMPTSP 
f. · Instagram : @buteng_dpmptsp. 
g. Twitter: @buteng_dpmptsp . 
h. Website :tjp~ptspbutontengah.com 

3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 
4. Tindak Ian jut penanganan pengaduan, saran dan 

masukan adalah : 

Penanganan 
pengaduan,sarana 

dan masukn 

6. 

.I ; 



I 
· I 

1. Petugas Informasl: 
2. Petug~s)ok¢t pendaftaran / verifikasi berkas; 

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik: 
c. Bi.mbingan teknis PTSP; 
d. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office; 

2. Memiliki skill pengoperasian system berbasis inforrnasi 
• i \ 

teknologi (IT); 
3. Merniliki kemampuan menganalisis maksud dan 1tujuan 

pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang- 
; 

, · .undangan, 

1. Front Office -harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1 
yang sederajat · · I 

2. Harus mem{liki kemampuan mengop1rasikan 
Computer /P~bam IT .. . ' 

3. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan : ·: Bldang 
Pengernbangan Penanaman Modal secara Berjenjan~ 

4. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (~erbasis 
Resiko) · 

If Ruang konsultasi dan pengaduan; 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas ; 
d. Toilet; 
e. Ruang menyusui ; 
f. Fasilitas disabilitas: 
g .. · Mushola: 
h. Ruang tunggu; 
L Ruang bermain anak; 
j. Laban 25arker; 
k. Ruang tim teknis; 
I. J aringan Wifi. · 

... 

1. Sarana: ;, 
a .. Kendaraan.roda 2 danroda 4; 
b. Meja dan kursi; 
c. Komputer dan kelengkapan; 
d. Aplikasi pelayanan; 
e. Alat tulis kantor; 
f. Formulir; 
g. CCTV; 
h. TV; 
i. AC; 
j. Loket Informasi: 
k. Nomor Antrian Non Elektronik; 
1. Buku registrasi; ., 
m. Buku peraturan perundang-undangan. 

2. Prasarana dan fasilitas : 
a; Loket pelayanan: 

11. Jumlah pelaksana 

10. Prosedur, system 
dan mekanisme 

9. Kompetensi 
Pelaksanaan 

8. Sarana dan 
Prasarana atau 
Fasilitas 

13. Peraturan Menteri Kesehatan. Nomor 26 Tahun 2018 
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik sektor kesehatan, 



I 
. I 

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ; 
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 
Sistem Inforrnasi Perizinan; 
~apat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
Kotak saran dan kotak pengaduan. 

13. Jaminan keamanan 1. 
dan keselamatan 
pelayanan 2. 

14. Evaluasi Kinerja 1. 
Pelaksana 2. 

3. 
14. 
5. 

Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM;PTSP Kabupaten Buton Tengah; 
2. Kepala Bldang P~layana_n Penanaman Modal Perizlnan: 
3. Kepala Bidang Kepala .Bidang Pengembangan Iklim 

·' Penanaman Modal; 
4. Kepala Bidang Perigendalian dan Pelaksanaan 

Penanaman Modal; 
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal. 

3. Petugas teknis; 
14. Petugas pencetak dan penerbit izin; 
5. Petugas pencatatan Izin; ··· 
6. Pejabat penandatanganan izin; 
7. Petugas loket penyerahan izin. ·· 

12. Pengawasan 
Internal 

Keamanan produk dijamin keaslianya dengan : adanya 
tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 
l\<:;selamatan dan kenyan;ianan dalam pelayana~ sangat 
diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 



6. Penanganan 1. 
pengaduan, 
sarana dan 

masukn 
2. 

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat 
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman ¥odal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jln. 
Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah: 
Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; 
a. "I'elepon =··0823520.5~440 
b. Fax: ' 
c.:. SMS/WA_: 082352058440 

1. Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) 
rz. Persetujuan Komitmen melalui Izin SiCantik Cloud 
3. Perbitan Surat Perrnintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 

Teknis 

Produk Layanan 5. 

Tidak ada biaya (Gratis) Biaya Tarif 4. 

5 (Harl) Jam (kerja Pelayanan) 
Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15:30 Wita · 
Jum'at i 08:00 s.d 15.30 Wita 

J angka Waktu 
Pelayanan 

3. 

pemenuhan komitmen iz!n kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerlma tanda terima 
berkas sebagai bukti pendaftaran izin; 

3. Pem.rosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh 
petugas dan tim telmis untuk diberikan rekomendasi/ 
pertimbangan teknis; 

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui Sicantik cloud; 
5. Pengambilan atau l;enyerahan surat izi~/surat 

penolakan melalui petugas Front Office. 

2. Sistem 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan 
mekanisme dan pemenuhan komitmen izin melalui sistem Sicantik Cloud 

prosedur atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu: 

2. Pemohon menyetor berkas perrnohonan persetujuan 

7. Surat keterangan dart pimpinan fasilitas pelayanan 
kesehatan tempat praktik; 

8. Pas foto 4x6_; ·: 
9. Rekornendasl dari Organfsasl Profesi; ' .. 
10. Fo't~kopi surat izin praktik sebelumnya (apabila ada); 

• I 

11. SK Penempatan/surat tugas/surat pengantar dari sarana 
Pemerintah. . · , : · ._; I 

6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik; 

1. Fotokopi STR yang masih berlaku dan 'dilegalisir: 
2. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP ); 
3. Fotokopi Ijazah Profesi: 
4. Fotokopi STR; 
5. Surat keterangan sehat dari .dokter yang memiliki Surat 

Izin Praktik; ·· 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

IZIN KERJA TENAGA KESEHA TAN 
Produk 
Layanan 

No 

STANDAR PELAYANAN .~EKTOR ·KESEHATAN 



f. Formulir; 
g. CCTV; 
h. TV; 
i. AC; 
j. Loket Infonnasi; 
k. Nomor Antrian Non Elektronik; 
I. Buku registrasi; 
m. Buku peraturan perundang-undangan. 

1. Sarana: 
a. Kendaraari roda 2 dah roda 4; 
b. Meja· dan kursi; 
c. Komputer dan kelengkapan; 
d. Aplikasi pelayanan: 
e. Alat tulis kantor; 

Sarana dan 
Prasarana atau 

Fasilitas 

8. 

Tenaga Kesehatan; 
10. Peraturan MenteriDalam Negeri Nornor 138 Tahun 2017 

ten tang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. 

c. Koordinasi dan eek lokasi; 
d. Sanksi. 

7. DasarHukum 1. Undang-undang Nornor.'. 29 tahun 2004 ten tang . 
Kedokteran; 

2. Undang-undang • Nomor 25 Tahun 2009 Ten tang 
Pelayanan Publik: 

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang 
Kesehatan; 

4. Undang-undang Nomor ·23 Tahun 2014 ten tang 
: 

Pemerintah Daerah: . 
5. Undang-undang Nomor- 38 Tahun 2009 ten tang 

Keperawatan; . , .. 
6. Undang-undang ·. Nomor 4 Tahun 2019 t!=ntang 

Kebidanan.. . 
I 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang 
Tenaga Kesehatan; . I 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang 
Kefarmasian; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2013 Tentang 

b. Mediasi; 
a. Verifikasi aduan; 

d. Email: butengdpmptsp@gmail.com 
e. Facebook: BUTENG DPMPTSP 
f. Instagram : @buteng_dp'mptsp 
g. Twitter : @butyng_dp~ptsp . 
h. Website :dpnj.ptspbut~ntengah.com 

3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari: 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan 

adalah: 

f 

~­ . 



·I. 

.1 

Penanaman Modal. 

Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buto.n Tengah; 
1 

2. Kepala Bidang Pelayanar:i Penanaman Modal Perizi~ae ; 
3. Kepala Bidang 'Kepala Bidang Pengembangan . [Iklim 

Penanaman Modal ; ' , 
4. Kepala Bidang Pengendaliandan Pelaksanaan Penanaman 

Modal; , · ·· 
5. Kepala Bi dang · f'engelolaan Data dan Sistem Informasi 

Dilakukan oleh : 
1. 

12. Pengawasan 
Internal 

3. Petugas teknis; 
4. Petugas pencetak'dan penerbit izin; 
5. Petugas pencatatan Izin; 
6. Pejabat penandatanganan izin; 
7. Petugas loket penyerahan izin; 

. .. 
I 

11. Jumlah pelaksana 1. Petugas informasi; ,. 
2. Petugas loket pendaftaran/verifikasi berkas; 

undangan. 

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik: 
a. Bimbingan-teknis PTSP; 
b. Bimbingan teknis excellent Service·bagi Front Office; 

2. Memiliki skill pengoperasian sistem- · berbasis informasi 
teknologi (IT); 

3. Memiliki kernampuan menganalisis maksud dan ~juan 
pelayanan melalui apllkasi. dan peraturan perundang- ·. 

Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1 
yang sederajat · 
Harus memiliki kemampuan mengoperasikan 
Computer /Pah~m IT 
Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bidang Pengembangan 
Penanaman Modal secara Berjenjang 
Mempunyai sertifikat O,SS yang sesuai RBA (Berbasis 
Resiko) 

9. Kompetensi 1. 
Pelaksanaan 

2. 

3. 

4. 

10. Prosedur, sistem 
dan mekanisme 

e. Ruang menyusui: 
f. Fasilitas disabilitas; 
g. Mushola; 
h. Ruang tunggu; , ... 
i. Ruang bermain anak; .. 
j. Lahan parkir: 
k, Ruang tim teknis; 
1. J aringan Wifi; a. 

2. Prasarana dan fasilitas : · · 
a. Loket pelayanan: 
b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas; 
d. Toilet; , 



... 

1, · .. 

., 

13. Jami nan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya 
keamanan dan tanda'tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 
keselamatan 2. Keselamatan dim kenyamanan dalam pelayanan sangat 
pelayanan diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ; 
Pelaksana 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pernerintah: 

3. Sistem lnformasi Perizinan; 
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 



6. Penanganan 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang 
pengaduan, ditunjukan kepada Kepala Dinas; 
sarana dan 2. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

masukn Kab.Buton Tengah Jln. Gersamata N o.5 Kabupaten Buton 
Tengah; ·. 

2. Persetujuan Kom!tmen melalui lzin OSS. I 
3. Pembe_ian Bantuan layanan Sijempol I 
4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Blmtek yang 

bekerja sama denganKemitraan dan Perbankan 
5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 

Teknis 
6. Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan 

perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha 

1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) 
Layanan 
Produk 5. 

Tidak ada biaya (Gratis) Biaya Tarif 4. 

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) 
Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita 
[um'at : 08:00 s.d 15.30 Wita 

Jangka 
Waktu 

Pelayanan 

3. 

1. Pemohon mengajukan perrnohonan persetujuan pemenuhan 
komitmen izin melalui sistem oss.qo.id atau langsung ke Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

2. Pemohon menyetor berkas perrnohonan per,etujuan 
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Offic~ untuk 
pemeriksaan berkas perrnohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima 
berkas sebagai bukti pendaftaran izin; 

3. Pemrosesan persetujuan .pemenuhan komitmen izin oleh 
petugas dan tim , teknis untuk diberikan 
rekomendasijpertimbangan teknis; 

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id; 
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan 

melalui petugas Front Office. 

10. Map snalhekter plastic. 

8. Dokumen sarana dan prasaran Rumah sakit; 
9. Pas foto 4x6; 

6. 
7. 

Sistem 
mekanisme 

dan prosedur 

2. 

Surat permohonan bermaterai;; 
Surat kuasa dari'pemllik atas pengurus izin (jika di kuasakan); 
Fotokopi akta pendirian/perubahan perusahan ( Jika 
berbadan hukum ); .. . . . 
Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP ); 
Izin lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku 
efektif dari OSS (Online Single Submission); 
Fotokopi IMB yang menyatakan sebagai rumah sakit. 
Dokumenfeasibility stu.dy 

4. 
5. 

Persyaratan 1. 
Pelayanan 2. 

3. 

1. 
IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT Produk 

Layanan No 
• r 

STANDARPELAYANANSEKTORKESEHATAN 



1. Sarana: 
a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
b . .MeJa dan kursi; • 
c. Komputer dan kelengkapan; 
d. Aplikasi pelayanan; 
e. Alat tulis kantor; 
f. Formulir ; 
g. CCTV; 
h. TV; 
i. AC 
j. Loket Inforrnasi: 

Sarana dan 
Prasarana 
a tau 
Fasilitas 

8. 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik; 

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Dae rah; 
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

kesehatan; 
5. Peraturan Peme;rintah Republik Indonesia Nomor , 24Tahun 

2018tentangpelayananpei;fzinanberusahaterintegrasi~ecara 
elektronik; · 

6. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformai Birokrasi Nornor 15 Tahun 20141Tentang 
Pedoman Standar Pelayanan; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 138 Tahun 2017 
Tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 
Dae rah; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 
Sektor Kesehatan; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 

Dasar 
Hukum 

7. 

3. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; 
a. Telepon: 082352058440 
b. Fax 
c. SMS/WA ~ 082352058440 
d. Email : butengdpmptsp@gmail.com 
e. Facebook : Buteng DPMPTSP 
f. Instagram : @buteng_dpmptsp 
g. Twitter : @buteng_dpmptsp 
h. Website .dpmptspbutontengah.corn 

4. Waktu penyelesaian aduanS (tiga) hari; 
5. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan 

adalah: 
Verifikasi aduan; 

;:i. Mediasi; 
b. Koordinasi dan eek lokasi; 
c. Sanksi. 



. ' 

2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan ; 
3. KepalaBidangKepa1aBidangPengembangan Iklim Penanaman 

Modal; 
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman 

Modal: 
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistern Informasi 

Penanaman Modal. 

! Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; 

Pengawasan 
Internal 

12. 
i 

1. Petugas informasi; · 
2. Petugasloket pendaftaran/verifikasi berkas; 
3. Petugas teknis; 
4. Petu.gas pencetak dan penerbit izin; 
5. Petugas pencatatan Izin; . 
6. Pejabat penandatanganari izin: 
7. Petugas loket penyerahan' izin; 

pelaksana 
Jumlah 11. 

1. Memahami tugas dan fungsi.pelayanan publik yang baik: 
a. Bimbingan teknis PTSP; 

Prosedur, 
sistem dan 
mekanisme b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office ; 

2. Memiliki skill pengoperasian sistem berbasis informasi 
teknologi (IT); 

3. Merniliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan 
pelayanan melalui aplikasi dan . peraturan perundang- 
undangan. · .. 

10. 

Penanaman Modal secara Berjenjang 
4. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) 

1. FrontOffice harus berijazah _SMA maupun D3 ataupun Sl yan~ 
sederajat 

2. Harus memiliki kernampuan mengoperasikan Computer/Paham 
IT ~ 

3. Harus berijazah/Sertifikat. Pelatihan Bldang Pengembangan 

9. Kompetensi 
Pelaksanaan 

e. Ruang menyusui ; 
f. Fasilitas disabilitas; 
g. Mushola; 
h. Ruang tunggu; ·. 
i. Ruang bermain anak; 
j. Lahan parkir; 
k Ruang tim teknis; 

\ 

1. Jaringan Wifi; 

k, Nomor Antrian Non Elektronfk: 
1. Buku registrasi; .. 
m. Buku peraturan perundang-undangan. 

2. Prasarana dan fasilitas: 
a. Loket pelayanan; 
b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas ; 
d. Toilet; 

. ~ .. 



'·. ·, 
,; 

• 

13 .. Jaminan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda 
" keamanan tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

dan 2. Keselamatan. ~aan· kenyamanan dalam pelayanan sangat di 
keselamatan utarnakan dat, o~bas dari pungutan liar. ·. .. , 
pelayanan .. 

" . 
14. Evaluasi 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ; 

Kinerja 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; .. , 
Pelaksana 3. Sistem lnformfsi Perizinan; 

4. Rapat ~valua.5.\Yang dilaksanakan secara berkala; 
5. Kotak saran <lin kotak pengaduan. 



:' 

Tidak ada biaya (Gratis) Biaya Tarif 4. 

5 [Hari] Jam (kerja Pelayanan) 
Serrin s.d Kamis : 08:00 s.d lq.30 Wita [um'at 

' , 08:00 s.d 15.30 Wita 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan 
pemenuhan · komitmen ·izin melalui sistem oss.qo.id atau 
langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

2. Pemohon menyetor berkas perrnohonan 
3. persetujuan pemenuhan komitmen izin kepetugas Front 

Office untiik pemeriksaa~ berkas permohonan, apabila 
lengkap dan rnemenuhi persyaratan, pemohon menerima 
tanda terima berkas sebagal bukti pendaftaran izin ; 

4. Pemrosesan persetujuan 'pemenuhan. komitmen J.n oleh 
petugas dan tim teknis ' untuk / di~erikan 
r€:~omendasi/pertimba~gan teknis; 

5. Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.qo.id; 
I 

6. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat penolakan ,· . 
melalui petugas Front Office. , 

· .. 

2. Sis tern 
mekanisme dan 

prosedur 

(SIPD)Penanggung 

d. Ketenagakerjaan; 
e. Sarana, prasarana dan peralatan ; 
f. Pelayanan yang diberikan; 

11. Fotokopi ;Surat. Izin Praktek , Dokter 
jaw-ab; ' ' 

12. Pas foto 4x6; 
13. Map snalhekter plastik, .. 

c. Denah bangunan; 

a. Struktur organisasi kepengurusan; 
b. Peta lokasi; ·· 

1. Surat permohonan bermaterai;;· 
2. Nomor Induk Berusaha (NI.BJ;; 
3. Izin Komersil/Izin operasional dari OSS [Online Single 

Submission);. 
4. Notifikasi Perizinan dan Fasilitas dari OSS(Online 'Single 

Submission); , . . ... 
5. Surat Kua~·a dari perntlik atas pengurusan Izin ~ (jika di 

kuasakan); ·· · i · 

6. Fotokopi akta pendirian/perubahan perusahaan (jika 
berbadan hukum); 

7. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP ); 
8. Izin lingkungan yang telah mernenuhi komitmen dan 

berlaku efektif dari OSS {Online Single Submission); 
9. Fotokopi IMB /surat perjanjian sewa menyewa bangunan; 
10. Profil klinikyang akan didirikan meliputi: 

Persyaratan 
Pelayanan 

i: 
IZIN OPERASIONAL KLINIK 

Produk 
Layanan 

No 

STANDARPELAYANAN SEKTOR~SEHATAN 

,. . .~ 



1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan , I 
Publik; 

• . l 

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: 
3. Undang-undang Nomor 23 .. Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Dae rah; ' · 
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

kesehatan; 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N omor 24 

Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik, 

6. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur N.egara dan 
Reformat Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014. Tentang 
Pedoman Standar Pelayanan; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 T_ahun 2017 
Tentang penyelenggaraan pelayanan Terpadu satu pintu 
Daerah: 1 

8. Peraturan Meriteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 
Tentang Pelayanan Periztnan Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik Sektor Kesehatan; 

DasarHukum 7. 

f. Instagram : @buteng_dpmptsp 
g. Twitter : @buteng_dpmptsp 
h. Website :dpmptspbutontengah.com 

3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari; 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan 

adalah: 
a. Verifikasi aduan; 
b. Mediasi; 
c. Koordinasi dan eek lokasi; 
d. Sanksi. 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara ' tertulis melalui surat 
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanarrian Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jln. 
Gersarnata No.5 Kabupaten Buton Tengah; 

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; 
a. Telepon: 082352058440 
b. Fax: 
c. ·SMS/WA: 082352058440 
d. Email : butengdpmptsp@gmail.com 
e. Facebook: BUTENG DPM-PTSP . 

Penanganan 
Pengaduan, 
sarana dan 
masukan 

6. 

6. Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan 
perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha 

Teknis 

3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol 
4. Pemberian peningkatan pela~ usaha melalui Bimtek yang 

bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan 
5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD ,· . 

5. ProdukLayanan 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) .. 
2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS 



'· 

1. Petugas informasi; 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 
3. Petugas teknis;. 
4. Petugas pencetak dan penerbit izin; 

Jumlah 
pelaksana 

11. 

Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik : 
a. Bimbingan teknis PTSP; 
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office; 

2. Memiliki skill .pengoperasian system berbasis informasi 
telmologi (IT); I 

3. Memiliki kernampuan menganalisis maksud dan tujuan 
pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perlf ndang­ 
undangan. 

dan mekanisme 
10. Prosedur, system 1. 

1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1 
yang sederajat 

12. Harus memiliki kemampuan mengoperasikan 
Computer /Paham IT 

13. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bidang Pengembangan 
Penanaman Modal secara Berjenjang . 

1 
14. Mempunyai'sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) 

Kompetensi 
Pelaksanaan 

9. 

f. Ruang bermain anak; 
g. Lahan 37arker; 
h. Ruang tim telmis; 
i. Jaringan Win. 

j. Loket Informasi: 
I 

k Nomor Antrian Non Elektronik; 
I. Buku registrasi; 
m .. Buku peraturan perundang-undangan. 

3. Prasarana dan fasilitas: 
4. Loket pelayanan; 
5. Ruang konsultasi dan pengaduan; 
6. Ruang pendampingan layanan prioritas ; 

a., Toilet; 
b. Ruang menyusui ; 
c. Fasilitas disabilitas; 
d. Mushola: 
e. Ruang tunggu; 

,.. 
a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
b. Meja dan kursi: 
c. Komputer dan kelengkapan; 
d. Aplikasi pelayanan; 
e. Alat tulis kantor; 
f. Formulir; 
g. CCTV; 
h. TV; 
i, AC; 

1. Sarana: Sarana dan 
Prasarana atau 

Fasilitas 

8. 

9. Peraturan Menter! Kesehatan Nornor 3 Tahun 202Q Tentang 
Klasiflkasi dan Pertzinan Rumah Sakit 



1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 1 

3. Sistem Informasi Perizinan; 
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 

14. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

'J· I 

: ... .. ,. .. 

1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda 
tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayan~m s~ngat di 
utamakan dan bebas dari pungutan liar. 

13. [aminan 
keamanan dan 
keselamatan 

·: 
pelayanan 

Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan; 
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal; 
4. Kepala Bidang Pengen~alian dan Pelaksanaan Penanaman 

Modal; 
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal. 

Pengawasan 
Internal 

12. 

.. 
. · - "'· 

5. Petugas pencatatan Izin; 
6. Pejabat penandatanganan izin; 
7. Petugas loket penyerahan izin. 



I 

5. Produk Layanan 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) 
2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS 

Tidak ada biaya (Gratis) Biaya Tarif 4. 

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) I 
Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita 
Jum'at : 08:00 s.d 15.30 Wita 

Jangka Waktu 
Pelayanan 

3. 

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan 
pernenuhan komitmen izin melalui sistem oss.qo.id atau 
langsung ke Dinas Penanaman Modal dan ·: Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda 'terima 
berkas sebagai bukti pendaftaran izin; 

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh 
petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi 
pertimbangan teknis; 

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.ld: 
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat pe11olakan 

melalui petugas Front Office. I 

i : 

Sistem 
mekanisme dan 

prosedur 

2. 

(SIPD)Penanggung 
I jawab; 

11. Pas foto 4x6; 
12. Map snalhekter plastik. 

1. Surat permohonan bermaterai; 
2. Izin Komersil/Izin operasional dari OSS (Online Single 

Submission); 
3. Notifikasi Perizinan dan Fasilitas dari OSS(Online Single 

Submission); 
4. Surat Kuasa dari pemilik atas pengurusan izin Qika di 

kuasakan); ;· 
5. Fot?kopi akta pendirian/perubahan perusahaan (jika 

berbadan hu~m ); 
6. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP ); 
7. Izin lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan 

berlaku efektif dart OSS (Online S.fngle Submission); 
8. Foto~opi IMB /surat perjanjian sewa menyewa bangunan; 
9. Profil klinik yang akan didirikan mellputi: .- 

a. Struktur, organisasi kepengurusan; 
b. Peta lokasi: 
c. Denah b~ngunan; , 
d. Ketenagakerjaan; 
e. Sarana.prasarana dan peralatan; 
f. Pelayanan yang diberikan; 

10. Fotokopi Suratlzin Praktek Dokter 

. .' 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 
KLINIKUMUM DAN·KHUSUS Layanan No IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM 

STANDARPELAYANAN SEKTORKESEHATAN 
Produk 



9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

I 
Elektronik Sektor Kesehatan. 

Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang.Pelayanan 
Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 trntang 

Pemerintah Daerah; 
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fr,silitas 

Tenaga Kesehatan; 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24,Tahun 

2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi 
.. 1 kt ik . I secara e e rom ; · 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 
411/MENKES/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Ifiinik; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformai Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang 
Pe.doman Standar Pelayanan; 

8. Peraturan Menteri Dalam ·Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
Tentang penyelenggaraan pelayanan Terpadu satu pintu 

' 

DasarHukum 

;, 

,·7. 

a. Verifikasi adua'n 
b. Mediasi 
c. ·Koordinasi dan eek lokasi 
d. Sanksi. 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat 
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .Kab.Buton Tengah Jln. 
Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah; 

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; 
a. Telepon : 082352058440 
b. Fax: 
c. SMS/WA: 082352058440 
d. :Email : butengdpmptsp@gmail.com 
e. ·~acebook: Buteng DPMPSTSP 
f. 'Instagrarn : @buteng_dpmptsp 
g. Twitter : @buteng_dpmptsp 
h. Website :dpmptspbutontengah.com 

3. Waktu penyelesalan aduan 3 (tiga) hari; 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan 

adalah : 

Penanganan 
pengaduan, 
sarana dan 

masukn 

6. 

3. Pembeian Bantuan layanan Sijernpol 
4. Pemberian penlngkatan pelaku usaha melalui Bimtek yang 

bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan 
5. Perbitan Surat Permintaan Rekornendasi Teknis oleh OPD 

Teknis 
6. Surat keterangan 'yang rnenerangkan dalarn proses layanan 

perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha 



,) 

·\ 

. I 
1. Petugas Informashj 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 
3. Petugas teknis: } 
4. Petugas pencetak clan penerbit izin; 
5. Petugas pencatatari Izin: 
6. Pejabat penandatadganan izin; 

·d 
7. Petugas loket.penyerahan izin. 

I [umlab 
pelaksana 

11. 
undangan. · ! 

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publikyang baik: 
a. Bimbingan tekrtis PTSP; ,: 
b. Bimbingan tekrris excellent Service bagi Front Office; 

2. Memiliki skill pengeperasian sistem berbasis informasi ,, 
teknologi (IT); ,· ~ I 

" 3. Memiliki kemamppan menganalisis maksud dan I tujuan 
pelayanan melalul' ·· aplikasi dan peraturan perundang- 

Prosedur, 
sistem dan 
mekanisrne 

10. 

1. Front Office harus b,rijazah SMA maupun D3 ataupunjSl yang 
sederajat ; .. 

2. HanIS memiltlq,:. kemampuan mengoperasikan 
Computer /Paham fl? 

' : 
3. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan 

Penanaman Moq.al s~cara Berjenjang 
4. Mempunyai sertifikdt OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) 

. Kompetensi 
Pelaksanaan 

9. 

1. Buku regi~trasi; 
m. Buku peraturan perundang-undangan. 

2. Prasarana dan fasilitas: 
a. Loket pelayanan; 
b. 'Ruang konsultasi dan pengaduan; 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas ; 
d. Toilet; 
e. Ruang menyusui ; 

3. Fasilitas disabilitas; 
a. Mushola; 
b. Ruang tunggu; 
c. Lahan parkir; 
d. Ruang tim teknis; 
e. ,Jaringan Wifi. 

f. Formulir; 
g. CCTV; 
h. TV; 
i. AC; . 
j. ·Loket Inforrnasi: 
k. Nomor Antrian Non Elektronik; 

1. Sarana: 
' a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 

b .. Meja dan kursi; 
c. Komputer dari kelengkapan; 
d. Aplikasi pelayanan; 
e. Alat tulis kantor; 

Sarana dan 
Prasarana atau 

Fasilitas 

8. 



·. 

·, 

· ", , 

,: 

,' . 

1. IKM (Indekss Kepuasan Masyarakat); 
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah: 
3. Sistern Informasi Perizinan; 
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 

Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

14. 

1. Keainanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda 
tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 
diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 

5. Kepala BidangPengelolaan Data dan Sistem 
Informasi Penanaman Modal. 

Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

314. 

Bidangl'engendalian dan Pelaksanaan Penanaman 4. Kepala 
Modal; 

Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan; 
3. Kepala .. Bidang Kepala Bidang Pengembangan lklim 

Penanaman Modal;' 

Pengawasan 
Internal 

12. 



1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat 
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman ¥octal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Teng9h Jln. 
Gersamata.No.S Kabupaten Buton Tengah. 

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; 

Penanganan 
pengaduan, 
sarana dan 

masulm 

6. 

Teknis 
6. S~at keterangan yang menerangkan dalam proses 

layanan perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usal a 

1. Penerbitan Nomor tnduk (NIB) 
2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS 
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol 
4. Pemberian peningkatan }elaku usaha melalui Blmtek yang 

bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan 
5. Perbitan Surat Pennintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 

Produk Layanan 5. 

Tidak ada biaya.(Gratis) Biaya Tarif 4. 
! 

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) 
Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita 
Jum'at : 08:00 s.d 15.30 Wita 

J angka Waktu 
Pelayanan 

3. 

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.qo.id atau 
langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan 
pemenuhan komitrnen izin kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkas perrnohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda 
terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin; 

3. Pemrosesan ·persetujuan pemenuhan komitmen ·izin oleh . 
petugas dan tim tekrus untuk diberikan rekomendasi/ 
pertimbangan teknis; ' 

4. Pen~rbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id; 
s. Pengambilan ' atau Penyerahan surat izin ffurat 

penolakan melalui petugas Front Office. 

Sistem mekanisme 
dan prosedur 

2. 

1. Surat permohonan bermaterai: 
2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
3. Izin Usaha dari OSS (Online Single Submission) 
4. Notifikasl perizinan dan fasilitas dari OSS usaha mikro 

kecil tidak perlu dilampirkan; 
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
6. Fotokopi NP~.J\poteker; 
7. Fotokopi STR yang berlaku dan dilegalisir; 
8. Fotokopi peta lokasi dan dena bangunan; · 

. . • i . 

9. Fotokopi surat izin apotek sebelumriya (apabila ada); 
·. 10. Pas foto 4x6; ' 

11. Map snalhekter plastik; 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

IZIN PENDIRIAN TOKO OBAT , No 

STANDARPELAYANAN SEKTORKESEHATAN 

Produk Layanan 



•' .· 
I· 

b. Meja dan kursi; 
c. Komputer dan kelengkapan; 
d. Aplikasi pelayanan; 
e. Alat tulis kantor; 
f. Formulir; 

1. Sarana: 1 

a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
Sarana dan 

Prasarana atau 
Fasilitas 

8. 

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional; 

2. Undang-undang . Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik; . 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah; 

4. Peraturan 'Pemerintah Republik ~ndonesia Nomor 24 
Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 
tahun 2020 tentang pengelolaan clan penyelenggaraan 
pendidikan ; 

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah; 

7. Psraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 
2Q.07 tentang standar sarana dan prasarana sekplah/ 
madrasah pendidikan umum; 

8. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 81 
tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikanl Non 
formal; ' 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reforrnasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
pedoman standar pelayanan; I 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 fahun 
2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan 
penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah. 

Dasar Hukum 7. 

a. Tclepon:082352058440 - .. 
b. Fax 
c .. SMS/WA,: 082352058440 
d. Email: butengdpmptsp@gmail.com 
e. Facebook :' Buteng DPMPTSP 
f. Instagram : @buteng_dpmptsp 
g. Twitter : @buten~dpmptsp 
h. Website :dpmptspbutontengah.com 

3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari; 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan 

masukan adalah : 
a. Verifikasi aduan; 
b. Mediasi; 
c. Koordinasi dan 'eek lo1tasi; 
d. Sanksi; 

,. .. 



I 

Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan: 
3. Kepala Bid~g Kepala Bidang Pengembangan j Iklim 

Penanaman Modal ; 

1. Petugas informasi; 
2. Petugas loket pendaftaran/verifikasi berkas; 
3. Petugas telmis; 
4. Petugas pencetak dan penerbit izin; 
5. Petugas pencata~ Izin; 
6. Pejabat penandatanganan izin: 
7. Petugas loket penyerahan izin. 

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik: 
a. Bimbingan teknis PTSP; 1 

b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office; 
c. Memiliki skill pengoperasian system be~basis 

informasi telmologi (IT); 
~- Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan 

pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang­ 
undangan. 

1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun Sl 
yang sederajat \ 

2. Harus memiliki kemampuan mengoperasikan 
Computer /P~am IT 

3. Harns berijazah/Sertifikat Pelatihan Bidang Pengembangan 
Penanaman Modal secara Berjenjang 

14. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis 
Resiko) 

Pengawasan 
Internal 

Jumlah pelaksana 
: .... 

Prosedur, sistem 
dan mekanisme 

12. 

11. 

10. 

9. Kompetensi 
Pelaksanaan 

.: 

g. CCTV; 
.. h. TV· } 

i. AC; 
j. Loket Informasi; 
k. Nomor Antrian Non Elektronik; 
I. Buku registrasi; 
m. Buku peraturan perundang-undangan. 

2. Prasarana dan fasilitas: 
a. · Loket pelayanan; 
b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas; 
d. Toilet; 
e. Ruang menyusui ; 

3. Fasilitas disabilitas; 
a. Mushola; · 
b. Ruang tunggu; ·. 
c. Ruang bennain anak; 
d. Lahan parkir; 
e. Ruang tim teknis; 
f. J aringan Will. 



I• 

4. Kepala Bi dang Pengendalian dan Pelaksanaan 
Penanaman Modal; 

5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 
Penanaman Modal. 

13. Jaminan keamanan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya 
dan keselamatan tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

pelayanan 2. Keselarnatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di 
utamakan dan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 
Pelaksana 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 

3. Sistem Informasi Perizinan; 
4. Ra pat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 

• 



1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat 
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 

. . . I 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jln. 
Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah. 

2. Pengaduan, Saran dan.Masukan Secara Langsung vi~; 
a.. Telepon: 082352058440 

Penanganan 
pengaduan, 
sarana dan 

masukn 

6. 

S. Produk Layanan 1. Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) 
2. Persetujuan Komitmen melalui Sicantik cloud; 
3. Perbitan Surat· Permintaan Rekomendasi Teknis oleh 

OPD Teknis 

Tidak'ada biaya (Gratis! Biaya Tarif 4. 
I 

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) 
Senin·s.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita 
[um'at : 08:-00 s.d 15.30 Wita 

Jangka Waktu 
Pelayanan 

3. 

Sistem 1. Pemohon rnengajukan permohonan persetujuan 
mekanisme dan pemenuhan komttrrten izin melalui sistem sicantik cloud 

prosedur atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pin tuj: 

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda 
terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin; 

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh 
petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomen1dasij 
pertimbangan teknfs: I 

4. Fenerbttan atau penolakan izin melalui Sicantik cloud; 
5. Pengarnbilan atau Penyerahan surat izin/surat penolakan 

melalui petugas Front Office. 

2. 

10. Rekornendasi dari Organisasi Profesi (IDI); 
11. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota atau pejabat yang di tunjuk; 
12. Menyiapkan E-mail aktif 
13. Map snalhekter plastik 

1. Surat permohonan bermaterai; 
2. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP ); 
3. Fotokopi NPWP; 
4. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir; 
5. Fotokopi STR; 
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat 

Izin Praktik; 
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik; 
8. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan 

kesehatan tempat praktik; 
9. Pas foto 4x6; 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM Produk Layanan No 

STANDAR PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN 



1. Sarana: 
a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
b. Meja dan kursi; 
c. · Komputer dan kelengkapan: 
d. Aplikasi pelayanan; · 
~. Alat tulis kantor; 
f. Formulir; ·. 
g. CCTV; 

Sarana dan 
Prasarana atau 

Fasilitas 

. , 

8. 

,• 

.. 6 . 
, 

l 7. 
i: 

8. 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
060/2002 tentang pedornan pendirian sekolah; 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 
2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah/ 
madrasah pendidikan umum; 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan Non 
formal: 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
pedoman standar pelayanan ; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 tahun 
2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan 
penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.l 

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik; , 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah; 

4. Peraturan Pemerintah. Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 
tahun 2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan 
pendidikan ; 

b. Mediasi; 
c. Koordinasi dan eek lokasi; 
d. Sanksi. 

a. Verifikasi aduan: 

DasarHukum 7. 

saran dan 

b. Fax : 
c. _ SMS/WA: 082352058440 
d. Email :butengdpmptsp(E:)gmail.com 
e. Facebook : Buteng DPMPTSP 
f. Instagram: @buteng_dpmptsp 
g. Twitter: @buteng_qpmptsp 
h. Website .dpmptspbutontengah.com 

3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari; 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, 

masukan adalah : 

·. 



a. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Euton Tengah; , 
b. I<epala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan; 
c. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklirn- 

f.enanaman Modal; 
1 
I 

Dilakukan oleh : Pengawasan 
Internal 

12. 

1. Petugas informasi: ' , . 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 
3. Petugas teknis; 
4. Petugas pencetak dan penerbit izin; 
5. Petugas pencatatan lzin; 
6. Pejabat penandatanganan izin; 
7. Petugas loket penyerahan izin; 

11. Jumlah pelaksana 

10. Prosedur, sistem 1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan public yang baik : 
dan mekanisme a. Bimbingan telmis PTSP; 

b. Bimbingan tekriis excellent Service bagi Front Office; 
2. Memiliki skill pengoperasian system berbasis infopnasi 

teknologi (IT); 
3. Merniliki kemampuan menganalisis maksud dan tµjuan 

pelayanan melalui. aplikasi dan peraturan perunfiang- 
undangan. ~ 

, Penanaman Modal secara Berjenjang 
4. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA [Berbasis 

Resiko) 

1. Front Office harus berijazah SMA maupun 03 ataupun S1 
yang sederajat 

2. Harus rnemiliki. kemampuan mengoperasikar 
Computer /Paham IT ' 

3. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bidang Pengembangar 

Kompetensi 
Pelaksanaan 

9. 

e. · Ruang menyusui ; 
f. Fasilitas disabilitas; 
g. :Mushola; 
h. Ruang tunggu; . 

l'.3. Ruang bermain anak; 
. a . Lahan parkir; 

b. Ruang tim' teknis: . 
c. J aringan Wifi. : 

h. ·TV; 
i. ·AC; 
j. Loket Informasi; ·· 
k. N ornor Antrian Non Elektronik; 
I. Buku registrasi; 
m. Buku peraturan perundang-undangan. 

2. Prasarana dan fasilitas : 
a. Loket pelayanan; 
b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas; 
d .. Toilet; 



( 
'•. 

. • ' 

.. 
"' • 

.. 

d. Kepala Bidang· ··. Pengendalian dan Pelaksanaan 
Penanaman Modal.- 

I 

e . Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi .. , 
Penanaman Modaf.: 

13. 'J aminan keamanan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya .. 
' dan keselamatan tanda tangan pejahat berwenang dan tanda barcode; ,, 

_pelayanan 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di 
utarnakan dan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 
Pelaksana 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 

3. .Sistern Informasi Perizinan 
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala 
5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 

., -. 



I 

:' I' 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat 
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jin. 

_Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah; : 

Penanganan 
pengaduan,sarana 

dan masukn 

6. z 

Teknis 

1. Penerbitan Surat Izin Praktif (SIP) 
2. Persetujuan Komitmen melalui Sicantik Cloud; 
3. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 

Produk Layanan 5. 

Tidak ada biaya (Gratis) Biaya Tarif 4. 

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) 1 

I 
Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita [um'at: 08:00 
s.d 15.30 Wita 

Jangka Waktu 
Pelayanan 

3. 

pemenuhan komitmen izin melalui sistem sicantik cloud 
atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima 

'berkas sebagai bukti pendaftaran izin ; 
3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh 

petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/ 
pertimbangan telrnis; 

4. .Penerbitan a tau penolakan izin melalui Sicantik cloud; 
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat penolakan 

melalui petugas Front Office. I 

dan prosedur 
2. Sistem mekanisme 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan 

1. Surat pennohonan bermaterai; 
2. Fotokopi ka~ tanda penduduk ( KTP); 
3. Fotokopi NPWP; 
4. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir; 
5. Fotokopi STR; 
6. 'Surat keterangan sehat dari dokter yang memilikI Surat 

: Izin Praktik; 
7. , Surat pernyataan memiliki tempat praktik; 
8. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan 

... kesehatan tempat praktik: 
9. Pas foto 4x6; 
10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IDI); 
11. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan 
12. Kabupaten/Kota atau pejabat yang di tunjuk; 
13. : Menyiapkan E-mail aktif; 
14. Map snalhekter plastik; 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 
IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS No Produk Layanan 

STANDAR PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN 

' . 



· I 1. Sarana: 
a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
b. Meja dan kursi; 
c. Komputer dan kelengkapan; 
'd. Aplikasi pelayanan; 
.e. Alat tulis kantor; 

8. Sarana dan 
Prasarana atau 
Fasilitas 

Pemerintahan Daerah; 
4. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 
Tahun 2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan 
pendidikan ; 

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 
tentang pedoman pendirian sekolah; 

7. Peraturan Menter! Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 
2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah/ 
madrasah pendldikan umum; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 
-Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan Non 
formal; . 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
· Reformasi Birokrasi .Nomor 15 Tahun 2014 [tentang 
pedoman standar pelayanan ; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 
2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan 
penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah. 

pendidikan nasional; 
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Ten tang 

Pelayanan Publik; 
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

1. Undang-undang Nornor 20 tahun 2003 tentang sistem 7. Dasar Hukum 

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via: 
a. Tclepon:082352058440 
b. Fax: 
c. SMS/WA: 082352058440 
~- Email:butengdpmptsp@gmail.com 
e. Facebook: Buteng DPMPTSP 
f. Instagrarn : @buteng_dpmptsp 
g. Twitter: @buteng_dpmptsp 
h. Website:dpmptspbutontengah.com 

3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari; 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan rnasukan 

.. 
adalah: 
a. Verifikasi aduan 
b. Mediasi 
c. Koordinasi dan eek lokasi 
d. Sanksi. • 



Penanaman Modal ; 

Dilakukan oleb : 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; ' 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan; 
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan I lklim 

12. Pengawasan 
Internal 

11. Jumlah pelaksana 1. Petugas informasi; I 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 
3. Petugas teknis: 
4. Petugas pencet:ak dan penerbit izin: 
5. Petugas pencata~ Izin; 
6. Pejabat penandatanganan izin; 
7. Petugas loket penyerahan izin; 

10. Prosedur, system 1. Memahami ~gas dan fungsi pelayanan publik yang baik : 
dan rnekanisme a. Bimbingan teknis PTSP 

b. Bimbingan tekn.is excellent Service bagi Front Office 
2. Memiliki skill pengoperasian sistem berbasis informasi 

teknologi (IT); 
3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan pijuan 

pelayanan melalui aplikasi dan peraturan peru~dang­ 
undangan. 

Pelaksanaan yang sederajat 
2. Harus memiliki kemampuan mengoperasikan 

Computer /Paham IT 
3. Harus bertlazah/Sertiflkat Pelatihan Bldang Pengernbangan 

Penanaman Modal secara Berjenjang 
14. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) 

I 

1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun Sl 9. Kompetensi 

f. Forrnulir; 
g. CCTV; 
h. TV; 
i. AC; 
j. Loket Informasi; 
k. Nornor Antrian Non Elektronik; 
I. Buku registrasi; 
m. Buku peraturan perundang-undangan. 

2. Prasarana dan fasflitas: 
a. Loket P.elayanan; 
b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas ; 
d.·. Toilet; 
e. Ruang menyusui ; 
f. Fasilitas disabilitas; 
g. Mushola: 
h. Ruang tunggu; 
i. Ruang bermain anak; 
j. Lahan parkir; 
k. Ruang tim teknls: 
1. J aringan Wifi. 

• 



• 

4. Kepala Bidang Pengendalian dan PelaksariaanPenanaman 
Modal; 

5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Si stern Informasi 
Penanaman Modal. 

13. Jaminan keamanan 1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda 
dan keselamatan tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

pelayanan 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di 
utamakan dan bebas dari pungutan liar. 

14. Evaluasi Kinerja 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ; 
Pelaksana 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 

3. Sistem Informasi Perlzlnan: 
4. Rapat Evaluasi yang dllaksanakan secara berkala: 
s. Kotak saran dan kotak pengaduan . 

t 



1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang 
ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal I dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah Jln. 
Gersamata No.5 Kabupaten Buton Tengah; 

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsungvia; 
a. Telepon: 08235~058440 
b. Fax ·. 

6. Penanganan 
pengaduan, 
sarana dan 
masukn 

2. Persetujuan Komitmen melalui Sicantik Cloud 
3. Perb'i~h Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 

Teknis I 

1. Penerbitan Surat Izin Praktfk (SIP) 5. Produk 
Layanan 

Tidak ada biaya (Gratis) .. 4. Biaya Tarif 

5 (Hari) [am (kerja Pelayanan) 1 

Serrin s.d Kamis 08:00 s.d 15.30 Wita Jum'at j 
08:00 s.d 15.30 Wita ! 

Jangka Waktu 
Pelayanan 

3. 

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan 
kornitmen izin melalui .slstetn sicantik cloud atau langsung ke 
Dinas Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

2. Pemohon . menyetor berkas permohonan persetujuan 
pernenuhan komitmen izin· kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkas perrnohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima 
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ; 

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh 
petugas dan tim teknis 
untukdiberikanrekomendasi/pertimbangan teknis; 

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui sicantik cloud; 
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan 

melalui petugas Front Office. , 

Si stem 
mekanisme 

dan 
prosedur 

2. 

10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi ( IBI ); 
11. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

atau pejabat yang di tunjuk: 
12. Menyiapkan E-mail aktif; , 
13. Map snalhekter plastik. 1 

kesehatan 

1. Surat permohonanbermaterai: 
2. Fotokopl kartu tiada penduduk ( KTP ); 
3. Fotokopi NPWP; . 
4. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir; 
5. Fotokopi STR; 
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin 

Praktik; 
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik; 
8. Suratketerangandaripimpinanfasilitaspelayanan 

tempat praktik; 
9. Pas foto 4x6; 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

IZIN PRAKTIK BIDAN Produk 
Layanan No 

STANDAR PELAYANAN SEKTORKESEHATAN 



8. Sarana dan 1. Sarana: 
Prasarana a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
atau Fasilitas b. Meja dan kursi: 

c. Komputer dan kelengkapan; I 
' d. Aplikasi pelayanan: 

e. Alat tulis kantor; 
f. Forrnulir : 

.. · g. CCTV; I 

h. TV; 
I i. Ac; 

j. Loket Informasi; 
k. Nomor Antrian Non Elektronik; 

' 2. Undang-undang Nomor 25·.,Tahun 2009 Tentang pelayanan 
publik; 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah. ' 

4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2018 tentang pelayananperizinan berusaha terintegrasi 
secara elektronik; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor66 tahun 
2020 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; 

6. Keputnsan menteri pendidikan nasional Nomor 060p2002 
tentang pedoman pendirian sekolah; 

7. Peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 
2007 tentang standar sarana dan prasarana 
sekolah/madrasah pendidikan umum; 

8. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 81 
tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan Non fonmal: 

9. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nornor 15 Tahun 2014 tentang pedpman 
standar pelayanan; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 
tahun 2014 tentang pedoman pendirlan, perubahan dan 
penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah. 

7. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor ZO Tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional; 

c. SMS/WA: 0~2352058440 
d. Email : butengdpmptsp@gmail.com 
e. Facebook : Buteng DPMPTSP 
f. Instagram : @buteng_dpmptsp 
g. Twitter: @buteng_dpmJ:!tsp 
h. Website :dpmptspbutontengah.com 

3. Waktu penyelesatan aduan 3 (tiga) hari: 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan ; 

a. Verifikasi aduan: 
b. Mediasi; 
c. Koordinasi dan eek lokasi: 
d. Sanksi. 

• 



Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah: 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan; 
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman 

: Modal; 
4. Kep~a Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman 

Modal; 
5. Kepala BidangPengelolaan Data dan Sistem . 
6. Informasi Penanaman Modal; .. 

12. Pengawasan 
Internal 

I 

1. Petugas. informasi; 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 
3. Petugas teknis: 
4. Petugas pencetak dan penerbit izin: 
5. Petugas pencatatan Izin; 
6. Pejabat penandatanganan izin: 
7. Petugas loket penyerahan izin; 

11. Jumlah 
pelaksana 

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik : 
a. Bimbingan teknis PTSP 
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office 

2. Memilikiski/lpengoperasian sistern berbasis informasi 
teknologi (IT); 

3. Memtlfkl kemampuan menganalisis maksud dan tujuan 
pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang­ 
undangan. 

Prosedur, 
sistem dan 
mekanisme 

10. 

1. Front Office harus berijazah·SMA maupun D3 ataupun S1 yang 
sederajat .. 

' . 
2. Harus memiliki kemampuan mengoperasikan Computer /Paham 

' IT 
3. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan 

Penanarnan Modal secara Berjenjang 
4. Mempunyai sertifikat OSS yang' sesuai RBA (Berbasis Resiko) 

9. Kompetensi 
Pelaksanaan 

e. Ruang menyusui ; 
f. Fasilitas disabilitas; 
g. Mushola; 
h. Ruang tunggu; 
i. Ruang bermain anak; ... 
j. Laban parkir; 
k Ruang tim teknis; 
]. Jaringan Wifi. 

1. B~ku registrasl: .. 
m. Buku peraturan perundang-undangan. 

2. Prasarana dan fasilitas: 
a. Loket pelayanan; 
b. Ruang konsultasi dan pei:igaduan; 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas; 
d. Toilet; 



• IKM (lndeks Kepuasan Masyarakat) : 
• Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 
• Sistem Informasi Perizinan; ; 
• Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
• Kotak saran dan kotak pengaduan. 

Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

14. 

1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda 
tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di 
utamaka~ dan bebas dari pungutan liar. 

Jaminan 
keamanan 
dan 
keselamatan 
pelayanan 

13. 



6. Penanganan 1. 
pengaduan, 
sarana dan 

masukn 

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melaluf surat 

yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Buton Tengah [ln. 

Gersarnata No.5 Kabupaten Buton Tengah. 

Teknis 

5. Produk Layanan 1. Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) 

2. Persetujuan Komitmen melalui sicantik cloud ,.· 
3. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 

Tidak ada biaya (Gratis) Biaya Tarif 4. 

5 (Hari).Jam (kerja Pelayanan) 
Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita 
Jum'at : 08:00 s.d 15.30 Wita 

Pelayanan 
J angka Waktu 3. 

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan Si stern 2. 
mekanisme dan komitmen izin melalui sistern sicantik cloud atau langsp.ng ke 

prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan 

pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima 
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ; 

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh 
petugas dan tim teknis untuk diberikan 
re~ornendasi/pertirnbang~n teknis; 

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui sicantik cloud; 
5. Pengarnbilan atau Penyerahan surat izin/suratpenolakan 

melalui petugas Front Office. 

1. Surat permohonan bermaterai; 
2. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP ); 
3. Fotokopi NPWP; 
4. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir; 
5. Fotokopi STR; 
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin 

Praktik: 
7. Suratpernyataan memiliki tempat praktik; 
8. Suratketerangandaripimpinanfasilitas pelayanan kesehatan 

tempat praktik; 
9. Pas foto 4x6; 
10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PPNI ); 
11. Rekomendasi dari kepala pinas Kesehatan; Kabupaten/Kota 

atau pejabat yang di tunjuk' 
12. Menyiapkan E-mail aktif; 
13. Map snalhekter plastik, 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 
IZIN PRAKTIK PERA WAT Produk 

Layanan No 

STANDAR PELAYANAN SEKTOR KESEHATAN 



pedoman standar pelayanan ; 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

I 

2007 tentang standar sarana clan prasarana sekolah/ 

madrasah pendidikan umum: 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 
. I 

tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan Non 

formal; 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

terintegrasi secara elektronik; 

5. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor66 tahun 
I 

202·0 tentang pengelolaan danpenyelenggaraan pendidikan; 
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor o6q/2002 

tentang pedoman pendlrlan sekolah; 
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 

perizinan 2018 tentang pelayanan · 

3. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 241Tahun 

l 

pendidikan nasional; 

2. Undang-undang Nornor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik; 

• 

7. Dasar Hukurn 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

a. Verifikasi aduan; 

b. Mediasi; 

c. Koordinasi dan eek lokasi; 

d. Sanksi. 

c. SMS/WA :0823520584.40 

d. Email :butengdpmptsp@gmaiI.com 
e. Facebook : Buteng DPMPTSP 

f. Instagram: @buteng_dpmptsp 

g. Twitter : @buteng_dpmptsp 

h. Website :dpmptspbutontengah.com 

3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari; 

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan rnasukan 

adalah: 

b. Fax 

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; 

a. Telepon: 0823520584_40 



• 

,· 

.. 



.. .. 
f . 

.. 

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang balk : 
a. . Bimbingan telmis PTSP 
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office 

Front Office barus berijazah SMA maupun 03 ataupun S1 yan~ 
sederajat 
Harus memiliki kemampuan mengoperasikan 
Computer /Paham IT 
Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan 
Penanaman Modal secara Berjenjang 
Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) 

Kompetensi 1. 
Pelaksanaan 

2. 

3. 

~- 
Prosedur, 
sistem dan 
mekanisme 

10. 

9. 

i. .. Ruang bermain anak; 
j. Laban parkir; 
k. Ruang tim teknis: 
I. Jaringan Wifi. 

f. Fasilitas disabilitas; 

g. Mushola; 
h, Ruang tunggu; ·, 

e. 1 Ruang menyusui ; 

a. Loket pelayanan; 

b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 

c, Ruang pendampingan Iayanan prioritas ; 
' d. Toilet; 

m. Buku peraturan perundang-undangan. 

2. Prasarana dan fasilitas: 

l. Buku registrasi; 

' . ·· -; 

g. CCTV; 

h. TV; 

i. AC; 

j. Loket Informasi; 

k, N omor Antrian Non Elektronik; 

'· 

1. Sarana: 

a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 

b. Meja dan kursi; 

c. Komputer dan kelengkapan; 

d. Aplikasi pelayanan; 

e. Alat tulis kantor; 

f. Formulir; 

Sarana dan 
Prasarana atau 

Fasilitas 

8. 

10. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 

2014· tentang ~edomQ.n pendirian, perubahan dan 

penutupan satuan pendidikandasar dan menengah. 



,· . 

. ' • 

14. Evaluasi Kinerja 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); .. 
Pelaksana 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 

3. Sistem Informasi Perizinan; 
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
s. Kotak saran dan kotak pengaduan . 

1. Keamanan prod'uk dijarnin keaslianya dengan adanya tanda 
tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di 
utamakan dan bebas dari pungutan liar. · 

keselamatan 
pelayanan 

keamanan dan 
Jami nan 

.i-. 

.,.: '. 

... - .. 13. 

. ''!t Dilakukan oleh : .- · ' . 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; 
2. Kepala Bldangf'elayanan ,;' Penanaman Modal Perizinan: .. 
3. Kepala Bidanr:t,-. Kepal~ Bidang Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal; 
4. Kepalallidangl'engendaliandan Pelaksanaan · 

Penanaman Modal; · 
5. Kepalallidangl'engelolaanlratadan Sistem Inforrnasi 

Penanaman Modal. · -~ ' 

Pengawasan 
Internal 

12. 
;:·· 

1. Petugas inforanasi: 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas: : ·· .. 
3. · Petugas telrnis; 
4. Petugas pencetak dan penerbit izin: 
5. Petugas pencatatan Izin; ~ , 
6. Pejabat penl-i.datanganan iz{n; . ')' .:, . 
7. Petugas loket penyerahan izin. 

pelaksana 
[umlah 11. 

. 
I 

2. Memilikiskillpei.igoperasia~ sistem berbasis[. · Informasi 
teknologl (II);_ r«. .. '~,· ·' ' e- ' 

3. Memiliki ketnalripuan menganalisjs maksud . daA tuiuan 
pelayanan frre"talui apli~'.sf .. dan' peraturan .. i~r.unqang: · 

., ,. . .. : r. 
undangan. ··· ;, ,,; .. • 

" 

. ·:~· . 
(,!. 

;-~·. .. 
i . 

· . 
. ·.·. 

,( .. 
13-· .• 

•• 



,• 

~ . 
. ' 

• 

Biaya Tarif Tidak ada biaya (Gratis) 4. 
Jum'at 08:00 s.d lS.30 Wita 

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) 
Senin s.d Kamis ·os:OO s.d 15.30 Wita 

Jangka Waktu 
Pelayanan 

3. 

:,;=; .. , ~~ ·:. ,, 

penolakan 

rekomendasijpertimbangan teknis: 
4. Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id: 
s. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/surat 

melalui petugas Front Office. 

1. Pem6hon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan 
komitmen izin melalui system oss.go.id atau langsung ke : .. 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

' 2. i Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan 
pemenuhan kornitmen izin kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkas perrnohonan, apabila lengkap dan 

' . 
memenuhi persyaratan, pernohon menerima tanda terima 
berkas sebagai bukti' pendaftaran izin ; 

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh 
petugas dan tim , teknis untuk diberikan 

.·. 

.,· 

mekanisme 
dan prosedur 

Sistem 2. 

~PPL/UKL- 5. Persetujuan pemenuhan . ·. komitmen. 
UPL/AMDAL; 

6. Persetujuan pemen~an komitmen izin lokasi; 
7. Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; 
8. Daftar sarana dan prasarana yang di gunakan dalam proses 

produksi; 
9. Fotokopi sertifikat laik higiences pangan: 
10. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP ); . 
11. Fotokopi NPWP; , 
12. Pas foto 4x6; 
13. Map snalhekter plastik, 

. .. 1. Surat permohon~n bermaterai: · 
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);. 
3. Izin usaha dari OSS (Online Sfngle Submission); 
4. Fotokopi akta pendiri perubahan 'perusahaan jika .berbadan . 

hukum; 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

... 
IZIN USAHA DEPOT AIR M:INUM ISi ULANG .. 

Produk 
Layanan No 

STANDAR PELAYANAN SEKTOR INDUSTRI 



s' . 

•', . 

Undang-undang Nornor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
'· 

Publik; I 
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang ~erindusr,an; 
3. Undang-undang __ Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintfhan 

Daerah; .. . ; 
4. Peraturan Pemerintah Nornor io7 Tahun 2015 Tentang usaha 

Industri: 
·· 5. Peraturan Pemerintah Nornor 142 Tahun 2015tentang 

kawasan industry; ··• 
6. Petatura~ Pemerintah Republik Indonesia Nol'nor24 Tahun. 

2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi 
~ . . . 
secara elektrontk; ; 
1 ' ' 7. Peraturan Menteri .Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedornan 

Dasar Hukum 1. 7. 

c. Koordinasi dan eek lokasi 
d. Sanksi. : 

...... 

4. 

d. Email.: butengdpmptsp@gmail.com 
e. Facebook: Buteng DPMPTSP 
f. Iristagram: @buteng_dpmptsp 
g. Twitter: @buteng_dpmptsp_ 
h. Website :dpmptspbutontengah.com 

3. Waktu penyelesaian aduanS (tiga) hari; 
Tlndak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan 

' adalah: 
a. Verifikasi aduan · 
b. Mediasi 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang 
ditunjukan kepada Kepala Dinas . Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Kab.Buton Tengah Jln. 
Gersamata No.5 Kabupaten Buton T1engah; 

2. Pengaduan, Saran dan Masukan· Secara Langsung via; 
a. Telepon: 08~352058440 
b. Fax 
c. SMS/WA :082352058440 

Penanganan 
pengaduan, 
sarana dan 

masukn 

:·: 

6. 

5. Produk Layanan 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) •• 
2. Persetujuan Komitmen melalui lzin OSS 
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol 
4. Pemberian peningkatan pelaku usaha inelalui Bimtek yang 

bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan 
5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 

Teknis 
6. Surat keterangan yang menerangkan dalam pro.ses layanan 

perizinan bagi yang memerlukan Pelaku U saha 



. I 

1. Mernahami tugas dan fungsi pelayanan _publiky~ng baik : 
a. Bimbingan telrnis PTSP 
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office 

2. Memiliki skill pengoperasian system berbasis inforrnasi 
teknologi (I1J; 

3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan 
pelayanan melalui aplikasi dan peraturan perundang- . 
undangan. 

Prosedur,sist 
emdan 

mekanisme 

10. 

• 

mengoperasikan 
I 

kemampuan 

1. Front Office harus berijazah S.MA maupun D3 ataupun S1! yang ... . . 
sederajat 

2. Harus memiliki 
Computer /Paham IT 

3. Harus berijazah/Sertiflkat Pelatihan Bldang Pengembangan 
Penanaman Modal secara Berjenjang 

~- Mempµnyai sertifikat'OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) 

Kompetensi 
Pelaksanaan 

9. 

.. 

.. e. Ruang menyusui ; 
f. Fasilitas disabilitas: 
g. Mushola; · · 
h. Ruang tunggu; 
i. Ruang bermain anak; 
j. Laban parkir: 
k, Ruang tim teknis; 
1. [aringan Wifi. 

c. Ruang pendampingan layanan prioritas ; ·· 
d. Toilet; ' 

j. Loket Informasi; 
k N omor Antrian Non Elektronik: 
1. Buku registrasi: 
m. Buku peraturan perundang-undangan, 

2. Prasarana dan fasilitas : 
a. Loket pelayanan'; , 
b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 

1. Sarana: 
a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
b. Meja dan kursi; 
c. Komputer dan kelengkapan; 
d. Aplikasi pelayanan: 
e. Alat tulis kantor; 
f. Formulir ; 
g. CGTV; 

,· 
h. TV; 
i. AC; 

' Sarana dan 
Prasarana 

atau Fasilit.as 

8. 

,· 

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
IND/PER/10/2014 tentang perubahan peraturan 
perindustrian nomor 41/M-IND/PER/6/2008 
ketentuan dari tatacara daft:ar .industri. 

81/M­ 
menteri 
Tentang 

standar pelayanan; · .... 

•.· 



'. ' . 

,•' 

1. IKM (Indeks KepU:asan Masyarakat) ; , 
2. Evaluasi Sistem Akuntabilftas Kinerja Pemerintah; . 
3. Sistem Informasi Perizinan; 
4. Ra pat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
s. Kotak saran dan kotak pengaduan. 

EvaluasiKine 
rja Pelaksana 

14. 

1. Keamananprodukdijaminkeaslianyadenganadanyatandatanga 
~· npejabatberwenang dan tanda barcode; . . . 
2. Keselarnatan dan kenyamanan dalam pelayan~n sangat di 

utamakan dan bebas dari pungutan liar. 

J aminankeam 
anandan 

keselamatan 
pelayanan 

13. 

Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buron Tengah; 
2. Kepala Bidang Pelayanan Pen~aman Modal Perizinan: 
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan :_ Iklim . . ; . 

Penanaman Modal; ·. 
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman • Modal; . 
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sisteminforrnasi 

Penanaman Modal. ,. 

12. . Pengawasan 
Internal 

1. Petugas informasi; 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 
3. Petugas teknis; 
4. Petugas pencetakdan penerbit izin: 
5. Petugas pencatatan Izin: 
6. Pejabat penandatanganan izinr · 

, 7. Petugas loket penyerahan izin. 

11. Jumlah 
pelaksana 



. ,:,. I 
• · I -\ 

...... · .•. 

.. 

5. Produk Layanan 1. 
2. 
3. 

Penerbitan Nomor Induk (NIB) 
r 

Persetujuan Komitmen fnelalui Izin OSS ., 
Pembeian Bantuan layanan Sijempol . .. 

4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Bimtek yang 
bekerja sama dengan K~mitraan dan Perbankan . 

5. Perbitan Surat. Permiiitaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 
Teknis 

6. Surat keterangan yan~ menerangkan dalam prose~ layanan 
perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha 

,•· .. ,. 

.. ; 

4. Biaya Tarif Tidak ada .: biaya (Gratis) . ·:.-. , . 

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) ' 
Senin s.d Kamis 08:00 s.d 15.30 Wita Jum'at 

oe.oo s:t! i7.oo\ivita 

J angka Waktu 
Pelayanan · 

3. 

2. Sistem 1. 
mekanisme 

dan prosedur 
2. 

Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan . .' 

komitmen izin melalui sistem ass.go.id atau langsung "ke 
Dinas Penanaman M9ji dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 
Pernohon menyetor berkas. permohonan persetujuan 
pemenuhan komltme izin · kepetugas Front Offi~e untuk 
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terirna 
berkas sebagai buktt pendaftaran izin; 

3. Pernrosesan persetujuan perrienuhan komitmen lztn oleh 
petugas dan tim teknis untuk dtberikan rekomendasi/: 
pertimbangan teknis: ' 

4. Penerbitan atau penolakan-izin melalui Oss.qo.id; 
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin/ suratpenolakan 

melalui petugas Front Office. · r 

' ' 

6. Persetujuan pem~nuhan . kornitmen 
SPPL/UKL- UPL/ AMDAL; · 

7. Persetujuan pemenuhan kom1itmen izin lokasi; 
8. Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; 
9. Daftar sarana dan prasarana yang di gunakan dalam proses 

. I 

produksi; 
10. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP ); ~ 
11. Fotokopi NPWP;, 
12. Pas foto 4x6; 
13. Map snalhekter plastik 

1. Surat permohonan .bermaterai; · 
2. Nomor Induk Berusaha (NIB); · 
3. Izin usaha dari OSS (Online Single Submission); 
4. Notifikasi perijinari dan fasilitas dari OSS (Online Single 

Submission); 
5. Fotokopi akta pendiri.perubahan perusahaan jika berbadan 

hukum; 

I I ~ TANDADAF'f~GVDANG 
1. Persyaratan 

Pelayanan 

. · .... 

., 
,· 

STANDARPELAYANANSEKTOR~BRDAGANGAN 
Produk 
Layanan No 

.. 
;. 

'J 

f ~ .. . .. ,•: 
I ··, 



Undang-Undang Nemer 9 Tahun 2006 Tentang Sisterh Resi 
Gudang Sebagaimana _telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 2Q11 Tentang Perubahan Atas Undang 
UndangNomor 9 Tahun 2006 .. Sistem Resi Gudang; . . ' . . 

2. Unda:rig- Undang Nom?r 25 Tahun 2014 Tentang Pelayanan 
Publik; · . 

3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tetang Perdagangan; ., ... 
4. Peraturan Pemerintah Nornor. ·23 Tahun 2015 Tentang 

Pemerintahan Daeraht 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 

33Tahun2018Tentarig~erizinanBerusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

6. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor33 Tahun 
2019 Tentang Pengenaan Sanksi'Administrasi Kepada Pemilk 
Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Nomor · 15 Tahun 2014 Tentang 
Pedornari Standar Pelayanan; 

8. -Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 16/M- 
Dag/Per /3/2016Te_nµmgPerubah~nPeraturanMenteriP~rdag 
anganNomor 90/M- Dag/Per/12/2004 TentangPenataan 

I 
Dan Pembinaan Gudang: · 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 Tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 

I I 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia N pmor 
64 Tahun 2020 Tentang 'Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor s·:Tahun 2020 Tentang Pelayanan 
Berizin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di bidang 
Perdagangan; · · 

.. . 

Dasar Hukum 1. 7. 

.. 9 . 
: 

10. 
; 

• 

d. Sanksl. 1 
/ •• 

a. Verifikasi aduan ". 
b. Mediasi · 
c. Koordinasi dan cek.lokasi 

·' . .,.·. 

1. Pengaduan dapat ·~iilaku¥!1 secara tertulis melalui surat yang 
.· ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP 

• '• ,. t 4 

Kab. Buton Tengah, jln, Gersamata No. Kab. Buton Tengah. ' . . 2. Pengaduan, Saran .dan ~asukan-Secara Langsung via; 
a. Telepon: 082352,05~440 .. 
b. SMS/WA :08235205e440 
c. Email :butengdpmpt!lp(3;gmail.com • d. Face book: Buterig Pf,MPTSF'_. 
e. Instagram : @btiteng'.:.dp~ptsp 
f. Twitter: @buteng_d-pmpt4p .. 
g. Website .dpmptspbutontengah.corn 

3. Waktu.pelayanan aduan 3 (tiga) hari: 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan 

adalah: 

Penanganan 
pengaduan, 
sarana dan 
masukan 

6. 

,. », ,. 

• t .. 

I r· '·~ .. 



\ 
.r 

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang b~ik : 
a. Birnbingan teknis PTSP; 
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office; 

2. Memili~kil/pengo~e~ia~istem berbasis informasi 
teknologi (I'f.); , , I . ·· 

r . 
3. Memtliki kemampuan 'menganalists maksud dan tujuan 

pelayanan melalui · aplikasi dan peraturanperundang- 
undangan, .. 

Prosedur,sis 
temdan 

mekanisme 

10. 

t 

1. Front Office harus berijazah S~ maupun 03 ataupun S1 yang 
sederajat I 

2. Harus memiliki kemampuan mengoperasikan Computer /Paham 
1T : 

3. Harns berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan 
Penanaman Modal secara Berjenjang 

4. Mempunyai sernftkat.Oss yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) 

Kompetensi 
Pelaksanaan 

9. 

.:....·: 
-, 

3. 

., 

. ·; 
j. Loket Informasi.. ··, 
k, Nornor Antrian Nen-Elektronik; 
I. Buku registrasi; ·. · :'- 
m. Buku peraturan perundang-uhdangan. 
Prasarana dan fasilitas:. ! 
a. Loket pelayanan; 
b. Ruang konsultasi dan pengaduan: 
c. Ruang pendamping~n layanan prioritas ; 
d. Toilet; · · . 
e. Ruang menyusui ; 
Fasilitas disabilitas; 
a. Mushola: 

2. 

•41 -~ • 

1. Sarana: 
a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 

·' b. Meja dan kursi; ·.: 
.• 

c. Komputer dan kelengkapan:' · -, 
d. Aplikasi pelayanan: ·: • • e. Alat tulis kantor: . . 
f. Formulir; . . , ' 
g. CCTV; ·, 

> 
h. TV; 
i. AC;' 

Sarana dan 
Prasarana 

atau Fasilitas 

8. 

b. Ruang tunggu; .... 
: c. Ruang bermain analc 

d. Laban patkir; •' 

. 
e. Ruang tim teknis: i• 
f. Jaringan Wifi. , . 

11. Peraturan Daerah : Kab, Buton Tengah 
N omor12Tahun2 01 Ltentangpenyelenggaraan pergudangan: 

12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2021 
Tentang Perubahan Perr'turan Bupati Buton Tengah Nomor 
24 Tentang Pendelegasian Kewenanagan Pelayanan 
Perizinan Maupun No'rr' Perizinan Kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan. 

'\" •.. . 
' ,.JI ,.1, .. , .. , 

. ... . .. . 
•.. 

. .. 



, .. · 
. . . 

·., 

i 

• 

1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ; 
'· . 

2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 
3. Sistem .Informasi Perizinan: ' 
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
5. Kotak saran dan kotak pengaduan, 

1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda 
tangan pejabat b,erwenang dari tanda barcode; 

1 

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di 
utamakan dan bebas dari pungutan-liar, · · · ,. 

f 

5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 
Penanaman Modal. · · .. 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

14. 

Penanaman 
Penanaman Modal ; : ' ·· . . 

4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan 
Modal; ' : 

,,, 

Jami nan 
kearnanan 

dan 
keselamatan 

pelayanan 

13. 

Iklim 

Dilakukan oleh : ' f. 

1. Kepala DPM-PTS:P Kabupaten Buton'I'engah: 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan; 
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan 

Pengawasan 
Internal 

12. 

,, 1. Petugas informasi; .: . .. 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 

" ' 3. Petugas teknis; .. 1 • · 

4. Petugas pencetak clan penerblt izin; 
5. Petugas.pencatatan Iiint ~r . 
6. Pejabat penandatanganan izin] ' 
7. Petugas loket penyerahan izin; 

, Jumlah 
pelaksana 

11. 

f l .... 



I 
I· 

6. Surat· keterangan yang menerangkan dalam proses layanan 
perizlnan bagi yang.memerlukan Pelaku Usaha , 

-Teknis 

1. Penerbitan Nomor Induk (NIB). 
z:· Persetujuan Komitmen rnelaluiIzin OSS., . ' 
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol · ·. 
4. Pembe~ian peningkatan pelaku usaha melalui Blmtek yang 

bekerja sama dengan- Kemitraan dan Perbankan 
5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh aPD 

5. Produk 
Layanan.:· 

Tidak ada biaya (Gratis) • - 4. Biaya Tarif 

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) . 1 

Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 16.00 Wita ! 
[um'at 08:00 s.d 17.00 Wita 

1. Pemohon mengajukan permohorian persetujuan pernenuhan 
komitmen izin melalui sistern . Oss.qo.id atau langsung ke 
Dinas.Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

2. Pemohon menyetor berkas . permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Offtce untuk 
pemeriksaan berkas permohonan, apabila Iengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima 
berkas sebagai bukti pendaftaran izin; 

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen .izin oleh 
; 1 • . l 

petugas dan. tim teknis untuk diberikan rekornendasi/ 
pertimbangari teknis: 

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui Sicantik 
5. cloud; 
6. Pengambilan atau Penyfrahan surat izin /surat penolakan 

melalui petugas Front Office. . 1 

12. 
11. 

9. 

Persetujuan pemenuhan komitmen izin lokasi; 
·· Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; 

Daftar sarana dan prasarana yang di gunakan dalam proses 
l • 

produksi; · · 
10. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP ); 

Fotokopi NPWP; ·,.. 
Pas foto 4x6; . 

13. Map snalhekter plasti1< , · 

7. : 
8. 

6. Persetujuan pemenuhan 'komitmen 
SPPL/UKL- UPL/ AMDAL; 

5. 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

2. 

Surat permohcnan berrnaterai: 
Nomor Induk Berusaha (NIB); I 

Izin usaha dart ass (O~ine Single Submission); 
Notiflkasi perijinan 'ctan fasilitas dari ass (Online Single 

'. . 
Submission); 
Fotokepi akta pendiri psrubahan perusahaan jika berbadan . . . 
hukum; · '· 

1: 
2. 
3. 
4. 

Persyaratan 
Pelayanan 

Produk 
Layanan IZIN USAHA INDUSTRI ,< 

Sistem 
mekanisme 

dan prosedur 

1. 

No 
STANDARPELAYANAN SEKTORINDUSTRI 



,, 
' 

5. Peraturan Pemerintah Nornor' 142 Tahun 2015 Tentang 
Kawasan Industri; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas 
Secara Elektronik; . . , . 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. Negara Dan 
Reforrnasl Birokrasi ~omor 15 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Standar Pelayanan., 

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor81/M- 
IND /PER/10/2014tenmngperubahanperaturanmenteriperin 
dustriannomor41/M1N~ /PER/ 6 /2008Tentangketentuandan 
tata cara daftar lndustri] 

9. Peraturan menteri dalarn negeri 138 tahun 2017 tentang 
' penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah; 

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2018 1 I 
Tentang Perubahan Atas. Peraturan Menteri Perindu~ian 
Nomor . 6? /M-I~D/ PER/6/f016 
Tentangf'edomanl'enerbitan'I'eknis, Rekomendasi, Surat 
Keterangan Dan Tanda Penda~ran Dengan Sistem 
Elektronik Di Kementrianl'eriiidustrian: 

Perindustrian; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang 

·. 
Pemerintahan Daerah; . 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 107 Tahun 2015. Tentang 
\ 

Usaha Industri; 

• 

7. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nornor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
I 

Publik; 
2. Undang-undang Nomor 3··. Tahun 2014 Tentang 

c. Koordinasi dan eek lokasi . 
d. Sanksi 

· .. 

a. Verifikasi aduan 
b. Mediasi ·· 

- . 

,, 
b. Fax . 
c. SMS/WA :082352'058440 
d. Email:butengdpmptsp@gmail.com 
e. Facebook: Buteng DPMPTSP -. 
f. Instagram : @buteng_dpmptsp 
g. Twitter : @buteng_dpmptsp 
h. Website .dpmptspbutontengah.corn 

3 .. Waktu pelayanan aduan 3 (tiga} hari; . . . 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan 

adalah: ·. 

1. Pengaduan dapat dtlakukan seca;,a tertulis melalui surat yang 
ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal ~TSP Kab 
Buton Tengah Jl Gersamata.Lakudo: ' 

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung vier; 
a. Te1epon: 082352q58440 

t, .. · 

Penangananp 
engaduan,sar 

ana dan 
masukn 

6. 

'• 
', 

' . . ;, '· 

.. 



1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang balk : 
a. Bimbingan teknis PTSP 
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office 

10. Prosedur, 
sistem dan 
mekanisme 

j 

mengoperasikan 

1. Front Office harus ?et,ijazah SMA maupun D3 ataupun Sf yan~ 
sederajat · · 

Z. Harus · memil~. :. kemampuan 
Computer /Paham IT : · 

3. Barus .berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengernbangan 
Penanaman Modal secara Berjenjang . 

14. Mempunyai sertifikat OSS yangsesuai RBA (Berbasis Resiko) 

9. Kompetensi 
Pelaksanaan 

13. Ruangbermain anak; 
a. Lahan parkir; 
b. Ruang tim teknis; 
c. J aringan Wifi, • 

a. Loket pelayana_!l; 
b. Ruang konsul~i dan pengaduan: 

-, c. Ruang pendampingan layanan prioritas ; 
d. Toilet; 
e. Ruang menyusui: 
f. Fasilitas disabilitas: 
g, Mu'.shola; 

.. h. Ruang tunggu; 

8 .. Sarana dan 1. Sarana: ' 

Prasarana a. Kendaraan roda 2 .dan roda 4; 
atau Fasilitas b. Meja dan kursi; 

' 
c. .Komputer dan kelengkapan: 

.d, Aplikasi pelayanan: 
: Alat tulis kantor. · e. ' 

f. Formulir; !· . .. g. CCTV; '. 
h. TV; 
i. AC; ; ' 

j. Loket Informasi; . . ,·, k, Nomor Antrian Non Elektronik: . 
•' . 1. Buku registrasi; . , 

''. 
m. Buku peraturan perundang-undangan. 

2. Prasarana dan fasilitas: 

11. Peraturan Menteri- .Perindustrian -Nomor 30 Tahun 2019 
tentang perubahan atas · menteri pertndustrian No 15 tahun 
2019 tentang perierbitan izin usaha lndustri cian izin 
perluasan dalam kerangka pelayanan perizinan berusaha 
terintegritas secara elektronik; . 

12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2021 
Tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton Teng~.h '.Nomor 
24 Tentang Pendelegasian · Kewenanagan Pelayanan 
Perizinan Maupun Non Perizinan Kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizman. 



'. 
. I 

T 

• 

• i Sistem Informasi Perizinan; 
4. Rapat Evaluasi yangdilaksanakan secara berkala; 
s. Kotak saran dan kotak pengaduan. 

1. IKM,(Indeks Kepuasan Masyarakat); 
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 
3. 

14 

1. Keamanan produk dij ~in· keaslianya, dengan adanya tanda 
tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam · pelayanansangat di 
utamakan dan bebas dari pungutan llar.. 

Jaminankea 
manandan 
keselamatan 
pelayanan 

13. 

Penanaman 
.•·, Penanaman Modal ; . · , 

'J ~ .. 

d. KepalaBidang Pengendalian -dan Pelaksanaan 
Modal; · 

e. Kepala Bidang Pengelok.an Data dan Si~tem 
f. Infonnasi Penanaman Modal. ' 

Dilakukan oleh : 
a. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Euton Tengah; 

' . . 
b. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan; 
c. Kepala Bidang Ke_pala Bidang Pengembangan Iklim 

.. 

12. Pengawasan 
Internal 

1. Petugas informasi; , 
2. Petugas loket pendaftaran / veriflkasi berkas; 
3·, Petugas teknis:' .. ' 
4. Petugas pencetak dan penerbrt izin; 
5. Petugas pencatatan. Izin; 
6. Pejabat penandatanganan izin: 
7. Petugas loket penyerahan izfn 

undangan. 
11. Jumlah 

pelaksana 

informasi berbasis 2. Mernilikiskillpengoperasiansistem· 
teknologi (IT); 

3. Merrillikl kemarnpuan menganalisis maksud dan, tujuan 
pelayanan melalui aplikasi dan peraturanperundang- 

Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

i : 



'· 
. . 

·': 

. . . 
6. Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan 

perizinan bagi yang mernerlukan Pelaku Usaha 

' Teknis 

2. Persetujuan Komitmen melalui lzin OSS 
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol 
4. Pemberian pen!ngkat~n pelaku usaha melalui Blmtek yang 

bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan 
5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 

I Ada biaya/ retribusi sesuai peraturan daerah 

5. Produk Layanan 1. Penerbitan Nornor Induk (NIB) 

4. Biay,a Tarif 

5 (Hari) lam (kerja Pelayanan) ·. 
Senin s.d.Kamis · ·: 08:oo·~.d 1.5.30 Wita , 
Jum'at . : 08:00:s.d 15.00 Wita 

3. Jangka Waktu 
Palayanan 

1. Pemohon mengajckan pennohonan persetujuan 
pemenuhan korriltmen izin .~elalui sistem Oss.qo.id atau 

. ' I langsung ke Dinas r Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; ' 

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima 
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ; 

3. Pernrosesan pe!'s~tujuan pemenuhan komitmen izin oleh 
petugas dan · ... tim'. teknis untuk -dlberikan 

• ! 
rekomendasijpertimbangari teknis: 

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui Sicantikc/oud; 
5. Pengambilan atau. Penyerahan surat izin /surat penolakan 

melalui petugas Front Office. 

2. 

digunakan 

komitmen SPPL/lJKL- 6. Persetujuan · 'pemenuhan 
UPL/AMDAL; 

7. Persetujuan pemenuhan komitmen izin lokasi: 
8. Fotokopi peta loka'si dan denah bangunan: 
9. Daftar sarana .dan prasarana yang ~ 

dalam proses produksi: 
1q: Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP ); 
1~~ Fotokopi NPWP; , 
1i'. Pas foto 4x6; '· ' 
13. Map snalhekter plastik, 

'submission); 
5. Fotokopi akta pendiri perubahan perusahaan jika berbadan 

hukum. 

1. .Surat permohonan berrnaterai: · ' 
2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 

.,, , . ! 

3. Izin usaha dari OS~{Qnline SinqleSubmissiony; 
4 .. Notifikasi perijinari )Ian fasilitas dari OSS (Online Single 

\ . 

Persyaratan 
Pelayanan 

Produk 
Layanan Af"IGKUT AN. ,ORANG 

\ .. IZlN PENYELENGGARAAN 

': \, 

STANDARPELAYANANSEKTORPijRHUBUNGAN 

Si stern 
mekanisme dan 

prosedur 

1. 

No· 

•,, 
:· I 
'(.,, 

'' • ,' 

,. 

: .. ' 



·, .. 

Undang-Undang Ncimor 22 tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas Angkutan Jal~n; 
Undang - undang' Nomor 25 Tahun 2014 Tentang 
Pelayanan Publik; : . .. 

· Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tetang 
. ' ·. Pemerintahan Daerah: . ' 

Peraturanpeme2intii.hNo:nwr74Tahun2014 Tentang . . 
; .. Angkutan Jalan; .• , 

Peraturan '. · Perrierintah · · Republik -Indonesia 
> I 

N OII].or33Tahun201l3TentangPerizinanB erusaha 
Terintegritas Secar~Elektr.onik; 
Keputusan Mentqn Nornor Nomor · 69 Tahun 
1993TentangpenyerenggaraanAngkutanBarangDi J alali; 
Peraturan Menteri fendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 15 T.ahun 2014 Tentang 
Pedoman Standar Pelayanan: 

8. Peraturan Menterij Nornor 108 tahun 2017 Tentang 
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum 
Tidak Dalarri Proyek: , ; 

9. Peraturan Menterl Dalam Negeri 138 Tahun 2017 Tentang 
Penyelenggaraan PJlayanan Terpadu Satu Pintu Daerah: - . 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 
Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan 

· · Berusaha Terintegrasi Sektor Perhubungan Di; Bidang 
Darat; 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Nomor Pm 24 Tahun -2020 Tentang Integritas Perizinan 

I . 

Berusaha Secara Elektronik Sektor Perhubungan; 

7. Dasar Hukum 1. 
' 

2. 
.. 

.3 . 

.. 4. 

5. 
: 

6. 

7. 

• 

-~ .. 

,. 

a. Verifikasi aduan .; 
b. Mediasi 
c. Koordinast dan eek lokasi ·~ . 
d. Sanksi. i 

· .. 

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat 
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penafiaman Modal , 
PTSP Kah Buton Tengci11 Jl Gersamata Lakudo .. 
Pengaduan, Saran dan{Masukan Secara Langsung via; 
a. Telepon: 0823520~8440 : .. v 

b. SMS/WA :082352018440 
' ... 

c. Email :butengdp.rq~tsp@gmail.com . 
cl Facebook : Buterrg ~PMPTSP ·, . 

e. Instagrarn : @buteng_dpmptsp i . ~ 
f. Twitter: @buten'g_:dpmptsp-:. 

·g. Website .dpmptspbiitontengah.com 
3. Waktu pelayanan adil~n 3 (tiga) hari; · 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan 

adalah : _--;·: ; . . 

6. Penanganan 1. 
pengaduan, 
sarana dan ' ; 

masukn 2. 

... 
I. . 
! 
= . 

:.t 

! .. . 



.. .. . 
·, ~- .. 

... -, 
·: 

Memabami tugas <la.Ii fungsi pelayanan publik yang baik : 
a · Bimbingan telmis-'.PTSP; 
b. Bimbingan teknjs·excellen't Service bagt Front Office;j 
Memilikiski/lpengope;rasiansy~emberbasis tnformasi 
teknologi (IT); ' 
Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan 

~ 
pelayanan melalui e aplikasi dan peraturanperundang- 

~· J ~ 

.. · undangan. · ,: 

front Office harus be,rijazah .~MA rnaupun 03 ataupun S1 yang 
sederajat · 1 · ' 
Harus memiliki ·t kemampuan mengoperasikan 
Computer /Paham IT , 
Harus berijazah/Sertipkat Pelatihan Bldang Pengembangan 
Penanaman Modal secara Berjenjang . 
Mempunyai sertifikat QSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko J 

e. Ruang menyusui ;~ -. 3. Fasilitas disabilitas; ·! 
~ 

a. Mushola: ' • 
b. Ruang tunggu; ., 

.. c. Rtiang bermain ariak; . ~ 
d. Laban parkir; ' . ' e: Ruang tim te\mis;.1 
f. J aringan Wifi .. ., . 

. ..... 

i. AC; '1 ' 
' j. Loket Informasi; ·. 

k, Nomor Antrian Ndn Elektronik; ; - . 
I. Buku regtstrasii ·. ; , : . 
m. Buku peraturan perundang-undangan . . 2. Prasarana dan fasilitasi 
a. Loket pelayanan: .-t .. 
b. Ruang konsultasi _pan pengaduan; 
c. Ruang pendarnpirigan layanan prioritas: 
d. Toilet; . .. 

·' 

e. Alat tulis kantor: • .. 
f. Formulir: . . . . 
g. CCTV; . 

I .. 
.h. TV· . I 

,, I !' 

1. Sarana: .. 
' a. Kendaraan roda 2.:dan roda 4; ·, 

b. Meja dan kursi; , ·• 
c. Komputer dan l<el~ngkapan; 
d. Aplikasi pelayanad: 

Peraturan Bupati Buton-Tengah Nomor 2a· Tahun 2021 
Tentang Perubaharf .Pera.wan Bupati Buton Tengah 
Nomor 24 Tenting 

0Pendelega~ian 
Kewenanagan . . . 

Pelayanan Perizinan Maupun Non Periztnan Kepada 
Kepala Dinas Penan~man Mod.aldan Pelayanan Perizinan. 

12. 

Sarana dan 
Prasarana atau 

Fasilitas 

8. 

9. Kompetensi 1. 
Pelaksanaan 

2. 

3 . . 
I ~- 

10. Prosedur, 1. 
, sistemdan 

mekanisme 
2. 

3. • 

~ : -1.,. 
:i ,I ' ·. 
·t ~ ' . 

. . 
. ', 

,I 

t, -, 



I. 

., .... ,.. 
· . ., 

.r: :· 

• 

. . 

1. IKM (Indeks Kepuasan Masya~~ka~) ; 
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 
3. Sistern Informasi Perizinan; 
4. .· Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
5. Kotak saran dan kotak pengaduan, 

Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

14. 

1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda 
tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

2. · Keselamatandan kenyamanan dalam pelayanan 
3. sangat di utamakan dan bebasdari pungutan liar. 

Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

13. 

Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan; 
3. Kepala Bidang 'Kepala Bidang Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal; 
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman 

Modal; , 
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistemlnformasi 

Penanaman Modal. 

Pengawasan 
Internal 

12. 

1. . Petugas informasi; , 
2. Petugasloket pencla.ftaran /'.verifikasi berkas; 
3. Petugas teknis: '. 
4. ' Petugas pencetak dan penerbit izin; 
5. Petugas pencatatan Izin; .. 
6. Pejabat penandatanganan izin: 
7. Petugas loket penyerahan izin. 

Jumlah 
pelaksana 

11. 

- , . . 



.. 

5. Prociuk Layanan 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) 
2. Persetujuan Komitmen melalui lzin OSS 
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol 
14. Pemberian penmgkatan pelaku usaha melalui Blmtek yang 

bekerja sama dengan Kernitraan dan Perbankan . 
5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis ole? bro 

Teknis · 
. I 6. Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan 

perizinan bagi yang mernerlukan Pelaku Usaha · • 

Ada biaya/ retribusi sesuat peraturan daerah Biaya Tarif 4. 

S (hari) Jam (kerja pela~anan) 
Senin s.d Kamis 08:0'0 s.d 15.30 Wita ' ; . 
Ium'at 08:00 s.d 15.00 Wita 

Jangka Waktu 
Pelayanan 

3. 

Pemohon meri~jukan permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau 
langsung ke Dinaf .. Penanarnan Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 
Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan 
pemenuhan kornitmen izin kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkaf permohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyanjtan, pemohon menerima tanda terima 
berkas sebagai b~kti pendaftaran izin ; 

3., Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh 
I 

petugas dan tim teknis . untuk diberikan 
rekomendast/pertimbangan teknis; .. 

4. Penerbitan atau peaolakan izin melalui oss.go.id: 
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan 

melalui petugas Front Office. 

Surat permohonan b'ermaterai; 
Nomor Induk Berusaha (NIB); 

' Izin usaha dart OSS (Online Single Submission); 
Notiflkasi pe[ijin~:: dan fasilitas dari OSS iOnitne Single 
Submission); : 
Fotokopi akta pendiri/ perubahan perusahaan jika 
berbadan hukum; ·. "j 
Fotokopi peta lokasidan denah bangunan; 
Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP ); ... 
Fotokopi NPWP; 
Pas foto 4x6; , · : 
Map snalhekter plastik 

: ,• '· ,· 

SURAT IZlN USAHAPERIKANAN , 
~ 

No 
Produk 
Layanan 

1. Persyaratan 1. 
Pelayanan 2. 

3. 
4. 

5 .. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

2. Si stern 1. 
mekanisme dan 

prosedur 

2. 

STANDAR PELA YANAN SEKTO~·KEU\UTAN DAN PERIKANAN 

· ... ~· 
~- .: 
• . 1· . ' . 

- . .. 

', t, 

... 



,, .·. 

.. ' 
- . . ..... ! 

j. Loket Inforrnasj: 

·.·., 

f. Formulir; 
g. CCTV; 
h. TV; 
i. AC; 

a. Kendaraan roda '2 dan roda 4; 
b. Meja dan kursi; . . 
c. Komputer dau' kelengkapan: 
d. Aplikasi pelayanan: 
e. Alat tulis kantor: 

.. ·' f 
•/ I 

1 .. Sarana: Sarana dan 
Prasarana atau 

Fasilitas 

8. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014Tentang 
Pemerintahan Daerah: 

14. Peraturan Pemerintah No111or 28 Tahun 2017. Tentang 
Pembudidayaan Ikan:" 

5. Peraturan Pemermtalf Republik Indonesia Nomor24. Tahun 
2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik: . ·r • 

6. ~.er~ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi N.omor 15 ·Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Standar Pelayanan; · : 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017Tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 

8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perlkanan Noman 67 / 
PERMEN-KP /2018 Tentang Usaha Pengolahanikan. 

Perikanan; 

2. Undang_- Undang Nomor 4~ Tahun 2009 Tetang Perubahan 
Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun ~004 Tentang 

1. Undang= Undang Nomor 25. Tahun 2014 Tentang Pelayanan . ' 
Publik; 

DasarHukum 7. 

. :.• 
· d. Sanksi. · 

c. Koordinasi dan eek lokasi 
. b. Mediasi .' · 

• 

1. Pengaduan dapat dilakukan .. secara tertulis melalui surat 
yang ditunjukan kepada Ke.pala Dinas Penanaman Modal 

! " Pelayanan Terpadusatu PintuKabupaten Buton Tengah; 
2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; 

a. ·Telepon: 082352058440 - ·· 
b. SM~/W A :0823p~p5844b .. r 

c. Email :butengdpmptsp@6mail.com 
-d. Facebook: Buteng'DPMPTSP 
e. Instagram : @buteng_:dpmptsp 
f. Twitter : @bu:te.ng_dpniptsp . . 

g. Website .dpmptspbutontengah.corn 
3 .. Waktu pelayananaduan 3 (tiga) hari; : 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan: saran dan masukan 

adala'i{; , 
' 

a. tT,erifikasi aduan · . 

Penan&,anan 
_pengadu~n, 
sarana dan 

masukn 

6. 



' · .. ff 
., 

• .i: .•• 

"J .. j 
. .. . . 

Penanaman 

Dilakukan oleh : · · .. 
1. Kepala DPM-PTSP Ieibupaten Buton Tengah; 
2. .KepalaBidangPelayananPenanamanModal Perizinan; 
3. Kepala Bidang . Jfepala Bidang Pengembangan . Iklim : 

Penanaman Modal :f 
4. KepalaBidangre~gendaliandanPelaksanaan 
' Modal; ' ·~ =r 

5. Kepalallldangl'engelolaanlfatadan Sistemlnformasi 
I 

Penan~rnan Mod.at!- 

Pengawasan 
Internal 

12. 

. . 

Pelaksanaan pelayananterdlri dart: . . 
1. Petugas inforrnask r 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 

I 

'3. Petugas teknis: . -; 
' 4. Petugas pencetak dan penerbit izin; 

5. Petugas pencatatan'Izin: 
' ' 6. Pejabat penandatanganan izin; 

7. Petugas loket penyerahan izin; 

Jumlah 
pelaksana 

11. 

Memaharni tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik : .. . . .. 
a. Bimbingan 'teknis PTSP; • , ., ·· 

. b. Bimbtnganteknis excellent Service·bagi Front Office; : 
MemiHki skil . lpen:goperasfa~n· system berbasis Informasi 
teknologi (IT); . '; ; · 

3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan 
pelayanan mel~uf., apli'iras1, clan peraturan perunrang­ 
undangan. 

•• f • 

Harus memililq kemampuan mengoperasikan 
Computer /PahqJTI IT 
Harus berijazah/Sercifikat Pelatrhan Bldang Pengembangan 
Penanaman M~~a!'s~cara Berjenjang 
Mempunyai sertiflkat OSS yang sesuai RBA (Ber-basis Resiko] 

Front Office harus berijazah SMA rnaupun D3 ataupun S1 yang 
sederajat . · . 

10. 

Kornpetensi 1. 
Pelaksanaan ,· 

2. 

3. 

,· 4. 
Prosedur, 1. 

- sistem dan 
mekanisme 

2. 

9. 

k Nomor Antrian Non Elektronik; .. 
- . v , 

1. Buku reglstrasl; ; 
. 

m. Buku peraturar(perund~g-undangan. 
l2. Prasarana dan fasilisas: .. 

' . 
a. Loket pelayananj ,. ,· . 
b. 

I 

Ruang konsultasi dan pengaduan, ; 
• 1 .... 

•. c. f~u~ng pendampingan layanan pri~ritas ; ,< 

d. Tmlet; .. . . 
e. Ruang menyusui.: .. ' . .... 

3. Fasilitas disabilitasi? 
a. Mushola: . .' ::, 

• I 
'• 

b. Ruang tunggu: : .{ . 
Ruang bermalnanak: ·. : 

c. •, . 
) . . 

d. Lahan parkir; ' : ! . 
e. Ruang tim teknis: . 
f Jaringan Wifi. . ' . 

·, 
~! <". 
t ,\, ., 
y. 
" t •• ~ 



1 • 

.... • 
,· 

.. ..• .. ~ 

•.f 

. ·. 

.. ' 

.;;·.· 

. I 

- .• 

·~ 

; .· f 

• ·.• 

. ' 
13. 

. 
1. Keamanan produkdijamin keaslianya dengan adanya tanda · Jami nan 

keamanan dan tangan pejabat berwenang dantanda barcode; , 
keselamatan 2. Keselamatan dari kenyamarian .dalam pelayanansangat di 

· pelayanan uramakan dan beba~ dari pungutan liar. 
14. Evaluasi 1. IKM [Indeks Kepuasan Masyarakat) ; ,. . 

Kinerja 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 
Pelaksana 3. Sistem Informasi Perizman: 

4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
5. Kotak saran dan kotak pengaduan, 

; 

? . 
r. •· 

.. 
• 



J 

. . , 

.. . , 
t. 

. . ' 

• 

1. Pernohon ·rne!).gajukan permohonan persetujuan 
. pernenuhan kornttmen izin melalui sistern Oss.go.id atau ; .r : 
i langsung ke Di~as Penanaman Modal dan Pelayanan ·: ~ 

~ . . . . ' 
Terpadu Satu Pint_µ; ~: , , 

2. Pemohon menyetor berkas peri:nohonan persetujuan 
, , . ' 

pemenuhankonjjnnen iz4J. 'k-epetugas Front Office untuk ·': 
pemeriksaan b.et~s permohonan, apabila lengkap dan 
mernenuhi persjaratan, pemohon menerima tanda terima 

: berkas sebagai bukti pendaftaran izin; 
3. · Pemrosesan persetujuan pernenuhan komitmen izin oleh 

'petugas dan ti~~ teknis untuk diberikan rekornendasi/ 
pertimbangan . .te~is; 

4. Penerbitan atau penolakan iztn melalui oss.go.id; 
5. Pengambtlanataukenyerahan surat izin/surat penolakan 

melalui petugas F~.Jnt Office. I 

~· . \ Koperasi; .~ 
9. Fotokopi Surat \ Bukti Penyetoran Modal Sekurang 

Kurangnya Simpanan Pokok 
10. Fotokopi Berita Acara . Dan Daftar Hadir Rapat 

; . 
, Pembentukan Koperasi: 

11. Dokumen Rencana Awa} .Ke~atan Usaha Koperasi (Rencana 
3 Tahun); · _ 

\ . ;,: 

12. Fotokopi Nomor'Pokok WaHo PajakAtas Nama Koperasi; 
13. Fotokopi Nomor Ji~kening Atas Nama Koperasi; . ) . '· 

. 14. Su~unanPengu,sti~DanP€fp,.gawasan(Struktur Organisasi) ·, 
· Kopcrasl: '; ~- · 

. t 

15. Daftar Riwayat ~i_.dup Pengurus Dan Pengawasan Koperasi; 
16. Fotokopi Kartu iTanda Penduduk (KTP) Pengurus Dan 

Pengawas Koper~si; 
17. Fotokopi Denah Lokasi • 18. Fotokopi Surat Izip Sebelumnya (Apabila Ada); 
19. Pas Foto 4x6; · ~ · I 
20. Map Snalhekter Piastik, I · :: 

Berbadan Hukum; , 
6. Fotokopi Izasah Pendinan Bangunan/Surat Perjanjian Sewa 

Menyewah B~ngunan; 
7. Profil Koperasl: 
8. Dokementasi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga 

1. Surat perrnohonan bermaterai: 
. ' . . 

2. Nomor Indu~ B.ef1:isaha (NIB);· 
3. Izin Usaha Dari OSS (Online Single Submission) ·: , . . . 
4. . Notiflkasi Perijihan Dan Fasilitas Dari OSS (011/ine Single . . . 

Submissiony: ,. 
5. Fotokopi Akta Pendiri/ Perubahan Perusahaan Jika 

Sistem 
mekanisme 

dan prosedur 

Persyaratan 
Pelayanan 

2. 

1. 

IZ~N ~OPERAS! SIMP AN PINJAM Produk 
Layanan 

No 

STANDARPELAYANAN· 
SEKTOR KOPEJiA.SI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

' . : f 
. 1 



5. 
, -. 

. 6. '. 

i . 
. 

l 7. 
- 

' 

. 
I •• 

persyaratan dan tatacara pengesahanakta pendirian clan 
perubahan anggaran dasar koperasi; . . . 
Peraturan Pemerintah · Nomor 9 tahun 1995 tentang 
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi: 

.· .~e~aturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor24 Tahun 
?018Tentang Pelayanan Perizinan Berusa~a Terintegrasi 
Secara Elektronik; : 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ' 

. Reformasi .Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Standar Pelaygnan: , 

7. Dasar Hukum 

c. Koordinasi dan eek lokasi . 
d. Sanksi. 

1. · Undang- undang nomor 25 tahun 1992 tentang 
perkoperasian; 

2. Und~ng - Undang Nomor 25 Tahun 2014 Ten tang 
.. Pelayanan Publik; 

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tetang 
pemerintahan daerah: 

4. Pera tu ran Pemerintah · Nomor 4Tahun 1994 Ten tang 

a. Verifikasi aduan 
b. Mediasi .. 

4. Tindak lanjut pe1:angana_n pengaduan, saran dan masukan 
adalah: , 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat 
yang ditunjukan ~epada Kepala Dinas Penanaman Modal 
PTSP Kab Buton.Tengah, 

2. Pengaduan, Saran dan Mas~n Secara Langsung via; 
a. Telepon: 082~520584~9 
b. SMS/WA :082352058440 
c. Email:butengdpmptsp@grnail.com 
d. Facebook: Buteng DPMPTSP 
e. Instagram: @buteng_dpmptsp 
f. Twitter : @bueng_dpmp~p 
g. Website :dpmptspbu'tontengah.com 

3. Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari; 

..... 

• saran a dan · 

.Penanganan 
pengaduan, 

6. 

5. Produk Layanan 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) 
2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS 
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol 

• 4. Pemberian peningk~tan pelaku . usaha melalui · Bimtek yang 
bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan 

5. Perbi£an Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 
Teknis 

6. Surat keterangan yang mener~.ngkan dalam proses layanan 
perizinan bagi yang mernerlukari Pelaku Usaha 

Tidak ada biaya (Gratis) 
\ '. j ., . Biaya Tarif" 

3. Jangka Waktu 
.· Pelayanan 

5 (Kari) Jam (kerja Pelayanan) . 
I ' ' Senin s.dKamis : 0~:00 s.d 16.00 Wita [um'at 

. 08:00 s.d 17.00 Wita 

: . 
··· masukn 

4. 

,. 



. .• . 

2. Harus memiliki 
Computer /Paham IT. 

./ 
/• 

mengoperasikan kema;mpuan 

1. F~ont Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun Sl yang 
sederajat 

b. Ruang tunggu.. • 
c. Ruang bermain anak; 

', 
d, Laban parkir: 
e. Ruang tim teknis: : 
f. '[aringan Wifi · 

e. Ruang menyusui; 
3. Fasilitas disabilitas: . 

a. Mushola; 

, 
j. Loker Informasl: 
k Nomor Antriari Non Elektronik; 
I. Buku registrasi:' · 
rn. Buku peraturan perundang-undangan, 

12. Prasarana dan fasilitas: 
a Loket pelayanan; 
b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas ; 
d. Toilet; 

Kompetensi 
Pelaksanaan 

9. 

.. 

f. Formulir; 
g. CCTV; 
h. TV; 
i. AC; 

e. Alat tulis kantor; 

1. 'Sarana: 
a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
b. Meja dan kursi; 
c. Komputer dan kelengkapan: 
d. Aplikasi pelayanan: ... 

Sarana dan 
Prasarana atau 

Fasilitas 

8. 

koperasi: 
11. Peraturan Bupati . Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 
24 Tentang Pendelegaslan Kewenanagan Pelayanan 
Perizinan Maupun Non Perizinan Kepada Kepala Dinas 

· Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan. . 

8. Peraturan Menteri Dalam Negerl 138 Tahun·2017 Tentang 
·· Penyelenggaraan PelayananTerpadu Satu Pintu Daerah: 

9. Peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah 
nomor 9 tahun . 2018 ·tari.tang penyelenggaraan clan 
pembinaan koperasi: . . ,· 

10. Peraturan menteri.kopesart dan usaha kecil dan menengan 
nomor 05 tahun 2019 tentaiig perubahan atas peraturan 
menteri koperasi ·?an usahakecil dan menengah nomor 11 
.tahun 2018 tentang perizinan usaha simpan pinjan 

•' ,· . .·,· . -~ 

•: 



I 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ; 
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 
3. Sistem lnformasi Perizinan; · 
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala: 
s. Kotak saran dan kotak pengaduan. 

Evaluasi 
Kiner]a 

Pelaksana 

14. 

1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adal1;ya tanda 
tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di 
utamakan dan bebas dari pungutan liar. 

Penanaman Modal; ,· .' 
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman 

Modal; · , · · 
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistemlnformasi 

~en~naman Modal; .. · 
J.aminan .· 

keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

13. 

Iklim 

Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan: 
3. Kepala Bi dang , Kepala Bidang Pengernbangan 

12. Pengawasan 
Internal 

·, 

4. Petugas pencetak dan penerbit izin; 
5. Petugas pencatatan Izin: 
6. Pejabat penandatariganan izln: 
7. Petugas loket penyerahan izin. 

3. Petugas teknis; 

Pelaksanaan pelayanan terdiri dari: : 
1. Petugas inform~~i; . . 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 

Jurnlah 
pelaksana 

11. 

'. 
, 

3. Merniliki kemampuan menganalisis maksud dantujuan 
pelayanan melalui aplikasi · dan peraturan perundang- 

· undarlgan. , 

1. Memahami tugas dan fungsi pelayananpublik yang baik: 
a. Bimbingan. teknis PTSP; 

' b. BiTI:bingan teknis excellent Service bagi Front Office; 
2. Men:iiliki.skillpengoperasiansistem berbasis inforrnasi 

teknologi (IT); 

Prosedur, 
sistem dan 
mekanisme 

10. 

3. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bidang Pengembangan 
Penanaman Modal secara Berjenjang 

4. Mempunyai sertifikat OSS yang-sesuai RBA (Berbasis Resiko) 



... 5. 

1. Penerbitan N omor Induk (NIB) 
2. Persetujuan Komitmen melalut Izin OSS 
3. Pemberian Bantuan layanan Sijempol I 

4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Bimtek 
yangbekerja sama_ dengan Kemitraandan Perbrnkan 
Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh 

' OPD Teknis 

Tidak ada biaya (Gratis) 

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) 
Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita 
[um'at 08:00 s.d 15.00 Wita 

3. Jangka Waktu 
,\ ,. Pela ya nan 

4. Biaya Tarif 

5. Produk Layanan 

2. 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.qo.id 
at~u lang~ung ke Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

2. Pemohori menyetor berkas permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office 
untuk pemeriksc!f1n: ber~s permohonan1apabila 
lengkap 

I 
dan rnemenuhi persyaratan,pemohon 

. menerim~. tanda terima berkas sebagaij bukti 
pendaftaran izin ; . 

3. Pernrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin 
oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan 
rekomendasi/pertimbangan telrnis; 

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui Oss.go.id; . . . 
. 5. Pengambilan .atau .Penyerahan surat izin /surat 

penolakan melalui petugas Front Office. · · 

Sistem mekanisme dan 
prosedur 

7. Persetujuan penemuan izin lokasi; 
8. Fotokopi peta dan dena bangunan; 
9. Daftar .: sarana dan prasarana yang 

dlgunakan dalam proses produksi: . . . 
10. Fotokopi sertifikat baik higienis pangan; 
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); ' 

. 12. Fotokopy NPWP; . 
· 13. Pas Foto 4x6; ··· 

14. Map Snalhekter Plastik 

1. Surat permohonan bermaterai; 
2. Nornor Iriduk Berusaha (NIB); 
3. Izin Usaha Dari OSS (Online Single Submission); 
4. Notifikasi Perijinan Dan Fasilitas Dari OSS (Online 

Single Submission); 
5. Fotokopi Akta Pendiri/ Perubahan 

Perusahaan [ika Berbadan Hukum; 
6. Persetujuan pem:enuhan komitmen 

\ 

SPPL/UKP- UPL/ AMDAL; 

1. Persyaratan Pelayanan 

IZINUSAHA 
DEPO'r AIR MINUMAN DAN ISi UIANG No Produk Layanan 

STANDAR PELAYANAN SEKTOR INDUSTRI 



,. . 

142 Tahun 2015 5. 

Pernerintahan Daerah; 
Peraturan Pernerintah Nomor 
Tentang Usaha Iridustrt: 
Peraturan Pemerintah Nomor 
Tentang Kawasan Industri; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
N omor24Tahun2018Tentai;igPelayananPerizinan 
Berusaha Terintegritas Secara Elektronik; · 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Dan Refonnasi Birokrasi Nornor 15 Tahun 
201~ Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

· 8. Peraturan 'Menten Perindustrian Nornor 81/M - 
IND/PER/1_0/2014 tentang perubahan peraturan 
menteriperindustrian nornor41/M­ 
INI)/PER/6/20P.8 Tentang ketentuan dan tata cara 

•' I • J 

daftar industri: 
9. Peraturan merited dalam negeri 138 tahun 2017 

tentang penyelenggaraan I?.elayanan terpadu satu 
pintu daerah; · . • 

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 67 /M-IND/ PER/6/2016 

• ~ 
107 Tahun 2015 4. 

Perindustrian: 
Undang.- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang . 3-. 

2. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik: ·· 
Undang - undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 

1. Dasar Hukurn 7. 
d. Sanksi. · 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis rnelalui 
surat yang ditunjukan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal PTSP Kab Buton Tengah; 

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; 
a. Telepon : 082352058440 
b. SMSjw A :082352058440. 
c. Erna.i_l.:buteng~pmptspe'Dgmail.com 
d. Facebook: Buteng DPMPTSP 
e. Instagram : @buten~dprnptsp 
f. Twitter : @buteng_dprnptsp 
g. Website :dpmptspbutontengah.com 

3. Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari; 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan 

rnasukan adalah : 
a .. Verifikasi aduan . 
b. Mediasi 
c. Koordinasi dan eek lokasi 

Penangananpengaduan, 
sarana dan rnasukn 

6. 

6. Surat 'keterangan yang rnenerangkan dalam 'proses 
layanan perizinan bagi yang rnernerlukan Pelaku 
Usaha .. 

,· 

, 
• 



!. 

1. Memahami tugas dan fungsi pelayarian publik yang 
baik: 
a Bimbingan teknts PTSP; 
b. Bimbingan tektiis excellent Service bagi Front 

Offi.c~; , .. 

c. Ruang bermain anak; j I 
- d. Laharr parker· 

e. Ruang tim teknis; . I 

f. Jaringan V\Tifi. 

mekanisme 
Prosedur, sistem dan 

> I· 
.• i: 

,. 
1· •• 

9. 

. ·, 

j. • Loket Informasi; 
·, 

k, N omor Antrian Non Elektronik: .. • 
L Buku regtstrasi: · · · 
m. B~ku peratur~n.,perundang-undangan; 

12. Prasarana dan fasilitas: 
." I • 

a Loket pelayanan;; = 

b. Ruang Jmnsulta~i dan pengaduan; 
c. Ruang pendarnpingan layanan prioritas ; 
d. Toilet; 
e. Ruangmenyusui ; 

~- Fasilitas disabilltas: 
a. Mushola: 
b. Ruang tunggu; · 

1. Sarana: 
a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
b. Meja dan kursi; 
c. Komputer dan kelengkapan; 
d. Aplikasi pelayanan; 
e. Alat tulis kantor; 
f. Formulir : I ' 

g. CCTV; . 
h. TV; 
i. AC; 

11. Peraturan menteri peridustrian nomor 30 tahun 
2019 tentang perubahan atas menteri perindustrian 
nomor 15 tahn 2019 tentang penerbitan izin usaha 
industri dan izin perluasan dalam kerangka 
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 
elektronik; 

12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 
2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton 
Tengah · Nomor 24 Tentang Pendelegasian 
Kewenanagan Pelayanan Perizinan Maupun Non 
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modaldan Pelayanan Perizinan. 

Keterangan 
system 

Rekomendasi, Surat 
pendaftaran dengan 
dikementrian perindustrian; 

Sarana dan Prasarana 
atau Fasilitas 

·s. 

I " 

Teknts, 
Dan Tanda 

· elektronik 

TentangPedonian Penerbitan 



1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen. izin 'melalui sistem Oss.qo.id atau 
langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pel,ayanan 
Terpadu Satu Pintu; · 

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetuiuan . 
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk 

Sis tern 
mekanisme dan 

prosedur 

2. 

.. 
. c. Memlliki surat ·,izirr lokasi dari instansi yang 

berwenang bagi daerah yang belum memillki tata 
cara ruang wilayah 

2. Untuk bidang usaha toko swalayan yang terintegrasi 
dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/ kawasan 
lain 
a. Memiliki hasil analisis kondisi ekonomi 

masyarakat [kecuali untuk minimarket) 
b. Memiliki rencana: kemitraan dengan usaha mikro 

dan usaha kecil 
c. Me~ililti surat izln usaha lokasi perbelanj~fln atau 

izin bangunan · .a~u kawasan lainnya ,t~mpat 
berdirinya took swalayan 

B. Untuk toko pusat perbelanjaan; 
1. Memiliki hasilanalisis'kondisi ekonomi masyar1kat 
2. Merniliki rencana kemitraan dengan usaha mikro atau 

usaha kecil · 
3. · Memiliki surat izin lokai dari instansi yangberwenang 

bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata 
ruang wilayah 

i. 

6. Fotokopi peta dan dena bangunan: 
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Ktp ); 
8. Fotokopy NPWP; 
9. Pas Foto 4x6; 
10. Map SnalhekterPlastfk, 
Persyaratan sesuai bidang usaha 
A. Untuk toko swalayan; 

1. Yang berdiri sendiri I 
a. Merniliki hasil · analis kondisi · sosial ekonomi 

masyarakat [kecual! untuk minimarket] 
b. Merniliki rencana kemitraan dengan usaha mikro 

dan usaha kecil : ·· 

1. Surat permohonanbermaterai: ' . 
2. Nomor Induk Berusaha {NIB); ; 
3. Izin Usaha Dari ass (01:1Ztne.Sin9le Submission); 
14. Notifikasi Perijinan Dan Fasilitas Dan OSS (Online Single 

Submission);' ·, ; 

5. F.~tokopi Akta .Pendiri/ .. Perub~han Perusahaan Jika 
Berbadan Hukum: 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

. - 

IZIN USAHA PERDAGANGAN: · Produk 
Layal).an No 

STANDAR~ELAYANANSEKTORPERDAGANGAN 



Tentang 

I 

Pelayanan Publik: 
2. Undang - undang Nomor 7Tahun 2014 

Perdagangan:: 
3. Undang - Undang Nornor 23 Tahun · 2014. Tentang 

'i>emerintahan Daerah; 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

N omor24 Tahun2018TentangPelayananPerizinan I 

Nomor Tahun 25 1. Undang-undang DasarHukum 7. 

g. Website :dpmptspbutontengah.com 
3. Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari; 
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan 

adalah : · 
a. Verifikasi aduan 
b. Mediasi, .'. 
c. Koordinasi dan eek lokasi 
d. Sanksi. 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat . . . 
yang ditunjukan kepada.Kepala Dinas Penanaman Modal 
PTSP Kah. Buton Tengah~ 

2. Pengaduan, Saran dan ~asukan Secara Langsung via; 
a.' Telepon: 082352058440 ' . 
b. SMS/WA :082352058'.1-40 I 
c. Email :butengdpmptsp~gmail.com 
d .. Facebook: Buteng DPMPTSP 
• e, lnstagram : ·@buteng_dpmptsp: 
f. Twitter : @buteng_dpmptsp 

' : 

·'." 

Penanganan 
pengaduan, 
sarana dan 

·:· masukn 

6. 

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS 
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol 
4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Blmtek yang 

bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan 
5. Perbitan Surat·P.ermintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 

Teknis 
6. Surat keterangan yan~ menerangkan dalam pr9_ses layanan 

periztnan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha 

5. 
Tidak ada biaya·(Gi:atis) 

. ·. . · .. 
Produk Layanan 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) 

Biaya Tarif 4. 

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) 
Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 15.30 Wita [um'at 

_08:00 s.d 15.op Wita 
.:. Pelayanan 

Tangka Waktu 3 .: 

pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi.persyaratan, pemohon menerima tanda terima 
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ; 

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh 
petugas dan tim teknis untuk diberikan 
re~omendasi/p~:timbangan teknis: 

4. Penerbitan atau .penolakan izin melalui oss.go.id: 
5~ Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan , 

melalui petugas Front Office. 

.. 



d. Toilet; 
,• 

Ruang menyusui; e . . 
3. Fasilitas disabilitas; 

a. Mushola: 
b. Ruang tunggu; 

; c. Ruang bermain anak: 
d. Lahan park:ir; 
e . Ruang tim telmis; 
f. . Jaringan Wm. 

b. Meja dan kursi: 
c. Komputer dan kelengkapan; 
d. Aplikasi pelayanan; , 
e. Alat tulis kantor; 

I 

f. Formulir; .. 
g. CCTV; 
h. TV; 
i, AC; 
j. . Loket Informasi: 
I<. N omor ~trian Non Elektronik; , 

... 
l. Buku registrasi: , 
~- Buku peraturan perundang-undangan, 

2. Prasarana dan fasilitas: 
a. Loket pelayanan; 
b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 
c. Ruang pendampin~ layanan prioritas ; 

,. 
1. Sarana; I 

a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; Prasarana atau 
Fasilitas 

8. Sarana dan 

Berusaha Terintegritas Secara'Elektronik: 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reforrnasi Birokrasi Nemer 15 Tahun 2014 'I'entang 
Pedoman Standar Pelayanan: 

6. Peraturan Menter! Perdagangan N omor 5 6 /M - 
DAG/PER/9 /2013 · tentang 

<' perubahanperaturanment~riperdagangannomor 70 /M- 
DAG/PER/12/2013 Tentang pedoman penataan dan 
pembinaan pasar; : , 

7. Peraturan menteri dalam negeri 138 tahun 2017 tentang 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah; 

8. Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 
64 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri 

. . 
perdagangan nornor 8 tahun 2020 tentang pelayanan 
perizinan berusahaterintegrasi secara eletronik q.i bidang 
perdagangan: 

9. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun ?021 
Tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton Tengah 
N omor 24 Tentang Pendelegasian Kevyenctllagan 
Pelayanan Pe~inan 'Maupun Non Perlzinari Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan. 

'r 



.. 

1., IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ; 
2. Evaluasi SistemAkuntabtlttas Kinerja Pemerintah; 
3. Sistem Jnformasi Perizinan; 

I 

4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala: 
s. Kotak saran clan kotak pengaduan, 

Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

14. 

1. Keamanan pmduk dijamin keaslianya dengan ladanya 
tanda tangan pejabatberwenang dan tanda barcode; 

2. Keselamatan dan kerryamanan dalam pelayanansangat di 
utamakan dan bebas dari pungutan liar. 

Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 

pelayanan 

13. 

4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanarnan 
Modal; 1 

5. Kepala Bi dang f engelolaan Data dan Sistem I 

lnformasi Penanaman Modal. , 

Penanaman Modal ; 

Dilakukan oleh ': , 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah: 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan; 
3. Kepala Brdang Kepala Bidang · Pengembangan Iklim 

Pengawasan 
Internal 

12. 

e. Petugas pencai::atan Izin; 
f. Pejabat penandatanganan izin: 
g. Petugas loket penyerahan izin; 

c. Petugas teknis; : 
d. Petugas pencetak dan penerbit izin; 

11. Jumlah pelaksana Pelaksanaan pelayanan terdiri dari: 
a. Petugas informasi; 
b. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas: 

.• 

1. Memahami tug~s dan fungsi pelayanan publicyang baik : 
a. Bimbingan teknis PTSP; .. · · 
b. Bimbingan teknis.exceiienr Service bagi Front Office; 

c. ,Memilik:iskillpengoper.asfansistem berbasis informasi 
teknologi (IT); ' 

d. Memiliki kemampuan menganalisis maksud ·· dantujuan 
pelayanan. melalui aplikasi dan peraturan perundang- 
undangan. · ·· ; 

Prosedur, 
systemdan 
mekanisme 

10. 

1. Front Office harus berijazah-Sfvla maupun D3 ataupun Sl 
yang sederajat , 

2. Harus memiliki . · kemampuan mengoperasikan 
Computer /Paham IT ' 

3. ~arus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bldang Pengembangan 
Penanaman Modal secara Berjenjang 

4. Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RB.f\ (Berbasis Resiko) 

Kompetensi 
Pelaksanaan 

• 9. 



b. Kegiatan pernbuangan air limbah kelaut terdiri atas: 
1) Kajian pemhuangan air limbah ke laut 
2) Informasi mengenai: tata letak industri keseluruhan 
. dan penandaan . unit yang berkaitan . dengan 

pengelolaan air limbah 
~) Neraca air rnenggambarkan keseluruhan sistem 

pengelolaan air limb~ 
4) lnformasi mengenai deskripsi dari sistern 

pengelolaan IP AL 
5) Inforrnasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan 

dalam pengelolaan air limbah : 
1 6) Informasi mengenai darurat pencemaran air laut 

7) Prosedur operasiO!}ql standar tangkap darurat IPAL 
8) Pakta integrasi 

'• I c. P~manfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah terdiri 
atas: 1 

1) lnforrnasi mengenai produksi . . . 
2) Neraca massa air dan air limbah 
3) Rencana pengelolaan air. limbah 

. . 
6. Dokumentasi teknis sesuaidengan kegiatan pernbuangan 

dan I pemanfaatan air limbah rang dimohonkan; ·, 
a. Kegiatan pembuangan air -liµibah kepermukaan terdiri 

atas: 
1) Kajian pembuangan air limbah ke air permukaan 
2) Informasi rnengenai tata letak industri keseluruhan 

dan penandaan un!t yang berkaitan dengan 
, · pengelolaan air limbah 

3} Neraca air dan air limbah yang menggarnbarkan 
keseluruhan sistem yang berkaitan dengan 
pengelolaan air limbah 

4) Informasi mengenai deskripsi sistern IP AL 
5)1 Inforrna~i yang menjelaskan upaya yang dilakfkan 

pengelolaan air Iimbah 
6) Inforrnasi .. uraian <penanganan kondisi darurat 

pencemaran air 
' . 7) Prosedur, operasi standar tangkap IP AL 

8) Pakta integritas 

1. Surat permohonan berrnaterai; . 
2. Nomor Induk Berusaha (NIB); . · .. . 
3. Izin tlsaha dari OSS (Online Single Submission); 
4. Notifikasi Perijinan dan Fasilitas Dari OSS (Online Single 

Submission); 
5. Peryataan pernenuhan komitmen yang ditanda tangani 

paling rendah setmgkat manajer yang membidangi urusan 
lingkungan; ,. . . 

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH 

,• 

.. 
Produk No Layanan .. 

·1. Persyaratan 
Pelayanan 

STANDARPELAYANAN SEKTORLINGKUNGAN HIDUP 



a: Verifikasi aduan 
b. Mediasi 
c. Koordinasi dan eek lokasi 

' ; d. SanksL 

c. Email:butengdpmptsp@gmail.com 
d. Facebook : Buteng DPMPTSP 
e. Instagram ;_@buteng_dpmptsp 
f. Twitter : @buteng_dp~ptsp 
g. Website :dprnptspbutontengah.com 
\J\;aktu pelayanan aduari 3 (tiga) hari; ' I 

Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan 1:nasukan 
adalah: 

3. 
4. 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui 1urat 
yarig ditunjukan kepadaKepala Dinas; Penanaman Modal 
PTSP Kah. Buton Tengah 

2. Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; I 
a. Telepon · • · I 
b. SMS/WA :082352058440 

Penanganan 
pengaduan, 
sarana dan 

masukn 

.. 
' 

6. 

' 
14. Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan 

perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha 

Teknis 

Penerbitan NomorInduk (NIB) 
I • • 

2. Persetujuan Komitnien melalui Izin OSS 
3. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 

Produk Layanan 1. 

Tidakada biaya (Gratis) 
...· \ . 

Biaya Tarif 4. 
·- 

Jum'at : ·08:00 s.d 15.00 Wita 

5 (Hari}Jam (kerja Pelayanan) 
' ·{ 

Senin s.d Kamis : 08:00 s.d 1~'.30 Wita 
J angka Waktu 

Pelayanan 
3. 

1. Pernohon mengajukan · .. permohonan persetujuan 
pernenuhan komltmen i~in'. melalui sistem Oss.qo.id atau 
langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

'· 2. Pemohon menyetor berkas permohonan 
persetujuan pernenuhan .k?mitmen izin kepetugas Front 
Office untuk pemeriksaan · berkas perrnohonan, apabila 
lengkap dan mernenuhl persyaratan, pemohon menerima 
tarida terima berkas sebagai bukn pendaftaran izin ; 

• Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin I oleh 
petugas dan . tim teknis untuk diberikan rekomendasif 
pertimbangan teknis; . 

• Penerbitan atau penolakan izin melalui Sicantikc/oud; 1 

• Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penclakan 
melalui petugas Front Office. 

Sistem 
mekanisme dan 

prosedur 

2. 

4) Zona llngkungan pernanfaatan air limbah ke tanah 
5) . Pakta integritas .. 

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
8. Pas Fote 4x6; 
9. Map Snalhekter Plastik, , 

_.; 

,· . ;, 

·· .... 



.. r. 

a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
b. Meja dan kursi; 
c. Komputer ~an kelengkapan; 
d. Aplikasi pelayanan; 
e. Alat tulis kantor: 
f. Formulir; 
g. CCTV; 
h. TV; 
i. AC; 
j. Loket Informasi; ' . 
k. .Nomor Antrian Non Elektronik; 

,1 I •1 

L . Buku registrasi; 
m. Buku peraturan perundang-undangan. 

2. Prasarana dan. fasilttas: 
a. Loket pelayanan: 

.... 

ranaatau 
Fasilitas 

SaranadanPrasa 1. Sarana: 

7. Peraturan menteri Iingkungan lingkungan hudup dan 
kehutanan nornor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 
tentang perubahan atas peraturan menteri lingkungan 
hidup dan · · ' kehutanan nomor 
P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 Tentang norma, 
standar, prosedur, dan kriterian pelayanan perizinan 
terintegrasi -secara eletronik lingkungan kementrian • 
lingkungan hidup ·~an kehutanan: "· 

8. Peraturan menteri lingkurtgan hidup dan kehutanan nomor 
P,102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang \ Tata 
Cara Perizinan Berusaha'I'erintegrasi Secara Elektronlk: 

9. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2021 
Tenf1Ilg Perubahan Peraturan Bupati Buton Tengah.Nomor 
24 .. Tentang Pendelegasian Kewenanagan :Pelwanan 
Perizinan Maupun, _Non Perizinan Kepada Kepala Dinas 
Penanaman Mod~l llim Pelayanan Perizinan; 

2. Undang - undang nomor 32 tahun 2009 tentang 
perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup; 

3. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
pernertntahan daerah Peraturan pemerintah nomor 27. 
tahun 2012 tentang izin F:ngkungan; 

4. Peraturan pernerintah RepubliK Indonesia nomor 24 
tahun 2018 tetang pelayanan perizinan berusaha .secara 
elektronik; : 

5. Peraturan menterl pendayagunaan aparatur negara dan 
refo;masi biro~a.$i nornor' 15 tahun 2014 tentang pedoman 
standar pelayanan: . . 

6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 138 tahun 2017 . ' 

tentang penyelenggaraan.: pelayanan terpadu satu ointu 
t ·'. 

daerah; · · 

7. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor z·s Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik; - 

. '. 



. ";' 

Dilakukan oleh : 

1. Kepala DPM-P}'SP Kabupaten Buron Tengah; 

2. Kepala Bidang Pelayanan Penanamari Modal Perizlnanj 

Pengawasan 
Internal 

12. 

d. Petugas pencetak dan penerbtt izin 

e. Petugas pen~tatan Izin 
f. Pejabat penandatanganan izin 

g. Petugas loketpenyerahan izin. 
I 

Pelaksanaan pelayanan terdiri dari: 

a Petugas inforrnasi ' , 
~, · .. 

b. Petugas loket pendaftaran I verifikasi berkas; 

c. Petugas teknis 
• 

undangan. 

3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan 

pelayanan melalui aplikasi dan peraturanperundang- 

teknologi (IT)( 

· Jumlah 
pelaksana 

11. 

berbasis informasi 2. M~milikiskillpengoperasiansistem 

1. Msmahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik: 

a. Bimbingan teknis PTSP; 

b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office ; 

Penanaman Modal secara Betjenjang 

4. Mernpunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) 

3. Hatus berijazah/Sertiflkat Pelarihan Bldang Pengembangan 

Computer /Pahan:i IT 

2. Harus 

Prosedur, 
sistem dan 
mekanisme 

10. 

mengoperasikan -kemamp~n 

. 
yang sederajat { 

'·· 
merniliki 

1. Front Office harus 'berijazah SMA maupun D3 ataupun S1 ~ . 
' 

. . 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas ; 

d . .Toilet; 

e. Ruang menyusui: 

3. Fasilitas disabilttas: 

a. Mushola; 

b. Ruang tunggu; 

c. Ruang bermain anak; 
'ij" • . ' 

d. , Lahan parkir; ·. 

e. Ruang tim telmis; 

f. J aringan Wifi. 

b. -Ruang konsultasi dan pe~g':1-duari; 

Kompetensi 
Pelaksanaan 

9 .. 

«, 

·•. ·• 

:. I , . . .. 



. . . 

.. . ·:. 

.. · .. 

Evaluasi 
Kinerja 

Pelaksana 

14. 

1. Keamanan produk dija~i~ keaslianya dengan adanya tanda 

tangan pejabat berwenarig dan tanda barcode; . 
2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanansangat di 

utamakan dan bebas dari pungutan liar. 

Penanaman Modal; 

4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman 

Modal; ' 

5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sisternlnformasi 

Penanaman Modal. .. · · 

3. Kepala Bidang Kepala -Bidang · Pengembangan Ikltm 

Jami nan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

13. 

1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ; 

2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 

3. Sistem Informasl Periztnan: 

4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 

5. Kotak saran dan kotak pengaduan . 

··~ 



langsung ke: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

. Terpadu Satu Pintu: 

pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau 

persetujuan 1. Pemohon mengajukan permohonan Sistem 
mekanisme dan 

prosedur 

2. 

e. 
f. 

g. .. 
hi 

I 

i. 

j. 
k, 

. I 

d. Lay Out Dan ·Desain Kontruksi Lokasi Dan / Bangunan 
Pengelolaan Limbah B3; : 
Uji Kualitas Lingkunga!1; · 
Uraian Pengelolaan Lirnbah B3 Yang Dilengkapi 

'Dengan Keterangan Dalam Bentuk Narasi; 
Diagram A.lir Proses Pengelolaan Air Limbah B3 Yang 
Dilengkapi Dengan Ketersangan Dalam bentuk narasi; 
Jenis Dan SpesifikasiPengelolan Limbah B3; 
Fasilitas · Pengendalian Pencemaran Apabila 
Menghasilkan Polutan Pencemaran Lingkungan; 
Perlengkapan Sistem Tangkap Darurat; 
Tata Letak Saluran Drainase Untuk Menyimpan Limbah 
B3 Fase Cair; : ' 

I 

1. Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup 
m. Laboratorium Analisis Dan/ Atau Alat Analis Lif11bah 

B3· 
I • - ; I 

n. Laporan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Limbah B3; 
. I 

o. Izin Pengelolaan Limbah B3 Yang Dimiliki: 
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

·1 

10. Pas Foto 4x6; 
11. Map Snalhekter Plastik, . , 

Limbah B3 yang Di 

Urusan Lingkungan; 
8. Dokumentasi Te~is Meliputi : 

a. KeteranganTentang Lokasi; 
b. Jenis Limbah B3 Yang dikelolah; 
c. Sumber, Karak:teristik Dan Kode .. 

Kelola; ., 

1. Surat perrnohonan berrnaterai: 
2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
3. Izin Usaha Dari OSS (Online. Single Submission); 
4. lzin KOMERSIL/ operasional DARI OSS (Online Single 

Submissions;' 
5. Notifikasi Perijinan Dan Fasilitas Dari OSS (Online Single 

Submission); 
6. Izin _Lirtgkungan yang ·T_elah Memenuhi Komitmen Dan 

Berlaku Efektif Dari OSS (Online Single Submission); 
7. Peryataan Pemenuhan Komitmen Yang Ditanda Tangani 

Paling Rendah Setingkat Manaier Yang Membidangi 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN .. 
BERBAHAYA pAN BE~CUN (LIMBAH B3)UNTUK 

.. PENGHASIL Layanan 
Produk No 

STANDAR PELAYANAN SERT.PR LINGKUNGAN H\PUP 

I • 



.. .. 
.. 

3. Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari; · 
• ; I 

4. Tindak lanju~ penanganan pengaduan, saran dan mas1ukan 
adalah: ' 

e. · Instagram: @buteng_dpmptsp 

f. Twitter : @buteng_dpmptsp 

g. Website .dpmptspbutontengah.corn 

d .. Facebook : Buteng DPMPTS~ 

. 
: butengdp'mptsp@gma'il.com 

I 

b. ·SMS/WA :082352058440 

c. Email 

a. Telepon 

2 .. Pengaduan, Saran.dan Masukan Secara Langsungvia; , 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui 'surat 
yang clitunjukan kepada :Kepala Dinas Penanaman Modal 

PT~P.Kab. Buton Tengah; ·. 1 

Penanganan 
pengaduan, 
sarana dan 

masukn 

6. 

6. Surat keterangan yang men.erangkan dalam proses laYianan 

perizinan bagi yang mernerlukan Pelaku Usaha 

Teknis 

bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan 

5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 
'· 

. ' 

3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol 

4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Bimtek yang 

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin ass' 
Produk Layanan-: 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) 5. 

Tidak ada biaya [Gratis] Biaya Tarif 4. 

Jum'at : 08:00 s.d 15.00 Wita 
.. 

5 (Hari) Jam (kerja Pelayanan) 

Senin s.d Kamis "' .08:00 s.d 15.30 Wita 

J angka Waktu 
Pelayanan 

3. 

petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/ 

pertimbangan teknis; 

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id: 

5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan 

melalui petugas Fr_ont Office. 

me~enuhi persyaratan, pemohon menerima tanda.terima . . : . 
berkas sebagai bukti pendaftaran izin ; ·· 

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan .kornitmen izin oleh 

pemeriksaan berkas perrnohonan, apabila lengkap dan 

2. Pemohon menyetor berkas : permohonan .persetujuan 
' . . 

pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk ... 

•,, 

.· , 



f. Forrnulir : 

a Kendaraan roda 2 dan roda 4; . . 
b. Meja dan kursi: 
c. Komputer dan kelengkapan; 
d. ·. Aplikasi pelayanan; . 

' 
· e. Alat tulis kantor; 

1. .Sarana: Saranadan 
Prasarana ajau 

I 
Fasilitas 

8. 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik; 

2. Undang- Undang Nornor 32 Tahun 2009 Tentang 
PerlindunganDan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

3. Undang- Undaug N~mor 23 Jahun 2014 Tentang 
,.. I 

Pemerintahan Daerah: 
4. Peraturan Pemerintah· Nomor 27 Tahun 2012. Tentang 

Izin Lingkungari ; 
5. Peraturan Pernerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tetang 

Pengeloaan Limbah Berbahaya Dan Beracun; 
6. Peraturan Menteri Repubiik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2018 Tentang Pelayanaan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Stander Pelayanan: 

8. Peraturan Menreri DalamNegeri Nomor 138 Tahun 2017 
Tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu 

I 

Daerah; 
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanannomor . . 

P.95/ MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/11/2q18Tentang~erizinan Pengelolaan 
Limbah Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin . . . 
Lingkungan · Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik; ' 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor 
P.5/ MENLHK/ S'ETJEN/KUM.1/1/2020 Tentang 
Perubahan Atas Menteri Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan Nom~r P.22/ MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/7 /2018 ·. Tentang Norma, 
Standar, Prosedur, Dan Kriterian Pelayanan Perizinan 
Tertntegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementrian 
Lingkuan Hudup Dan Kehutanan: 1 

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 
Nomor P.12/MENLHK /SETJEN/ PLB.3/5/2020 Teptang 
penyimpanan limbah berbahaya dan beracun. 1 

DasarHukum 7. 

. 
c. Koordinasi dan eek lokasi Sanksi. 

a: Verifikasi aduan 

b.' Mediasi 



. I 
.. . 

1. Petugas informasi: 

11. Jumlah pelaksana Pelaksanaan pelayanan terdiri dari: 

1. Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik yang baik : 
, 

a. Bimbingan teknis P'J'.SP 

b. Bimbingan teknis excellent Service. bagi Front Office 
2. Memilikiskillpengoperasiansistem berbasis informasi 

teknologi (IT); ' 

3. Memiliki kemampuan menganalisis rnaksud dan tujuan 

pelayanan melalui ap1ikasi dan . peraturanperundang­ 

undan~an. 

Penanaman Modal secara Berjenjang ; 

4 .. Mempunyai sertifikat OS~· yang sesuai RBA (Berbasis Resiko] 

Computer /Paham IT 

3. Harus berijazah/Sertifikat Pei~tihan Bidang Pengembangan . . . 

Prosedur, sistem 
dan mekanisme 

10. 

, . • 
mengoperasikan memiliki 12. Harus kemampuan 

yang sederajat 

1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun Sl Kompetensi 
Pelaksanaan 

9. 

e. Ruang menyusui ; ,: 

f. Fasilitas disabilitas; - 
g. Mushola; 

h. Ruang tunggu; 

i. Ruang bermain anak;' 

j. Lahan parkir; 

k. Ruang tim teknis; 

1. · J aringan Wifi. 

a. Loket pelayanan: 

b. · Ruang konsultasi dan pengaduan: 

c. Ruang pendampingan layanan prioritas; 

d. ·toilet; 

2. Prasarana dan fasilitas: 

m. Buku peraturan perundang-undangan. 

I. Buku registrasi; 

j. Loket Informasl: 

k. Nomor Antrian Non Elektronik; 

'·· ( 

... 
•,t 

·.•. 

•. 

g .... CCTV; .. 
' . ,.. h. TV; ,. 

·' 
,. 

i. AC; 
s » - 

.. 



s. Kotak saran dan kotak pengaduan, 

3. Sistem Informasi Perizinan: 

4. Rapat Evaluasi yal!:~ dilaksanakan secara berkala; 

. - 

I 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 

2. Evaluasi Sistem Akuntabtlitas Kinerja Pemerintah; 

1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya 

tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 

2. Keselamatan dan, kenyamanan dalam pelayanansangat di 

utamakan dan, be bas dari pungutan liar. 

13. Jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

. i4. Evaluasi Kinerja 
•' Pelaksana 

,. 

1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; 

2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan: 
•' 

3. Kepala Bidang . Kepala Bidang Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal ; 

4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman 

Modal; 

5. Kepala Bidang P~ngelolaan Data dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal. 

Dilakukan oleh : '. Pengawasan 
Internal 

·12. 

2. Petugas loket pendaftaran / ~erifikasi ~erkas; 

3. Petugas teknis: '·· . ;. 
4. Petugas pencetak dan perierbtttzin., 

5. Petugas pencatatan Izin: 

6. Pejabat penandatahganan izin; 

7. Petugas loket penyerahan izin. 



' .. 

. . . 
2. 'Pengaduan. Saran dan Masukan Secara Langsung via: 1 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara .tertulis melalui ?urat 
· yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanarnan Modal 
PTSP Kab. Buton Tengah; ' 

,· 
6. Surat keterangan yang menerangkan .dalam proses layanan 

perlzinan bagi yang m/merlukan Pelaku Usaha 
Penanganan 
pengaduan, 
sarana dan 

masukn 

6. 

-: Teknis 

Penerbitan Nomor Induk (NIB) 
2. Persetujuan Komitmea melalui Izin OSS 
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol . 
4. Pemberian pening~~n pelaku usaha melalui Blrntek yang 

bekerja sama dengan Kemttraan dan Perbankan 
5. Perbitan Surat Permintaan Rekomendasi Teknis oleh OPD 

I Produk Layanan 1. 5. 

• IAda biaya /Retribus.i Sesuai Peraturan Daerah 
. •• J 

4. Biaya Tarif 

5 (Hari) [am (kerja Pela}fanan) 
Se~in s.d Kamis : OB:GO s.d 1.6.00 Wita [urn'at 

08:00 .. ~.d 17.00 Wita ; 
Pelayanan 

3. JangkaWaktu 

2. Sistem 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan 
mekanisme dan pemenuhan komi.tmen izin melalui sistem Oss.go.i~ atau 

prosedur langsung ke Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu: , 

2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan 
pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk 
pemeriksaan berkas perrnohonan, apabila lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima 
be:r:kas sebagai bukti pendaftaran izin ; 

3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh 
petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/ 
pertimbangan tekriis/ . . 

4. Penerbitan ata~ peno}akan· izin melalui Slcantikc/oud; 
5. Pengambilan atau Pehyerahan surat izin /surat penolakan 

melalui petugas Pront Office. 

. 
11. Map Snalhekter Plastik. 

8. Rekomendasi Dari Lurah Mengetahui Camat; 
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
10. Pas-Foto 4x6; .. 

... 
7. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan (Iika 

Berbadan Hukum); 

1. Surat permohonan bermaterai; 
2. SURAT KETERANGAN .RENCANA KABUPATEN (SKRK) 

OLEH dinas PU da:11 penataan ruang 
3. Dokemen UKP-UPL/ AMDAL 
4. Nomor Induk Berusaha (NIB); 
S. Fotokopi Persetujuan Prinsip: 
6. Fotckopi Dokumen Keperntlikan Tanah: 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

IZIN fiNGKUNGAN Produk 
Layanan No 

. . 
STANDAR PELAYANAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP 

' f 



. . 
11. 

I 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 
P.38/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7 /2019 Tentang lenis 
rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki 
analisis mengenai dampak lingkungan hidup; 
Peraturan Meriteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

10. 

Pelayanan , Perizinan Perusaha Terintegr~si Secara 
Elektronik; · 

.. 7. 

6. 

5. 

4. Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 201~:, Tentang 
Izin Lingkungarr : 
Peraturan M~nteri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2018 Tentang Pelayanaan ' Perizinan Berusaha 

·, . 
Terintegrasi Secara Elektronik; .. ,. 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Refo~asi Birokrasi Nomor 15 T~hun 2014 · Tentang 
Pedoman Standar Pelayanan: · · . . · . 
Peraturan Menreri Dalam Negeri Nornor 138 Tahun 2017 
Tentang Penyelenggaraanpe_layanan. Terpadu Satu Pintu 
Daerah; 

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 
.. 

P.25/MENLHK/ • SETJEN/KUM.1/7 /2019 Tentang 
Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan / Atau 
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan 
Limbah Hidup Dan _Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup Dan SPPL ; 

9. Peraturan Menteri Lirigkungan Hidup Kehutanan nomor 
P.26/ MENUJK/ · SETjEN/KUM.,1/7 /2018 Tentang 
Pedoman Penyusunan Da:i Penilaian Serta Pemeriksaan 
Dpkumen Lingkungan . Hudup Dan Pelaksanaan 

Pemerintahan Daerah; · 

1. · Undang-undang ·Nomor 25 Tahun 2009 
TentangPelayanan Publik; 

2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hid up; 

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

DasarHukum 7. 

a. Verifikasi aduan; 
b. Mediasi; 
c. Koordinasi dan eek lokasi; 
d. Sanksi. 

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan 
adalah: .. . 

c. Email:butengdprnptspy.)gmail.coro 
d. Face book: Buterrg DPM:PtSP 
e. Instagram: @buten!Ldpmptsp 
f. Twitter : @buten~dpmptsp 
g. Website .dpmptspbutontengah.com 

3. Waktu pelayanan aqtan 3 (tiga) hari; 

a. Telepon: 
b. SMS/WA:082352058440 

i I • 

'. ,,·., 
·"·'. 

·, , ... ,,. 



., .• 

1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun S1 
yang sederajat 

2. Harus memiliki . kernampuan mengoperasikan 
Computer /Paham IT 

B. Harus b.erijazah/Sertifikat · Pelatihan · Bl dang Pengempangan 
Penanaman Modal .secara Berjenjang · 

~- Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko] 

Kompetensi 
Pelaksanaan 

9. 

e. Ruang menyusui ; 
13. Fasilitas disabilitas; 

a. Mushola; 
b. Ruang tunggu; 
c, , Ruang bermain anak; .. 
d. Laban parkir. . · ; 
e. Ruang tim teknis; 
f. Jaringan Wifi. ·. 

i. , -AC; : 
j. Loket Info"rmasi; 

:k Nomor Antrian Non Elektronik; 
L Buku regtstrast, ' 

m. Buku peraturan perundang-undangan, 
2. Prasarana dan fasilitas; 

,, 
'· ' ·. 

: a. Loket pelayanan; 
b. Ruang ko~ultasi dan pengaduan; 
c. Ruang pendampingan !ayanan prioritas ; 
d. Toilet; 

·" I 

f. Formulir; ' 

g. CCTV; 
h. TV; . 

1. Sarana: 
a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
b. Meja dan kursi; 
c. Komputer dan kelengkapan; 
d. Aplikasi pelayanan: 
e. Alat tulis kantor: 

Sarana dan 
Prasarana atau 

Fasilitas 

8. 

12. Peraturan Bupati Euton Tengah Nornor 28 Tahun 2021 
Tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton · Tengah 
Nomor 24 Tentang . Pendelegasian Kewenanagan 
Pelayanan Perizinan Maupun Non Perizinan Kepada 

; 

Kepala Dinas Penanamah · 1 

13. Modal dan Pelayanan Perizinan. 

Perizinan 
'Lingkup 

Standar Prosedur Dan: Kriteria Pelayanan 
Terintegrasi - Secara Eletronik 
Kernentrianlingkungan Hidup Dan Kehutanan; 

·': t 

Nomor P.5/ME:NLHK /SETJEN/ 
faJM.1./7 /2019Tentangf.erubahanAtas Peraturan 
Menteri Iangkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 
P.22/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/7 /2018 Tentang Norma 

.· . . . · 
. ' 



. - 

Sistem Inforrriasi Perizinan: 
Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
Kotak saran dan kotak pengaduan. 

lKM (lndeks Kepuasan Masyarakat) ,; I 
Evaluasi Sistem Akuntabilltas Kinerja Pemerintah; I 

Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya 
tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; 
Keselamatan dan kenyamanan dalam · pelayanansangat di 
utamakan dan bebas dari pungutan liar. 

Jaminan 1. 
keamanan dan 
keselamatan 2. 
pelayanan 

Evaluasi Kinerja 1. 
Pelaksana 2. 

3. 
4. 
5. 

14. 

·13. 

5. KepalaBidang Pengelolaan Data dan Sistern 
Informasi Penanaman Modal. 

Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM-PTSP" Kabupaten Buton Tengah- 
2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan; 
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan lklim 

Penanaman Modal : 
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman 

Modal; , ' 

Pengawasan .· 
Internal 

12. , 

1. Petugas informasi: 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 
3. Petugas teknis: 
4. Petugas pencetak dan penerblt izin; 
5. Petugas pencatatan Izin; . 
6. Pejabat penandatanganan izin; 
7. Petugas loket penyerahan izin, 

Pelaksanaan pelayanan terdiri dari: Jumlah 
pelaksana 

11. 
.,_; undangan. 

Prosedur, 1. Memahami tugas danfungsi pelayanan publikyang baik : 
sistem dan a. Bimbingan teknis PTSP .' . ' 
mekanisme b. Bimbingan tekriis excellent Service bagi Front Office 

2. Memilikiskillpengoperasiansystemberbasis ' informasi 
teknologi (IT); 

3. Memiliki kemarnpuan menganalisis maksud dan tujuan 
pelayanan melalui aplikasi dan peraturanperundang- 

10. 

,• 



5. Produk Layanan 1. Penerbitan Nomor Induk (NIB) 1 

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS 
3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol 

Tidak ada biaya (Gratis) 4. , Biaya Tarif 

5 (Hari) Jam (kerjaPelayanan) 
Senin s.d Kamis , ~ 08:00 s.d 15.30 Wita [um'at 

08:00 s.d 17 .. 00 Wita . 

J angka Waktu 
Pelayanan 

3. 

1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan , . 
komitmen izin melalui sistem Oss.g.o.ia atau langsung ke 
Dinas Penanaman l'vi~dal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

2. Pemohon menyetor berkas perrnohonan persetujuan 
pemenuhan kornitmen izin kepetugas Front Office untuk 

~ t : • 

pemeriksaan befkas perrnohonan, apsbtla lengkap dan 
memenuhi persyaratan, pemohon men.~ma tanda terima 
berkas sebagai buktipendaftaran izin ; ·11 

3. Pemrosesan pe~e1uan pemenuhan komitmen fzin ol~h 
petugas dan tim teknis untuk diberikan rekornendasi/ 
pertimbangan teknisi 

4. Penerbitan atau penolakan izin melalui Sicantikc/oud; 
5. Pengarnbilan ata.u Penyerahan surat izin /surat penolakan 

melalui petugas Pront Office. . . 

Si stem 
mekanisme 

dan prosedur 

2. 

9. Pengesahan Site Plan; · 
10. Surat Pernyataan 'Koordinator Direkti Pengawasan Dan 

Pengkajian Teknis;/ ·., : · · 
11. Surat Pernyataan Ko ordinator Direktj·~ Pengawasan Yang 

Mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan.j'll'Tli]: . 
12. Laporan Kajian Teknis oleh Pengkaji Ycill.g Mempunyai Izin 

Pelaku Teknis Bangunan (IPTB); · • · 
13. Surat keterangan selesai menibangun; - . 

1 

I ' 
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ; ·. 
15. Map Snalhekter Plastik dan materai Rp. 10.000 masing- 

masing 3 (tiga) buahj'lembar. .. -, 

( I 

1. Surat permohonamberrnaterai: , .. 
2. Pas Foto 4x6; : ; ~ 
3. Surat Kuasa darr , Pemilik atas Pengurusan Izin Qika 

.. 
Dikuasakan ); · · • 

4. Fotokopi Akta Pendirlan/ · Perubahan LPeru.sahaan (*Jika 
Berbadan Hukurn); e 

5. Fotokopi Dokumen Kepemilikan Tanah; 
6. Izin Pendirian Bangunan Yang Telah Dirniliki: 
7. Gambar Rencana Bangunan; , 
8. Rencana Anggaran Bjaya (RAB) ; 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

SJ;:RTIFIKAT. LAIK FUNGSI . Produk 
Layanan No 

·,:Y STANDAR PELAYANAN 
SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

' .. , 
.. ,:· 

-f,· 
.; .. 



. . • I 

I . 

. . 
Tentang Penataan Ruangan: ' 

3. Undang Undang.Nornor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik; : ,· 

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah: 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 T~ntang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 28 Tahun 
2002 Tentang-Bangunan Gedung; 

.. I 
6. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 
7. Peraturan Menteri Republik Indonesi~ Nomor: 24 Tahun 

2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik: . . '. 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Refo;masi Birokrasi .Nomor 15 Ta~n 2014 Tentang 

' Pedoman Standar Pelayanan: · . 
• • j ! 

9. Peraturan Menter! Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat . . . I 
Republik Indonesian Nomor 05/PRT/M/2016 Tenta~W Izin 
Mendirikan Bangunan; 

1. Undang-Undang Rejrublik Indonesia Nsmor 28 Tahun 2.002 
Tentang Bangunan :Gedung; .: 

2. Undang Undang R~publik Indonesia Nornor 26 Tahun 2007 

Dasar Hukum 7. 

c. Koordmasl dan eek Iokasi ' 
5. Sanksi. • 

? 
a. V~rifikasi aduan . .' 
b. Mediasi . ·.·\_ 

• 
., 

2. Pengaduan, Saran d$. Masukan Secara Lsngsung via; 
·, 

a. Telepon: ·. :; 
b. SMSjWA:08235~·58440 
c. Email:butengdp~ptsp@gmaiLcom • · · 
d. Facebook : Buteng' DPMPTSP ' 
e. Instagram : '@outeng_dp.mptsp 
f. Twitter: @but~rig_dpmptsp·, ·· • 
g. Website .dpmptspbutontengah.cojn 

I, , ' •• 

3. Wa~ pelayanan a_d~an 3 (tiga) hari; ,-:~ _;,. 
4. Tindak lanjut pen~~gana~ -pengaduan, saran dan rnasukan 

adalah: 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat 
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas .Penanaman Modal 
PTSP Kab. Buton Tengah; 

Penanganan 
pengaduan, 
sarana dan 

masukn 

6. 

Teknis 
6. Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan 

perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha ,. 

4. Pemberian peningkatan pelaku usaha melalui Blmtek yang 
bekerja sama dengan Kemitraan dan Perbankan 

5. Perbitan Surat Perrntntaan Rekomendasr Teknis oleh OPD 

. .. '. . 
,, 

} .: 



f. Formulir; 
CCTV; . . g. 

h. TV; 
. 

i. AC; ... 
j. Loket Informasi: 
k, Nomor Antrian-Non Elektronik 
1. Buku registrasi; ., . 
m. Buku peraturan perundang-undangan. ; 

2. Prasarana dan fasilitas: .. a. Loket pelayanan: : 

b. Ruang konsultasi dan pengaduan: 
Ruang pendampingan layanan prioritas; 

. c. ., 
d. Toilet; - • r 

e. Ruang menyusui; 
' 3. Fasilitas disabilitas: . 

a. Mushola; ' I 

b. Ruang tungguj 
c. Ruang berm.ain anak; · 

I' . 
d. Lahan parkir: 
e. Ruangtim teknis; 

,. f. J aringan Wifi. 

Fungsillangunan Gedung. 
8. Sarana dan 1. Sarana: . 

Prasarana atau a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
Fasilitas b. Meja dan kursi; 

c. Komputer dan kelengkapan: 
d. Aplikasi pelayanan: ·. . . . , -, 

e. Alat tulis kantor: . I . .. 

. ' 

10. Peraturan Men~eri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
Tentang Penyelenggaraan ~elayanan Terpadu Satu Pintu 
daerah; , 

11. Peraturan Menteri Pekerja. Umum Dan . Perumahari Rakyat 
Republik Indonesia Nemer 06/PRT /M/2017 Tentang 
Perubahan PeraturanMeriteri Pekerjaan Umum Dam 
Perumahan Rakyat Republik Indonesia 
NomorOS/PRi:/M/2016 · Tentang · Izin Mendirikan 
Bangunan Gedung 

12. Peraturan Menteri Pekerja .Umum Dan Perumahan Rakyat 
Republik Indonesia Nornor 19 /PRT /M/2018 Tentang 
Penyelenggaraan · Izln Mendirikan Bangunan Gedung 
Melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Urman Dan Perumahan 
Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Peke.rjaan Umum Dan Per.umahan 
Rakyat .. Nomor 27 /PRT /M/2018 Tentang Sertifikat Laik 

~- 
''" .··,:' 

\: 
. f. 



1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ; 
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kiherja Pemerintah; 
3. Sistem Informasi Perizinan: 
4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
s. Kotak saran dan kotak pengaduan. 

Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

14. 

1. Kearnanan produk dijamin keaslianya dengan adanya tanda 
tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; f 

2. Keselamatan dan kenya~anan dalam pelay~nan5rngat 
diutamakan dan bebas dari pungutan liar. . .. 

' 
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sisternlnformasi 

Penanaman Modal 
[aminan 
keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

13. 

·. 
dan Pelaksanaanl'enanaman 

Penanaman Modal; , 
4. Kepala Bidang Pengendalian 

Modal; .. ; : 

2. Kepala Bidang Pelay.anan Penanaman Modal Perizinan; 
3. Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan . Iklim 

Dilakukan oleh : 
l. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Euton Tengah; 

12. Pengawasan 
Internal 

Pelaksanaari pelayanan terdiri dari: 
1. Petugas informasi; 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 
3. Petugas teknis: 
4. Petugas pencetak dan penerbit izin; 
5. Petu~as pencatatan Izin; , 
6. Pejabat penandatanganan izin; 
7. Petugas loket penyerahan izin, 

Jumlah 
pelaksana 

11. 
undangan. 

1. Memahami tugas ~ii fungsi pelayanan publik yang baik : 
a. Birnbingan teknis' PTSP . · ·: : · ·:. 
b. Bimbmgan teknis excellentServicebagiFront Office · . 

2. Memilikiskillp~ngoperasfa1.1syst~mberb~sis inforrnasi 
teknologi (IT); . ·. ·.' . 

3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud .1an tujuan 
pelayanan rnelalui apl~kasi dan peraturanperundang- 

10. Prosedur, 
sistem dan 
mekanisme 

1. Front Office harus berijazah SMA maupuh 03 ataupun S1 yang 
r. • .. , ; .. 

sederajat , ··:. 
2. Harus memilikr , kemampuan mengoperaslkan 

Computer /Paham IT . 
3. Harus berijazah/Sertifikat Pelatihan Bidang Pengembangan 

Penanaman Modal secara Berjenjang ".: · 
4. Mempunyai sertifikat QSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) 

9. Kompetensi 
Pelaksanaan 

·, 



::· ' 

.. ' 
(, 

• Material struktur penahan gempa, 
.•pracetak dan prategang sambungan mekanis . 

5. DA'fA TEKNIS MEKANIKAL, ELEKTRJKAL, PLAMBING 
• Perhitungan teknis Sederhana dan Garnbar [aringan 

listrik yang terdiri dari garnbar surnber, jaringa17i, dan 
pencahayaan . 

• .Perhitunga~ Teknis dan Gambar Rencana S stem 
. Sanitasi Yang .Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air 

. . ·" . I 

-Limbah, Air Hl'lj¥,l, Drainase, dan Persampahan .. 

• Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana • 
Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan 
Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya 
( dalam hal batjgunan gedung lebih dart 1 lantai maka 
dilengkapi garnbar rencana tangga dan gambar rencana 
plat lantai. ~: ·. Gambar dinding geser (bila 'ada) 3. 
Gambar basemen (bila ada] 

* Gambar Detail S$ktur .,. 1 
• Spesifikasi 'reR:nis meliputi spesifikasi umum dan 

v . I 
· · -spestftkasi' khusus Qenis, tipe, dan karakteristik 

material/bahan.yang digunakan secara lebih detail dan 
menyeluruh untuk komponen struktural) 

• Spesifikasi yang' dimaksud antara lain : 
• Material retrofit, 

' 

• Gambar Situasi, Re:n~ana Tapak, Denah.. Potongan, 
Tampak dan detail Bangunan Gedung ., 

• Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan 
spesifikasi khusus · Qenis, tipe, dan karakteristik 
material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan 
menyeluruh u&tuk kqmponen arsitektural) . ' 

4. KETENTUAN TEKNIS STRUKTUR 
• 

atau perseorangan 
• , - Arsitek berllsensi . 

• J 

3. DQKUMEN ARSITEKTUR 

• Surat Perjanjlan pemanfaatan tanah antara pemilik 
tanah dan Pemilik Bangunan Gedung 

* Data ,·· 
• - Penyedia [asa Perencana Konstruksi badan usaha 

• Informasi ~p /IGT AS* 
• Informasi KRK/KKPR* 

1. DOKUMEN TAN/\,H,. . : 
• Bukti Kepemiltkan : 
• Garnbar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar 

bangunan gedung yang sudah .ada (eksisting) pada 
area/persil yang akan dibangun ,. 

2. DOKUMEN UMUM ' 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

. . 

'SIMPBG Produk Layanan No 

STANDARPELAYANAN 
SEKTOR PEKERJAAN UM\iM DAN PENATAAN RUANG 

. ... 
,. 

,' • ') I 



a. Verifikasi.aduan .. 
b. Mediasi ., 
c. Koordinasi dan eek lokasi 

S. Sanksi. 

4. Tindak lanjutyenanganan pengaduan, saran dan 
masukan adalah :. , 

-, 

I· 

c. Email:butengdpmptsp@gmail.com 
• • I 

d -, Facebook : Bsteng DPM:PTSP 
e. Instagram : @buteng_dpmptsp. 
f. Twitter : @buteng_dpmptsp · 
g. Website .dpmptspbutontengah.corn 

3. Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari; 

I 
Pengaduan, Saran dan Masukan Secara Langsung via; 
a. Telepon: 
b. SMS/WA:08~352058440 

2. 

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat 
yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
PTSP Kah. Buton Tengah: 

Penanganan 1. 
pengaduan,sarana 

danmasulm 

6. 

Tidak ada biaya (_Gratis) 

5. Produk Layanan Sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

Biaya Tarif 4. 

5 (Hari) Jam (kerja PelayananJ . . 
Serrin s.d Kamis • Q.8:00 s.d 16.00 Wita 

· Jurn'at · 08:0o··s:ct·1S.30 Wita 

Jangka Waktu 
Pelayanan 

3. 

8. Operator (Dlnas Perizinan) melakukan penagihan 
·, retribusi kepada pemohon 

9. Pemohon melakukan pembayaran retribusi, diirasi waktu 
pada tahap Penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja tidak 
termasuk waktu pembayaran oleh pemohon 

10. Kepala Dinas [Dinas Teknisj.melakukan pengesahan PBG 

3. Sekretariat/Operator (Dinas Teknis) melakukan 
pemeriksaan kelengkapan dokumen. Dalam hal dokumen 
tidak sesuai, maka akan d.kembalikan kepada pemohon 

4. Pengawas msnugaskan TPT dan TPA m~lakukan 
pemeriksaaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, . . . 
struktur, mekanikal elektrik, dan perpipaan. Dalam hal 
apabila dokumen tidak sesuai, maka akan dikernballkan 
pada pemohon 

5. Sekretaris/ . Operator [Dinas Teknis] melakukan 
perhitungan teknis untuk retribusi 

6. Kepala dinas (Dinas "Teknis] melakukan pengesahan 
"Surat Pemenuhan Standar Teknis" 

7. Kepala Dinas (Dinas Teknis) Melakukan penetapan 
retribusi. 

• 

2. . Sistem mekanisme 1. 
dan prosedur 

Pemohon . mengajukan ·. permohonan Persetujuan 
Bangunan Gedung (PBG) melalui sistem SIMBG 

2. Pemohon Melengkapi: .dokumen Standar Teknis pada 
sistern SIMBG 

,, . ,. 



I ' 
I 

j. Loket Informasi; 
' k; Nornor Antrian Non Elektronik; 

l. Buku registrasi; 
m. Buku peraturan pernndang-undangan, 

' 2. Prasarana dan fasilitas: 
a. Loket pelayanan; 
b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 
c. Ruang pendampingan layanan prioritas ; 
d. Toilet; 
e. '. Ruang rnenyusui ; · . · 
f. ·, Fasilitas dlsabtlitas: · 
g .. Mushola; 

i. AC; 

a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 
b. Meja dan kursi; ,. 
c. Komputer dim kelengkapan; 
d, Aplikasi pelayanan; 
e. Alat tulis kantor: 
f. Formulir ; 
g. CCTV; 
h. TV; 

1. Sarana: 

nasional: ' 
9. Peraturan menteri pekerjaan umum dan per:1mahan 

rakyat republik Indonesia nomor 14 tahun 2020.tentang 
standar dan pedoman · 

10. pengadaan jasa kontruksi melalui penyediaan. 
Saranadan 

Prasarana atau 
Fasilitas 

8. 

• 

pelayanan perizinan . kontruksi tentang pedoman 
' 

8. 

pedoman standar pelay~nan; 
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 138 tahuru Ztrl.? 

tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu.pintu 
daerah: ' ·. 
Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan 
rakyat republik Indonesia nomor 08/PRT /M/2019 

-, 

1. Undang-Unc;lang nomor · 25 Tahun 2009 ';entang 
Pelayanan Publik: · 

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 'I'entang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Undang- undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa 
kontruksi; 

4. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik; 

5. Peraturan menteri pekerjaan umum republik Indonesia 
nomor 04/PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan 
pemberian izin usaha jasa kontribusi nasional; 

6. Peraturan menteripendayagunaanaparatur negara dan 
reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang 

Dasar Hukum 7. 

• 



I• 

' .· ' 

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) ; 
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 
Sistem Informasi Perizinan; 
Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; 
Kotak saran dan kotak pengaduan, 

Keamanan produk dijamin keaslianya dengan · adanya 
tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcddes 
Keselamatan d~n kenyamanan dalam pelayanansangat di 
utamakan dan bebas dari pungutan liar. I 

Kepala Bidang Pengelolah data dan Sistem 
Informasi Penanaman Modal. 

Dilakukan oleh : 
1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; 

Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Perizinan: 
Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal ; ' 
Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman 
Modal; , 

2. 
3. 

r; 4. 

5. 
6. 

13. J aminankeamanan 1. 
dan keselamatan 
pelayanan 2. 

14. Evaluasi Kinerja 1. 
Pelaksana 2. 

3. 
4. 
5. 

Pengawasan 
Internal 

12. 

.i 

Pelaksanaan pelayanan terdiri dari: 
1. Petugas inforrriasi: 
2. Petugas loket pendaftaran / verifikasi berkas; 
3. Petugas teknis; .. 
4. Petugas pencetak dan penerbit izin; 
5. Petugas pencatatan Izin: 
6. Pejabat penandatanganan Izin: 
7. Petugas loket penyerahan izin; 

Memahami tugas dan fungsi pelayanan publik y~ng baik ; 
a. Bimbingan teknis PTSP 
b. Bimbingan telmis excellent Service bagi Front Office 

2. Memilikiskillpengoperasiansistem berbasis informasi 
. teknologi (IT); . 

3. Memiliki kemampuan menganalisis .maksud 
r . 

dan tujuan : pelayanan melalui aplikasi dan 
peraturanperundang-undangan, 

Jumlah pelaksana 11. 

Front Office, harus berijazah SMA maupun D3 ataupun Sl 
yang sederajat 
Harus merniliki kemampuan mengcperasikan 
Computer /Paham I'I' 
Harus berijazah/SertifikatPelatihan Bldang Pengernbangan 
Penanaman Modal secara Berjenjang 
Mempunyai sertifikat OSS yang sesuai RBA : (Berbasis 
Resiko) 

Kompetensi 1. 
Pelaksanaan 

2. 

3. 

~- 
Prosedur, sistem 1. 
dan mekanisme 

10. 

9. 

• 

. ' h. Ruang tunggu: 
L Ruang berrnain anak; 
j. Lahan parkir: .. ~ 
k. Ruang tim teknis ~ 



5 (Hari) Jam (kerja Pel~}anan) 
:•. 

Jangka Waktu 3. 

m~l'<llui pstugas F;ro'jt Office. 

4. Penerbitan atau penolakan izin . .melalui oss.go.id: . 
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan . ' 

'• 

1. Pemohon m~h~jukan permohonan persetujuan 

pemenuhan komitmen izin melalui sistem Os's,go.iif atau 

langsung ke Dina} Penanaman Modal dan , Pelaranan 
Terpadu Satu Pintu) ... . ' • 2. Pernohon rnenyetpr berkas permohonan per~eftijuan 

pernenuhan ~orn1,en izin kepetugas Front Offi~e untuk 

pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan 
1, 

memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima 
. . t. . '. 

berkas sebagai bukapendaftaran izin; 
\ · .. 

3. Pemrosesan persetnjuan 'pemenuhan komitmen izi_n oleh 

petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasij 

pertimbangan teknis: 

Si stem 
mekanisme dan 

prosedur 

2. 

12. Pas photo 4x6; ' ,' ... 
13. 13·. Map Snalhektera'Iastfk, 

.. . . 

9. Denah dan foto kantor yang muat papan nama; 

10. Fotokopi sertifikat /ijazah keahlian; 

11. Surat kuasa dari pemilik atas pengurusan izin (jika di 

kuasakan); 

: 

. 6. Fotokopi akta pendiriarr/perubahan perusahaan · C*iika 

berbadan hukum); 

7. Fotokopi Kartu Tanda ·;Penduduk (KTP) direktur tenaga 

teknis dan non teknis; 

B. Fotokopi izasa terakhir direktur, tenaga teknis ·dan non 

teknis; 

5. Fotokopi sertifikat badan usaha (SEU) Terbaru; ·, 

Submission); .. 

3. Izi!l Usaha Dari OSS (Online Single Submission); 

4. Notifikasi Perijinan Dan Fasilitas Dari OSS (Onlin_e Single 

1. Surat permohonan bermaterai: 

2. Nomor IndukBerusaha (NIB); 

Persyaratan 
Pelayanan 

1. 

• 

IZIN U,SAHA JASA KONTRUKSI . . 
; •' 

Produk 
Layanan ~o 

.,. 
STANDAR P_ELAYANAN 

SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

,, 
·' :, '· :.: . 

., 



·' 

1. Sarana: 

a. Kendaraan roda 2 dan roda 4; 

b. Meja dan kursl: 

Sarana dan 
Prasarana atau 

Fasilitas 

8. 
! 

2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 

TentangPerdagangan; 

1. Undang-undang.Nornor ~5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik; 

5. Sanksi. 

a. Verifikasi aduan 

b. Mediasi 

c. Koordinasi dan eek lokasi 

adalah: 

4. Tindak lanjut 'penanganan pengaduan, saran dan masukan 

Dasar Hukum 7. 

. ,, 
-, 

g. Website :~pmptsp~utontengah.com 

3. Waktu pelayanan aduan 3 (tiga) hari; 

d. Facebook .Buteng DPMPTSP 

e. Instagram: @buteng_dpmptsp 

f. Twitter : @buteng_dpmptsp . 

a. Telepon: 

b. SMS/WA:0823.52058440 

c. Email:butengdpmptspG:~mail.co~ 

2. Pengaduan, Saran 'Clan Masukan Secara Langsung via; 

yang dttunjukankepada "Kepala Dinas Penanaman Modal . . ' . . 
PTSP Kab. Baton Tengan: 

. .• 

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat Penanganan, 
pengaduan, 
sarana dan 

masukn 
,•. 

6. 
perizinan bagi yang memerlukan Pelaku Usaha 

·,. 
6:· Surat keterangan yang menerangkan dalam proses layanan 

Teknis ' 

bekerja sama .dengan Kemitraan dan Perbankan 

5. Perbitan Surat Permtntaan ·Rekomendasi Teknis oleh OPD 

5. Produk Layanan 1. Penerbitan N omor Induk ·(NIB) 

2. Persetujuan Komitmen melalui Izin OSS 

3. Pembeian Bantuan layanan Sijempol 

4. Pemberian p~ningkatan pelaku usaha melalui Blmtek yang 

Tidak ada biaya (Gratis) · · Biaya Tarif 4. 

08:00 s.d 15.30 Wita Jum'at 

08:00 s.d 15.00 Wita 

Senln s.d Kamis Pelayanan 

l .·. 

.. 



. 
b. Bimbingan teknis excellent Service bagi Front Office 

Memilikiski/lpengoperasiansystemberbasis informasi 

teknologi (IT); 

a. Bimbingan teknis PTSP 

Memahami tugas clan fungsi pelayanan publikyang baik : 

Computer /Paham IT 

Harus berijazah/Sf rtifikat Pelatihan Bldang Penge1bangan 

Penanaman Mcdal-secara Berjenjang 
,• . 

Mempunyai sertiflkat OSS yang sesuai RBA (Berbasis Resiko) 

mengop~rasikan 
I 

kemampuan 2. Harus 
' I' 

memiliki 

I 1. Front Office harus berijazah SMA maupun D3 ataupun Sl 

yang sederajat 

i. Ruang ber:rna~ anak; 
j. Laban parkir: 

k Ruang tim teknis; 

l. J aringan Wifl. 

g. .,. 
h. Ruang tu~ggu; 

e. Ruang menyusui ; • 
f. Fasilitas disabilitas: .. . 

Mushola; :~ 

d. Toilet; 

l. Buku registrasi: 

m. Buku peraturan perundang-undangan, 

2. Prasarana dan fasilitas: 

a. Loket pelayanan., 

b. Ruang konsultasi dan pengaduan; 

c. Ruang pendampingan layanan prioritas ; 

10. 

.. 3. 
" . 

4. 
Prosedur, 1. 
sistem dan 
mekanisme 

2. 

Kompetensi 
Pelaksanaan 

9. 

• 

h 
,, 

c. Kornputer dan kelengkapan; 

d . Aplikasi pelayanan: 
• j' : Alat tulis kantor: '· e. , . 

f. Formulir; , ~ .... 
CCTV; ' g. 

.; 
I : 

h. TV; I . :: . . · . .. 
i. AC; ; • ; 

t':. .: .• . . .. 
j. Loket Informasi: .. ; . . 
k, N omor Antrian Non Elektronik: ··_. 

' 



2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 

3. Sistem Informasi Perizinan; 

4. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secarar berkala; 

5. Kotak saran dan kotak pengaduan; 

Pelaksanaan 
14. Evaluasi kinerja 1. IKM (Indeks Keuasan masyarakat); 

1. Keamanan produk dijamin keaslianya dengan adanya 

tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcodlF 

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 

diutamakan dan ebas dari pungutan liar 

keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan 

Jaminan 13. 

.. 
• 

4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman 

Modal; 

5. Kepala Bidang Pengelola Data dan Sistem 

lnformasi Penanaman Modal. 

usaha; 

1. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Buton Tengah; 

2. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan 

Tengah; 

3. Kepala Bidang Pengembangan lklim Penanaman Modal 

Dilakukan oleh: Pengawasan 
Internal 

12. 

11. Jumlah pelaksana Pelaksanaan pelayanan terdiri dari: 

1. Petugas informasi; 

2. Petugas Ioket pendaftaran / verifikasi berkas; 

3. Petugas teknis; 

4. Petugas pencetak dan penerbit izin; 

5. Petugas pencatatan Izin; 

6. Pejabat penandatanganan izin; 

7. Petugas Ioket penyerahan izin. 

3. Memiliki kemampuan menganalisis maksud dan tujuan 

pelayanan melalui aplikasi dan peraturanperundang­ 

undangan. 
.. 


